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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas akan dilakukan melalui penguatan 

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan holistik, integratif, tematik 

dan spasial. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di 

destinasi wisata prioritas,  Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan 

program pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan di 3 (tiga) destinasi 

wisata prioritas, yaitu: (i) Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; (ii) Borobudur-Yogyakarta-

Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan (iii) Lombok di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dituangkan dalam Integrated Infrastructure Development 

for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project, ITDP)  atau yang 

selanjutnya disebut Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan 

(P3TB). 

Selaku executing agency, Kementerian PUPR membentuk Unit Pengelolaan Program di Pusat 

(CPMU - Central Project Management Unit) yang ditetapkan dengan SK Menteri PUPR. 

Keanggotaan CPMU mencakup seluruh implementing agencies yang terlibat, baik di 

lingkungan Kementerian PUPR yang terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal 

Penyediaan Perumahan, maupun di lingkungan Kementerian Pariwisata yang terdiri dari 

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengembangan 

Destinasi Pariwisata, serta di lingkungan BKPM yaitu Deputi Bidang Perencanaan 

Penanaman Modal. Selain itu, P3TB juga akan berkolaborasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, badan otorita, dunia usaha 

kepariwisataan, pekerja sektor pariwisata dan masyarakat di lokasi program. 

Sebagai dasar dan rujukan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam 

penyelenggaraan program, CPMU telah menerbitkan Pedoman Umum P3TB. Walaupun 

Pedoman Umum P3TB telah menjelaskan prinsip dan mekanisme penyelenggaraan program, 

namun dipandang perlu adanya penjelasan yang lebih rinci pada aspek tertentu yang 

dituangkan dalam Manual Pengelolaan Program (MPP) P3TB.  
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I.2 Tujuan 

MPP P3TB diterbitkan sebagai petunjuk operasional bagi pengelola program dalam 

menyelenggarakan P3TB secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui 

MPP P3TB, para pengelola program diharapkan memahami prosedur dan ketentuan yang 

berlaku pada setiap tahapan penyelenggaraan program. 

 

I.3 Dasar Hukum 

a. Loan Agreement Number 8861-ID P3TB; 

b. Surat Keputusan (SK) Menteri Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018 tentang 

Tim Koordinasi P3TB; 

c. Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Pembentukan Unit Pengelolaan Program di Pusat (CPMU - Central Project Management 

Unit) P3TB; dan 

d. Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) tentang 

Pedoman Umum P3TB.1 

 

I.4 Sistematika 

Bab I Pendahuluan 

Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum, dan sistematika MPP P3TB. 

 

Bab II Gambaran Umum P3TB 

Memuat deskripsi P3TB dan ruang lingkup kegiatan masing-masing komponen. 

 

Bab III  Organisasi dan Tata Laksana 

Memuat struktur organisasi koordinasi dan struktur pelaksanaan P3TB. 

 

Bab IV  Pengelolaan Keuangan 

Memuat prosedur dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan, tata cara penganggaran, 

Rekening Khusus pada Bank Indonesia, pencairan dana, mekanisme pembayaran dan 

pertanggungjawaban, pelaksanaan dan pencairan anggaran, akuntansi, pelaporan dan 

penyusunan Interim Financial Report (IFR), pengawasan internal dan audit eksternal. 

 

Bab V Pengadaan Barang dan Jasa 

Memuat prosedur dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, rencana pengadaan 

(procurement plan), pengadaan konsultan, pengadaan barang/jasa selain konsultan, 

penatausahaan dokumen pengadaan, dan administrasi kontrak. 

 

Bab VI Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

                                                             
1 Revisi selanjutnya berdasarkan persetujuan dari Bank Dunia.  
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Memuat prosedur dan ketentuan pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai dokumen 

Environmental and Social Management Framework (ESMF). 

 

Bab VIII Pengendalian Program 

Memuat prosedur dan ketentuan pengendalian program, monitoring dan evaluasi serta 

penanganan pengaduan masyarakat. 

 

Bab IX Pengarsipan Dokumen 

Memuat prosedur dan ketentuan pengarsipan dokumen. 

 

Bab X Ketentuan Perubahan 

Memuat prosedur dan ketentuan perubahan MPP. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

II.1 Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan 

Berkelanjutan (P3TB) 

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan transformasi perekonomian dengan 

menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 pemerintah telah 

menetapkan beberapa program dalam rangka meningkatkan peranan pariwisata terhadap 

perekonomian Indonesia. Pada Tahun 2015, alokasi penganggaran Kementerian Pariwisata 

dalam rangka aktivitas promosi mencapai hingga 4 kali lipat dari sebelumnya yang mencapai 

sebesar Rp. 1,2 triliun. Pada Bulan Maret 2016, Pemerintah Indonesia memperluas fasilitas 

bebas visa kepada 169 negara untuk memberikan daya tarik terhadap wisatawan 

mancanegara, dan merupakan negara nomor dua di dunia yang paling besar memberikan 

kebijakan bebas visa sesuai The WEF’s Travel & Tourism Competitiveness 2017. Promosi dan 

kebijakan visa tidak berjalan optimal tanpa didukung dengan  langkah pengembangan 

lanjutan terkait lingkungan usaha, promosi investasi dan target investasi infrastruktur untuk 

berbagai tujuan wisata yang dapat menyebabkan kondisi yang sesak dan dapat mengikis 

potensi sumber daya alam dan budaya dan merusak potensi pariwisata Indonesia. 

Memperhatikan isu tersebut, Pemerintah memutuskan untuk mempercepat pembangunan 10 

destinasi wisata prioritas. 

Pada tahun 2017 melalui Program Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan 

Berkelanjutan (P3TB)  mulai diarahkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif terhadap 

pembangunan pariwisata. P3TB lebih diprioritaskan untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, penghasilan devisa, tenaga kerja, 

daya saing pariwisata melalui pembangunan destinasi wisata prioritas yang terintegrasi. 

Untuk memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, 

maka perlu dibangun iklim usaha yang kondusif untuk kegiatan pariwisata, serta peluang 

investasi untuk meningkatkan kegiatan pariwisata.  

P3TB  menggunakan pendekatan yang beralih ke pendekatan pengembangan pariwisata yang 

lebih komprehensif, inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu guna memenuhi potensi pariwisata 

nasional, Pemerintah Indonesia telah menyadari kebutuhan akan pembangunan destinasi 

wisata terpadu dan telah mengidentifikasi sepuluh destinasi wisata yang menjadi prioritas 



5 
 

pengembangan. Untuk pelaksanaan P3TB, Pemerintah Indonesia menyusun pengembangan 

destinasi wisata dan memulai program ini di 3 (tiga) wilayah prioritas yaitu:  

a. Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  

b. Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; dan  

c. Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara.  

Jika dikembangkan secara efektif, ketiga destinasi wisata prioritas yang unik dan berbeda ini 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dari dalam dan luar negeri yang juga 

menjadi target utama dalam program pengembangan pariwisata terpadu nasional. Untuk 

kepentingan tersebut, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia melakukan 

langkah-langkah percepatan program pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan 

di tiga destinasi prioritas yang disebut dengan Program Pengembangan Pariwisata yang 

Terintegrasi dan Berkelanjutan (Program  P3TB) atau disebut juga Integrated Infrastructure 

Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project- 

ITDP) yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2023. Kementerian/Lembaga yang 

terkait adalah Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata serta BKPM.  

 

II.2 Tujuan Program 

P3TB bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan dan 

infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata; memperkuat keterkaitan 

perekonomian lokal dengan pariwisata; dan mendorong investasi swasta di wilayah destinasi 

wisata prioritas. 

Tercapainya tujuan P3TB diukur dari 4 (empat) indikator sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kinerja pada indikator pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism); 

2. Tercapainya jumlah penerima manfaat dari kegiatan peningkatan kualitas jalan dan 

akses pelayanan dasar; 

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kegiatan penguatan keterkaitan 

perekonomian lokal dengan pariwisata; dan 

4. Meningkatnya investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas.  

 

Adapun ruang lingkup kegiatan P3TB difokuskan untuk mendukung 4 (empat) komponen 

program yaitu:  

a. Komponen-1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan 

pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan;  

b. Komponen-2: Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan 

pariwisata; 

c. Komponen-3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor 

pariwisata; dan 

d. Komponen-4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor 

pariwisata.
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BAB III 

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

 

 

 

 

Struktur organisasi dan tata laksana disusun guna mendukung koordinasi dan kolaborasi 

antar pemangku kepentingan, serta pelaksanaan dan pengendalian program di tingkat 

nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam rangka membangun koordinasi yang 

efektif di tingkat pusat, program ini didukung oleh struktur koordinasi yang terdiri dari Tim 

Pengarah (Steering Committee) dan Tim Pelaksana (Technical Committee) di tingkat nasional 

yang ditetapkan dengan SK Menteri Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018. 

Kelompok Kerja (Pokja) tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan ditetapkan oleh masing-

masing pemerintah daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan program didukung oleh struktur 

pelaksanaan yang terdiri dari CPMU dan CPIU di tingkat nasional yang ditetapkan melalui 

SK Menteri PUPR. 
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Gambar 0.1 Struktur Kelembagaan P3TB: Koordinasi dan Pelaksana 
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III.1 Struktur Koordinasi 

III.1.1 Struktur Koordinasi di Tingkat Pusat (Tim Pengarah, Tim Pelaksana, 

dan Tim Teknis) 

Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2014 yang telah diamandemen oleh Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2018 ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi 

strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Tim Koordinasi 

Kepariwisataan ini diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan melibatkan 24 

Menteri/Kepala Lembaga, Sekretaris Kabinet, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Jaksa Agung. Perubahan Peraturan Presiden ini memperkuat koordinasi antar K/L. 

Menindaklanjuti perpres tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan 

Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018. 

 

Tim Pengarah 

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan beranggotakan para 

Menteri/Kepala dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat pada Program ini. Tim 

Pengarah bertugas: 

a. Memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi Program; 

b. Menetapkan kebijakan umum terkait Program; 

c. Menetapkan kebijakan pemanfaatan pinjaman dan hibah dari mitra pembangunan untuk 

mendukung pelaksanaan Program; dan 

d. Memberikan arahan dalam penggunanaan hasil-hasil serta pengalaman dan pembelajaran 

dari pelaksanaan Program. 

Anggota Tim Pengarah dapat berubah berdasarkan revisi SK Menteri PPN/Bappenas, namun 

tetap diketuai oleh Bappenas, dan terdiri dari berbagai lintas kementerian yang termasuk di 

dalamnya adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BKPM dan Kementerian 

Keuangan.Tim Pelaksana 

Tim Pelaksana diketuai oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas dan 

beranggotakan para Eselon I dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat pada P3TB. 

Tim Pelaksana bertugas: 

a. Membantu Tim Pengarah dalam menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan 

program yang bersifat teknis dan operasional; 

b. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait program; 

c. Melaksanakan persiapan dan koordinasi pelaksanaan program; 

d. Mengkoordinasikan efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan komponen 

program yang meliputi: 

1. Perencanaan destinasi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan dikoordinasikan 

oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas; 
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2. Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi wisata 

dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian 

PPN/Bappenas; 

3. Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan pariwisata 

dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas; dan 

4. Peningkatan iklim usaha untuk investasi pariwisata dikoordinasikan oleh Deputi 

Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas. 

e. Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai kemajuan pelaksanaan Program. 

Anggota Tim Pelaksana dapat berubah berdasarkan revisi SK Menteri PPN/Bappenas, namun 

tetap terdiri dari Anggota Eselon I berbagai lintas kementerian yang termasuk di dalamnya 

adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BKPM dan Kementerian Keuangan, yang 

akan bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di lingkup nasional dan 

memberikan dukungan kepada Pokja Destinasi Wisata Provinsi dan kabupaten/ kota.Tim 

Teknis 

Tim Teknis diketuai oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian 

PPN/Bappenas dan terdiri dari empat Kelompok Kerja (Pokja) Nasional yang membidangi 

unsur berbeda pada Program Pengembangan Pariwisata Indonesia ini. Tim Teknis bertugas: 

a. Membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan teknis sinkronisasi perencanaan dan 

penganggaran kepariwisataan nasional; 

b. Melakukan teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait Program; 

c. Melaksanakan penyiapan teknis dan koordinasi pelaksanaan Program; 

d. Mengkoordinasikan Kelompok Kerja untuk mendukung penyiapan, koordinasi dan 

sinkronisasi teknis untuk komponen Program. Kelompok Kerja tersebut terdiri dari: 

1. Kelompok Kerja I: Perencanaan destinasi wisata yang terinteritegrasi dan 

berkelanjutan; 

2. Kelompok Kerja II: Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi 

wisata; 

3. Kelompok Kerja III: Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan 

pariwisata; dan 

4. Kelompok Kerja IV: Peningkatan iklim usaha untuk investasi pariwisata. 

e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan Program ini seperti 

dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, 

organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan mitra pembangunan; 

f. Melakukan koordinasi teknis dengan Kelompok Kerja Destinasi Wisata yang dibentuk di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang efektivitas dan kelancaran 

penyiapan dan pelaksanaan program; 

g. Memberikan laporan kepada Tim Pelaksana mengenai kemajuan pelaksanaan Program; 

dan 

h. Kelompok Kerja membantu dalam penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

komponen Program. 
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Gambar 0.2 Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan 

Berkelanjutan Sesuai SK Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018 

   

 

III.1.2 Struktur Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Setiap provinsi dan kabupaten/kota yang masuk ke dalam ruang lingkup P3TB akan 

membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Daerah demi mencapai keselarasan antara pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas 

Nomor Kep. 86/M.PPN/HK/06/2018, Kelompok Kerja ini disebut Pokja Destinasi Wisata. 

Dalam hal ini, pemerintah daerah akan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan semua 

komponen.  

Di tingkat provinsi, pelaku utama pelaksanaan Program adalah Pokja Destinasi Wisata 

Provinsi. Tugas pokja sebagai berikut: 

Pokja Destinasi Wisata 

Pokja Destinasi Wisata Pokja Destinasi Wisata Pokja Destinasi Wisata 

Pokja Destinasi Wisata Pokja Destinasi Wisata 

Pokja Destinasi Wisata 

Pokja Destinasi Wisata 
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a. Ketua Pokja adalah Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program di 

Provinsi. Ketua Pokja bertugas untuk: 

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya; 

2. Menyiapkan peraturan pendukung terkait percepatan pengembangan pariwisata 

(Surat Keputusan, Peraturan Daerah, dll); 

3. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya; 

4. Membentuk Pokja Destinasi Wisata Provinsi; 

5. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD Provinsi) untuk 

mendukung Program yang skala penanganannya sesuai kewenangan provinsi;  

6. Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja Destinasi Wisata Provinsi; dan 

7. Memastikan rencana tata ruang dan sektoral provinsi memuat rencana pengembangan 

pariwisata yang selaras dengan RIPT. 

 

b. Kelompok Kerja Destinasi Wisata Provinsi bertugas untuk: 

1. Mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata; 

2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, keterpaduan program, dan 

percepatan pencapaian target; 

3. Mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan 

sosial; 

4. Berkoordinasi teknis dengan Kelompok Kerja di tingkat Nasional dan Pokja Destinasi 

Wisata Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan 

5. Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan 

pencapaian hasil kepada Gubernur dan Pokja Destinasi Wisata  Nasional. 

 

Pelaku utama program di tingkat kabupaten/kota adalah Pokja Destinasi Wisata 

Kabupaten/Kota yang memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: 

a. Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program di tingkat 

kabupaten/kota bertugas untuk:  

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya; 

2. Menyiapkan peraturan pendukung terkait percepatan pengembangan pariwisata 

(Surat Keputusan, Peraturan Daerah, dll); 

3. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya; 

4. Membentuk Pokja Destinasi Wisata kabupaten/kota; 

5. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD 

kabupaten/kota) untuk mendukung Program yang skala penanganannya sesuai 

kewenangan provinsi;  

6. Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja Destinasi Wisata kabupaten/kota; 

dan 

7. Memastikan rencana tata ruang dan sektoral provinsi memuat rencana pengembangan 

pariwisata yang selaras dengan RIPT. 
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b. Kelompok Kerja Destinasi Wisata Kabupaten/Kota bertugas untuk: 

1. Mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata; 

2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, keterpaduan program, dan 

percepatan pencapaian target; 

3. Mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan 

sosial; 

4. Berkoordinasi teknis dengan Kelompok Kerja di tingkat Nasional dan Pokja Destinasi 

Wisata Provinsi yang ada di wilayahnya; dan 

5. Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan 

pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja Destinasi Wisata Provinsi. 

 

III.1.3 Struktur Koordinasi di Zona Otorita Destinasi Wisata Prioritas 

Dalam pelaksanaan P3TB yang terkait atau bersinggungan dengan zona otorita, perlu 

dilakukan koordinasi dengan Badan Otorita terkait.  

Badan koordinasi di tingkat destinasi wisata prioritas yang telah berdiri diantaranya adalah:  

a. Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba, yang cakupan wilayahnya sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Danau Toba dan Sekitarnya, dengan zona otorita seluas sekitar 600 Ha2; dan 

b. Badan Otorita Pengelola Kawasan Wisata Borobudur, meliputi: (i) Daerah Tujuan Wisata 

Nasional Borobudur-Yogyakarta, Solo-Sangiran, dan Semarang-Karimun Jawa sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Nasional; (ii) kawasan yang ditetapkan melalui Peraturan 

Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan 

Sekitarnya; dan (iii) area tambahan seluas sekitar 300 Ha yang terletak di Kabupaten 

Purworejo dan saat ini dikelola oleh Perum Perhutani. Namun, daerah cakupan RIPT 

dibatasi pada Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. 

 

III.1.4 Struktur Pelaksana Program 

Selaku executing agency, Kementerian PUPR membentuk Unit Pengelolaan Program di tingkat 

Pusat (CPMU - Central Project Management Unit) yang ditetapkan dengan SK Menteri PUPR. 

Secara umum, keanggotaan CPMU mencakup seluruh implementing agencies yang terlibat, baik 

di lingkungan Kementerian PUPR yang terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal 

Penyediaan Perumahan, maupun di lingkungan Kementerian Pariwisata yang terdiri dari 

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengembangan 

Destinasi Pariwisata, serta Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal di BKPM. 

                                                             
2 Peraturan Presiden Nomor No. 49 Tahun 2016. 
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CPMU adalah unit pengelola yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan P3TB secara 

keseluruhan. Struktur organisasi CPMU ini, yang digambarkan pada Gambar  III.1, terdiri 

atas: 

a. Central Project Management Unit (CPMU) adalah unit pengelola yang bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan seluruh kegiatan Program;  

b. Central Project Implementation Unit (CPIU) adalah unit pelaksana yang bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan program pada lingkup direktorat dalam 

Kementerian/Lembaganya; dan 

c. Koordinator Program adalah unit pelaksana yang bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan program pada lingkup unit kerja dalam masing- masing 

Kementerian/Lembaganya. 

Selain struktur CPMU pada level pusat yang diatur di dalam SK Menteri PUPR, pada tingkat 

daerah (provinsi dan kabupaten/kota) pelaksanaan P3TB akan didukung oleh dinas-dinas 

terkait, misalnya dinas yang membidangi pekerjaan umum, kepariwisataan, dan penanaman 

modal.  

Struktur organisasi CPMU dapat dilihat pada Gambar III.1.



Gambar III.1  Struktur Organisasi CPMU 

Struktur CPIU 

Kepala CPMU 

(Kepala BPIW, Kementerian PUPR) 

 CPIU 7 
Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata 

(Asisten Deputi SDM Pariwisata dan 

Hubungan Antar Lembaga, Deputi 

Bidang Pengembangan Industri dan 

Kelembagaan) 

 

Koordinator Program 1.2 

(Kepala Subdit Sungai Wilayah 
Barat, Direktorat Sungai dan 

Pantai, Ditjen SDA) 

Koordinator Program 1.3 

(Kepala Subdit Sungai Wilayah 
Timur, Direktorat Sungai dan 

Pantai, Ditjen SDA) 

Koordinator Program 3.2 

(Kepala Subdit Kawasan 
Permukiman Khusus, Direktorat 

Pengembangan Kawasan 
Permukiman, Ditjen Cipta Karya) 

 

Koordinator Program 3.4 

(Kepala Subdit Pengelolaan 
Sampah, Direktorat 

Pengembangan Penyehatan 
Lingkungan Permukiman, Ditjen 

Cipta Karya) 

Koordinator Program 4.1 

(Kepala Subdit Keterpaduan 
Perencanaan, Direktorat 

Perencanaan Penyediaan 
Perumahan, Ditjen Penyediaan 

Perumahan) 
 

 Koordinator Program 7.1 

(Kepala Subbidang Kemitraan Usaha 
Masyarakat, Bidang Pengembangan 
Masyarakat Pariwisata, Asdep SDM 

Pariwisata dan Hubungan Antar 
Lembaga, Deputi Bidang 

Pengembangan Industri dan 
Kelembagaan) 

 

 Koordinator Program 7.2 

(Kepala Subbidang Sistem 
Integrasi, Bidang Implementasi 
Strategis, Asdep Manajemen 

Strategis, Deputi Bidang 
Pengembangan Industri dan 

Kelembagaan) 

 Koordinator Program 7.3 

(Kepala Subbidang Pengembangan 
SDM Kepariwisataan, Bidang 

Pengembangan SDM 
Kepariwisataan dan Sertifikasi 

Kompetensi, Asdep SDM Pariwisata 
dan Hubungan Antar Lembaga, 
Deputi Bidang Pengembangan 

Industri dan Kelembagaan) 

Koordinator Program 2.3 

(Kepala Subdit Perencanaan dan 
Pemrograman, Direktorat 

Jembatan, Ditjen Bina Marga) 

Koordinator Program 3.1 

(Kepala Subdit Keterpaduan 
Perencanaan dan Kemitraan, 

Direktorat Keterpaduan 
Infrastruktur Permukiman, Ditjen 

Cipta Karya) 
 

Koordinator Program 1.5 

(Kepala Bidang Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air dan Kepala 

Bidang Jaringan Pemanfaatan Air, 
Balai SDA di Sumatera II, Balai 
SDA di Serayu-Opak, dan Nusa 

Tenggara I) 

Koordinator Program 4.2 

(Kepala Subdit Fasilitasi 
Pemberdayaan dan Kemitraan, 

Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen 

Penyediaan Perumahan) 

Koordinator Program 4.3 

(Kepala Subdit Pelaksanaan 
Bantuan Stimulan, Direktorat 

Rumah Swadaya, Ditjen 

Penyediaan Perumahan) 

Struktur CPMU 

Koordinator Program 2.4 

(Kepala Bidang Preservasi dan 
Peralatan, Balai Besar Pelaksana 

Jalan Nasional II Medan, VII 

Semarang, dan IX Mataram) 

Koordinator Program 5.3 

(Kepala Bidang Perencanaan 
Infrastruktur I, Pusat Perencanaan 

Infrastruktur PUPR, BPIW) 

Koordinator Program 5.4 

(Kepala Bidang Perencanaan 
Infrastruktur II, Pusat Perencanaan 

Infrastruktur PUPR, BPIW) 

Koordinator Program 1.4 

(Kepala Bidang Danau, Situ, dan 
Embung, Pusat Bendungan, Ditjen 

SDA) 

Koordinator Program 3.3 

(Kepala Subdit Pengelolaan Air 
Limbah, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan 
Permukiman, Ditjen Cipta Karya) 

 

Koordinator Program 3.5 

(Kepala Subdit Penyediaan Air 
Minum Perkotaan, Direktorat 

Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta 

Karya) 

 Koordinator Program 8.1 

(Kepala Subdit Jasa Perdagangan 

dan Pariwisata, Direktorat 

Perencanaan Jasa dan Kawasan, 

Deputi Bidang Perencanaan 

Penanaman Modal) 

 

 Koordinator Program 8.2 

(Kepala Subdit Kawasan Ekonomi, 
Direktorat Perencanaan Jasa dan 

Kawasan, Deputi Bidang 

Perencanaan Penanaman Modal) 

CPIU 3 
Cipta Karya  

 

(Direktur Keterpaduan Infrastruktur 

Permukiman, Ditjen Cipta Karya) 

(Kepala Pusat Pengembangan Kawasan 

Strategis, BPIW, Kementerian PUPR) 

Wakil Kepala CPMU 2 

 Bidang Pariwisata 

Koordinator Program 5.2 

(Kepala Bidang Keterpaduan 
Infrastruktur Kawasan Strategis, Pusat 

Pengembangan Kawasan Strategis, 

BPIW) 

Koordinator Program 5.1 

(Kepala Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, 

Pusat Pengembangan Kawasan 

Strategis, BPIW) 

(Direktur Perencanaan Jasa dan 

Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan 

Penanaman Modal) 

CPIU 8 
Perencanaan Jasa dan Kawasan untuk 

Investasi dan Penanaman Modal 

Koordinator Program 1.1 

(Kepala Subdit Kerjasama, 
Direktorat Pengembangan Jaringan 

SDA, Ditjen SDA) 

(Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi 

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, 

Kementerian Pariwisata) 

Koordinator Program 2.1 

(Kepala Subdit Keterpaduan 
Perencanaan dan Sistem Jaringan, 
Direktorat Pengembangan Jaringan 

Jalan, Ditjen Bina Marga) 
 

Koordinator Program 2.2 

(Kepala Subdit Perencanaan dan 
Pemrograman, Direktorat 

Preservasi Jalan, Ditjen Bina 

Marga) 

CPIU 2 
Bina Marga  

 

(Direktur Pengembangan Jaringan 

Jalan, Ditjen Bina Marga) 

 CPIU 6 
Sustainable Tourism Observatories (STO) 

(Asisten Deputi Pengembangan 
Infrastruktur dan Ekosistem, Depui 
Bidang Pengembangan Destinasi 

Priwisata 

 

Wakil Kepala CPMU 3  

Bidang Investasi dan Penanaman Modal 

(Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, 

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman 

Modal, BKPM) 

 Koordinator Program 6.1 

(Kepala Bidang Perancangan 
Destinasi, Asdep Pengembangan 

Infrastruktur dan Ekosistem, Deputi 
Bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata)  

Sekretariat CPMU 

CPIU 4 
Penyediaan Perumahan 

 

(Direktur Perencanaan Penyediaan 
Perumahan, Ditjen Penyediaan 

Perumahan) 

CPIU 5 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

 

(Kepala Pusat Perencanaan 

Infrastruktur PUPR, BPIW) 

CPIU 1 
Sumber Daya Air  

 

(Direktur Pengembangan Jaringan 

SDA, Ditjen SDA) 

Wakil Kepala CPMU 1  

Bidang Infrastruktur PUPR 
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Tugas CPMU 

a. Kepala CPMU adalah Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab kepada Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

b. Wakil Kepala CPMU yang terdiri dari unsur pejabat setara eselon II di lingkungan 

Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, dan BKPM yang terdiri dari: 

1. Wakil Kepala CPMU Bidang Infrastruktur PUPR : Kepala Pusat Pengembangan 

Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab kepada Kepala 

CPMU,  

2. Wakil Kepala CPMU Bidang Pariwisata adalah Asisten Deputi Investasi Pariwisata, 

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata yang 

bertanggung jawab kepada Kepala CPMU; 

3. Wakil Kepala CPMU Bidang Investasi dan Penanaman Modal adalah Direktur 

Perencanaan Jasa dan Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, 

Badan Kordinasi Penanaman Modal yang bertanggung jawab kepada Kepala CPMU. 

c. CPIU terdiri dari unsur pejabat setara eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, dan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal; 

d. Selain itu, CPIU dapat menunjuk Koordinator Program sesuai dengan tugas dan 

fungsinya untuk membantu melaksanakan tugas dalam tim. 

 

Tabel 3.1 Tugas CPMU dan CPIU  

Posisi Tugas 

Kepala CPMU a. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kegiatan P3TB kepada 
instansi di tingkat pusat dan daerah; 

b. Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan P3TB kepada masing – 
masing Wakil Kepala CPMU sesuai jadwal yang ditetapkan; 

c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penyusunan jadwal 
pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan maupun tahunan sesuai 
kesepakatan dengan Bank Dunia; 

d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan yang terdiri dari: 

1. Laporan penyelenggaraan kegiatan dari masing–masing instansi 
terkait secara menyeluruh (fisik dan keuangan); 

2. Laporan kepada Tim Koordinasi Program yang diatur dalam 
Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP. 
86/M.PPN/HK/06/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi 
Program Pembangunan Pariwisata yang  Terintegrasi dan 
Berkelanjutan selaku executing agency terkait berbagai 
isu/masalah maupun progres kegiatan dan rencana pengadaan 
yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia; 

3. Laporan Interim Un-Audited Financial Report (IFR) setiap 3 (tiga) 

bulan dan tahunan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 
untuk Bank Dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

4. Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap 6 (enam) 

bulan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari 
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Posisi Tugas 

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (LPK PHLN) setiap 3 (tiga 

bulan untuk Tim Koordinasi Program. 
e. Melakukan fasilitasi pertemuan rapat dengan Tim Koordinasi Program 

dan Bank Dunia; 
f. Mengkoordinasikan  perolehan surat persetujuan (No Objection Letter – 

NOL) dari Bank Dunia untuk Annual Work Plan (AWP)  dengan Wakil 

Kepala CPMU; 
g. Melakukan identifikasi dan fasilitasi pemecahan masalah yang bersifat 

administratif maupun teknis yang timbul dalam pelaksanaan program; 
h. Melakukan pengkajian mutu dan pemeriksaan kelengkapan dokumen 

yang membutuhkan prior review oleh Bank Dunia; 
i. Memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan loan 

agreement yang telah disepakati dengan Bank Dunia; 
j. Memastikan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan dokumen 

Environmental and Social Management Framework (ESMF), Pedoman 

Umum dan Manual Pengelolaan Program, dan RIPT; 
k. Melakukan monitoring pencapaian seluruh sasaran kegiatan P3TB 

setiap tahun agar koordinasi antar kegiatan dapat terlaksana dengan 
baik; 

l. Melaksanakan fasilitasi pengawasan keuangan dan kinerja atas seluruh 
kegiatan P3TB; dan 

m. Memantau pelaksanakan fasilitasi audit tahunan atas kegiatan P3TB 
serta tindak lanjut penyelesaiannya. 

Wakil Kepala CPMU a. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kegiatan P3TB di lingkungan 
Kementerian/Lembaganya; 

b. Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan P3TB kepada masing – 
masing CPIU di lingkungan Kementerian/Lembaganya sesuai jadwal 
yang ditetapkan; 

c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penyusunan jadwal 
pelaksanaan kegiatan di di lingkungan Kementerian/Lembaganya 
maupun tahunan sesuai kesepakatan dengan Bank Dunia; 

d. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi penyusunan laporan yang 
terdiri dari: 

1. Laporan penyelenggaraan kegiatan dari masing–masing instansi 
terkait secara menyeluruh (fisik dan keuangan); 

2. Laporan kepada Kepala CPMU terkait berbagai isu/masalah 
maupun progres kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia 
dan Bank Dunia; 

3. Membantu penyusunan Laporan Interim Un-Audited Financial 

Report (IFR) setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan dalam Bahasa Inggris 
dan Bahasa Indonesia untuk Bank Dunia sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

4. Membantu penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara setiap 6 (enam) bulan dan/atau Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar 
Negeri (LPK PHLN) setiap 3 bulan untuk Menteri/Kepala di 
Kementerian/Lembaga masing-masing; dan 

5. Laporan keuangan untuk kebutuhan audit oleh BPK. 
e. Menyampaikan permintaan persetujuan No Objection Letter (NOL) 

kepada Bank Dunia atas dokumen pengadaan barang dan jasa yang 
telah diverifikasi oleh CPIU; 

f. Melakukan monitoring proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
di lingkungan Kementerian/Lembaganya; 
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Posisi Tugas 

g. Melakukan identifikasi dan fasilitasi pemecahan masalah yang bersifat 
administratif maupun teknis yang timbul dalam pelaksanaan program 
di lingkungan Kementerian/Lembaganya; 

h. Membantu melakukan pengkajian mutu dan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen yang membutuhkan prior review oleh Bank Dunia; 

i. Memastikan kegiatan dilakukan sesuai dengan dokumen Environmental 

and Social Management Framework (ESMF), Pedoman Umum dan Manual 
Pengelolaan Program, dan RIPT di lingkungan 
Kementerian/Lembaganya; 

j. Menyampaikan permintaan persetujuan  kepada Bank Dunia atas 
dokumen lingkungan dan sosial yang perlu mendapat persetujuan 
Bank Dunia dan telah diverifikasi oleh CPIU; 

k. Melakukan monitoring, mengkaji dan menyampaikan hasil kajian 
instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial kepada Kepala CPMU; 

l. Melaksanakan pengendalian tugas dan memproses pembayaran pihak 
ketiga guna mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan 
instansinya; 

m. Melakukan monitoring pencapaian sasaran kegiatan P3TB setiap tahun 
di di lingkungan Kementerian/Lembaganya; 

n. Melaksanakan fasilitasi pengawasan keuangan dan kinerja atas 
kegiatan P3TB di lingkungan Kementerian/Lembaganya; dan 

o. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan audit tahunan atas kegiatan P3TB 
serta tindak lanjut penyelesaiannya. 

CPIU a. Membantu Wakil Kepala CPMU dalam melakukan koordinasi 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan P3TB; 

b. Menetapkan rencana kerja tahunan/Annual Work Plan (AWP) kegiatan 
P3TB di lingkungan instansinya; 

c. Mengirimkan rencana kerja tahunan/Annual Work Plan (AWP) 
kegiatan P3TB yang telah ditetapkan kepada Wakil Kepala CPMU di 
masing-masing Kementerian/Lembaga; 

d. Melakukan koordinasi, pembinaan serta arahan kepada Koordinator 
Program; 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 

f. Melaksanakan penyusunan laporan yang terdiri dari: 

1. Laporan penyelenggaraan kegiatan dari masing – masing instansi 
terkait secara menyeluruh (fisik dan keuangan); 

2. Laporan kepada Wakil Kepala CPMU terkait berbagai isu/masalah 
maupun progres kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia 
dan Bank Dunia; 

3. Laporan Interim Un-Audited Financial Report (IFR) setiap 3 (tiga) 

bulan dan tahunan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia 
untuk Bank Dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4. Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap 6 (enam) 
bulan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari 
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (LPK PHLN) setiap 3 (tiga) 
bulan untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
dan 

5. Laporan keuangan untuk kebutuhan audit oleh BPK. 
g. Melakukan pembinaan administrasi pelaksanaan kepada Koordinator 

Program sesuai program tahunan yang ditetapkan sesuai bidangnya; 
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal 

maupun horizontal untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
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Posisi Tugas 

i. Memberikan masukan kepada Kepala CPMU dan Wakil Kepala CPMU 
terkait bahan rapat dengan Tim Koordinasi Program dan Bank Dunia; 

j. Menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan P3TB kepada Kepala 
CPMU dan Wakil Kepala CPMU secara rutin; 

k. Melakukan koordinasi antar Koordinator Program di lingkungan 
organisasinya; 

l. Melakukan verifikasi dokumen lingkungan dan sosial yang akan 
disampaikan kepada Wakil Kepala CPMU guna perolehan persetujuan 
dari Bank Dunia.  

m. Mengesahkan dokumen pengadaan untuk kegiatan dalam lingkup unit 
organisasinya; 

n. Melakukan verifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa di 
lingkungan unit organisasinya yang akan disampaikan kepada Wakil 
Kepala CPMU guna perolehan NOL dari Bank Dunia; 

o. Menetapkan dan menyusun tindak lanjut dari berbagai isu/masalah 
maupun progres pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan) dari setiap 
Koordinator Program di bawahnya; 

p. Menetapkan dan menyusun tindak lanjut dari berbagai isu terkait 
pengelolaan aspek lingkungan hidup dan aspek sosial di 3 (tiga) 
destinasi wisata prioritas Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, 
dan Danau Toba; dan 

q. Menetapkan dan menyusun tindak lanjut pengaduan dan hasil audit; 
Melaporkan hasil tindak lanjut poin o,p, dan q di atas kepada Kepala 
CPMU dan Wakil Kepala CPMU. 

Koordinator Program a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai program kerja yang telah 
ditetapkan oleh Kepala CPMU; 

b. Menyusun rencana kerja tahunan/Annual Work Plan (AWP) kegiatan 
P3TB; 

c. Menyampaikan rencana kerja tahunan/Annual Work Plan (AWP) 
kegiatan P3TB; 

d. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Program lainnya untuk 
mewujudkan keselarasan pelaksanaan program; 

e. Melapor berbagai isu/masalah maupun progres pelaksanaan kegiatan 
(fisik dan keuangan) kepada CPIU; 

f. Menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan dalam 
lingkup unit kerjanya; 

g. Mengirimkan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan 
dalam lingkup unit kerjanya kepada CPIU di unit organisasinya ; 

h. Melaporkan berbagai isu terkait pengelolaan aspek lingkungan hidup 
dan aspek sosial di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas Lombok, 
Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba kepada CPIU; 

i. Melakukan seleksi usulan kegiatan untuk pemenuhan target 
komponen unit organisasinya terkait dengan isu-isu pengelolaan 
lingkungan hidup dan sosial; 

j. Mengindentifikasi isu dan dampak potensi lingkungan dan sosial yang 
muncul dari kegiatan P3TB; 

k. Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan instrumen pengamanan 
lingkungan dan sosial yang telah disetujui kepada CPIU sesuai dengan 
panduan pada Environmental and Social Management Framework untuk 
memitigasi dampak dari kegiatan P3TB; 

l. Melakukan kompilasi data terkait penyusunan laporan yang terdiri 
dari: 
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Posisi Tugas 

1. Laporan penyelenggaraan kegiatan dari masing–masing instansi 
terkait secara menyeluruh (fisik dan keuangan); 

2. Laporan kepada Kepala CPMU, Wakil Kepala CPMU, dan CPIU 
terkait berbagai isu/masalah maupun progres kegiatan yang 
dibiayai oleh Bank Dunia; 

3. Laporan Interim Un-Audited Financial Report - IFR dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan 
dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk Steering 
Committee dan Bank Dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
dan 

4. Laporan keuangan untuk kebutuhan audit oleh BPK. 
m. Mengikuti rapat/diskusi rutin yang diselenggarakan CPIU; dan 
n. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh dokumen kegiatan P3TB. 

 

III.1.5 Dukungan Pengelolaan Program (PMS) 

Konsultan PMS akan menyediakan dukungan kepada BPIW selaku kepala CPMU dalam 

perencanaan program, penganggaran, pengendalian mutu, pengawasan, pemantauan, 

pelaporan, dan koordinasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program konsisten dengan 

tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia. Konsultan PMS juga akan membentuk tim 

yang berlokasi di destinasi wisata prioritas untuk mendukung instansi pemerintah daerah 

dalam menyelaraskan sub-proyek yang ada dengan RIPT, serta memastikan terpenuhinya 

persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial (ESMF) di daerah. Peran PMS juga mencakup 

peningkatan kapasitas untuk para unit pelaksana baik tingkat pusat, daerah.  maupun di 

tingkat destinasi di mana P3TB berlangsung.  

 

III.2 Dukungan Operasional  

Keseluruhan organisasi yang terlibat dalam P3TB didukung pendaanan dan sumber daya 

yang memadai, yang dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai lingkup tugas masing-masing. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

 

 

 

IV.1 Umum 

Kebijakan yang digunakan dalam P3TB adalah aturan yang telah disepakati oleh Pemerintah 

Indonesia dan Bank Dunia yang tertuang dalam Loan Agreement. Pengelolaan keuangan dalam 

kegiatan P3TB mencakup proses penganggaran, pencairan dana dan pengelolaan dana untuk 

penyelenggaraan kegiatan P3TB berdasarkan kaidah manajemen yang baik, bermutu dan 

akuntabel.  

Dalam hal pengelolaan anggaran, masing-masing kementerian/lembaga teknis yang terkait 

mengacu pada pedoman pemerintahan dalam manajemen keuangan, antara lain: 

1. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman 

dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang 

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan 

dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian 

Negara/Lembaga/Kantor/Satker; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, 

Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan 

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Lingkungan Pekerjaan 

Umum; 

11. Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara 

Pemungutan dan Pelaporan Pajak-Pajak dalam Pelaksanaan APBN Di lingkungan 

Kementrian PU; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran dalam 

rangka Pelaksanaan APBN; 
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13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014, tentang Petunjuk 

Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan PertanggungJawaban Bendahara Pada Satuan 

Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2017 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Kementerian/Lembaga; dan 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata 

Cara Revisi Anggaran Tahun 2018. 

 

IV.2 Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan keuangan di dalam kegiatan P3TB akan diselenggarakan di masing-masing 

CPMU dan CPIU, dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan BKPM. 

Berikut tugas dan fungsi CPMU/CPIU didalam kegiatan pengelolaan keuangan di  P3TB. 

 

IV.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala CPMU 

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang berperan sebagai Executing Agency di 

dalam P3TB memiliki Tim keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menyampaikan permintaan persetujuan No Objection Letter (NOL) kepada Bank Dunia 

atas Annual Work Plan (AWP); 

b. Memverifikasi Rencana Kebutuhan Kas per Triwulanan berdasarkan sumber 

pembiayaannya dengan mengacu pada Rencana Pengadaan dan DIPA sebagai dasar 

penyusunan Consolidated Interim Financial Report (IFR); 

c. Menyampaikan dokumen Consolidated Interim Financial Report (IFR) kepada Direktorat 

PKN, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Bank 

Dunia; 

d. Memastikan ketersediaan dana di Rekening Khusus; dan 

e. Memastikan tindak lanjut hasil temuan audit eksternal (BPK) dan melaporkan kepada 

Bank Dunia. 

 

IV.2.2 Tugas dan Fungsi Wakil Kepala CPMU (dimasing-masing Unit Kerja 

Kementerian/Lembaga) 

a. Mengkonsolidasikan Annual Work Plan (AWP) beserta dokumen pendukungnya 

berdasarkan usulan perencanaan pelaksanaan kegiatan di masing-masing CPIU guna 

mendapatkan surat persetujuan (NOL) dari Bank Dunia; 
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b. Menyetujui  Rencana Kebutuhan Kas per Triwulanan berdasarkan sumber 

pembiayaannya dengan mengacu pada Rencana Pengadaan dan DIPA sebagai dasar 

penyusunan Consolidated Interim Financial Report (IFR); 

c. Memberikan dukungan teknis yang berkaitan dengan penyusunan anggaran dan 

pelaksanaan pengeluaran; dan 

d. Memberikan dukungan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan; dan 

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan. 

 

IV.2.3 Tugas dan Fungsi CPIU (dimasing-masing Unit Kerja 

Kementerian/Lembaga) 

a. Menyusun Rencana Kebutuhan Kas per Triwulanan berdasarkan sumber pembiayaannya 

dengan mengacu pada Rencana Pengadaan dan DIPA sebagai dasar penyusunan 

Consolidated Interim Financial Report (IFR); 

b. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan permintaan 

penggantian dana (Withdrawal Aplication) pada rekening khusus; dan 

c. Menyetujui Usulan Annual Work Plan (AWP) beserta dokumen pendukungnya dan 

menyampaikan ke Wakil Kepala CPMU. 

 

IV.2.4 Tugas dan Fungsi Koordinator Program (dimasing-masing Unit Kerja 

Kementerian/Lembaga) 

a. Menyusun Usulan Annual Work Plan (AWP) beserta dokumen pendukungnya dan 

menyampaikan ke CPIU; 

b. Menyusun IFR per Triwulanan berdasarkan sumber pembiayaannya dengan mengacu 

pada Rencana Pengadaan dan DIPA; 

c. Melaksanakan kegiatan P3TB; 

d. Memfasilitasi PPK untuk menyimpan bukti-bukti pengeluaran dan semua dokumen yang 

diperlukan untuk tujuan audit; dan 

e. Membantu PPK dalam membuat dan menyampaikan laporan realisasi DIPA kepada 

masing-masing CPIU. 

 

IV.2.5 Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelolaan Keuangan 

Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan BKPM sebagai pengguna anggaran Kegiatan 

P3TB menyelenggarakan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan PMK No. 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.  

Pengelola Keuangan P3TB terdiri dari: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) serta Bendahara 

Pengeluaran dibantu oleh Sekretariat Tim sebagai pengelola administrasi keuangan tim. 
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Tugas dan Tanggung Jawab KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran bisa dilihat di 

PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perubahannya. 

 

IV.3 Prosedur Penganggaran P3TB 

IV.3.1 Prosedur Penetapan Annual Working Plan (AWP) 

Annual Working Plan (AWP) adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan, sasaran, 

tujuan, indikator kinerja, dan prioritas kegiatan untuk setiap komponen yang didukung oleh 

P3TB secara keseluruhan. Usulan AWP disusun oleh semua Koordinator Program dibawah 

koordinasi CPIU dimasing-masing unit kerja untuk kemudian dikonsolidasikan oleh Wakil 

Kepala CPMU dimasing-masing K/L untuk disampaikan kepada Kepala CPMU. Kepala 

CPMU menyampaikan Consolidated AWP ke Bank Dunia untuk mendapatkan NOL selambat-

lambatnya pada bulan Oktober. Setelah consolidated AWP mendapatkan NOL dari Bank Dunia, 

dokumen tersebut disampaikan oleh Kepala CPMU kepada seluruh Wakil Kepala CPMU 

dimasing-masing kementerian/lembaga teknis guna diteruskan kepada KPA dimasing-

masing unit kerjanya sebagai dasar pengusulan rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk 

ditetapkan sebagai DIPA. Proses penyusunan AWP ini diharapkan sejalan dengan 

proses/siklus penyusunan anggaran melalui proses DIPA, namun di dalam pelaksanaannya 

jadwal penyusunan dan penetapan AWP dapat berbeda dengan proses penganggaran 

Pinjaman/ DIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.1 Bagan Alir Penyusunan Annual Working Plan (AWP) 

PROSES DOKUMEN KET/PIC DURASI (Hari) 

     
Mulai 
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Lembaga 
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Koordinator 
Program 
dimasing-
masing 
Kementerian/
Lembaga 
teknis terkait. 
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Minggu ke-4 
Bulan Agustus 

 

 

 

  
Kepala CPMU  
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Bank Dunia 

 
Minggu ke-3 
Bulan Oktober 
 

   
Kepala CPMU 

 
Minggu ke-4 
Bulan Oktober 
 

    
 

 

IV.3.2 Prosedur Penetapan DIPA dan RKA-K/L 

Penganggaran dana kegiatan P3TB yang bersumber dari Pinjaman Bank Dunia dikelola di 

masing-masing CPIU yang melaksanakan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan kegiatan P3TB 

yang dilaksanakan CPIU mengikuti prosedur penganggaran yang regular berlaku sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

 

IV.4 Penarikan/Pencairan Dana DIPA APBN Rupiah Murni dan APBN 

PHLN  

Secara umum, tata cara penarikan dana pinjaman kegiatan P3TB dilaksanakan mengikuti 

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman 

dan/atau Hibah Luar Negeri. Adapun prinsip penarikan pinjaman dan/atau hibah luar 

negeri, yaitu (i) Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dilaksanakan 

sesuai mekanisme APBN; (ii) Realiasasi penarikan jumlah atau bagian dari jumlah PHLN 

dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh DIPA; (iii) PA/KPA 

mengajukan usulan revisi DIPA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila 

DIPA yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan P3TB.  

Sementara itu, terdapat 3  (tiga) tata cara untuk melakukan penarikan PHLN dari Pemberi 

PHLN, untuk pelaksanaan P3TB ini, tata cara tersebut adalah (i) Pembayaran Langsung (Direct 

Payment), yaitu penarikan dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan 

Negara yang ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada Pemberi PHLN 

untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju; (ii) Reksus (Advance), yaitu 

Menyampaikan NOL dan Approved 

AWP 

Menyampaikan Approved AWP 

kepada DitJen Anggaran, KemenKeu 

serta seluruh Wakil Kepala CPMU 

Approved 

AWP 

Approved 

AWP2 

Selesai 
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pembukaan rekening khusus pada Bank Indonesia oleh Direktur Jenderal Pembendaharaan; 

dan (iii) Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement), yaitu cara pembayaran yang dilakukan 

oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana untuk  kegiatan yang terlebih dahulu 

membebani Rupiah Murni pada rekening Bendahara Umum Negara/Rekening Kas Negara. 

 

IV.4.1.  Pengaturan Penarikan/Pencairan Dana DIPA APBN Rupiah Murni 

Pengaturan Penarikan/Pencairan dana yang bersumber dari APBN Rupiah Murni diatur 

didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor 

PER-66/PB/2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelakasanaan 

APBN jo No. PER-11/PB/2011 tentang perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor 

PER-66/PB/2005. 

 

IV.4.2.  Pengaturan Penarikan/Pencairan Dana DIPA PHLN 

Tata cara penarikan dana pinjaman dan pinjaman dapat dilakukan melalui mekanisme 

Pembayaran langsung (Direct Payment), Rekening Khusus (Advance) dan Pembiayaan 

Pendahuluan (Reimbursement). 

 

A. Rekening Khusus pada Bank Indonesia (RKBI) 

A.1 Pembukaan Rekening dan Pengisian Dana Awal (Initial Deposit) RKBI 

Rekening Khusus adalah rekening Pemerintah yang dibuka oleh Direktur Jenderal 

Pembendaharaan pada Bank Indonesia untuk menyalurkan dana PHLN dan dapat 

dipulihkan saldonya (replenished) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN. 

Pengelolaan rekening tersebut berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Proses  pembukaan  Rekening  Khusus  di  Bank  

Indonesia  (RKBI)  dan pengisian dana awal (Initial Deposit) mengacu kepada PMK  

84/PMK.05/2015  Tentang  Tata  Cara  Penarikan  Pinjaman  dan/atau  Pinjaman Luar Negeri 

(pasal 7) yang menjelaskan secara mendetail tahapan tata cara pembukaan rekening khusus 

dan pengisian dana awal. 

 

A.2 Pengisian Kembali RKBI 

Untuk pengisian kembali Reksus dilaksanakan dengan prosedur: 

a. Kepala BPIW sebagai Kepala CPMU mengajukan surat permohonan pengisian kembali 

rekening khusus dengan melampirkan consolidated Interim Financial Report (IFR) kepada 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) 

Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Bank Dunia; dan 

b. Berdasarkan Surat Permohonan CPMU, Direktorat PKN, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan membuat aplikasi penarikan dana (withdrawal 

application) Reksus melalui client connection. 

 

A.3 Penutupan RKBI 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

a. Tanggal berakhirnya Project/Closing Date 

Closing Date adalah tanggal penutupan project yang tertera di dalam Loan Agreement/ Trust 

Fund Agreement. Semua kegiatan project harus diselesaikan sebelum Closing Date. Apabila 

terjadi penundaan/mundurnya jadwal implementasi program, maka tanggal penutupan 

akan diperpanjang sesuai dengan permintaan Kementerian Keuangan dan disetujui oleh 

World Bank; 

b. Tanggal Penutupan Rekening Khusus  

Secara umum, rekening khusus ditutup 4 bulan setelah tanggal berakhirnya Project 

(Closing Date).  

b. Tanggal Batas Penerimaan Aplikasi Penarikan Dana/Disbursement Deadline Date 

Tanggal paling lambat diterimanya aplikasi penarikan dana beserta dokumen pendukung 

untuk pengeluaran yang diperkenankan (eligible expenditure) yang terjadi pada saat 

tanggal penutupan/sebelum tanggal penutupan, yaitu 4 bulan setelah tanggal penutupan. 

 

A.4 Pencairan Dana, Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Rekening 

Khusus 

A.4.1 Pencairan Dana 

Sesuai dengan Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-  39/PB/2016 

Tentang Perubahan Atas  Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-  

3/PB/2016 Tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan,  dan Pertanggungjawaban Dana 

Pinjaman Dan/Atau Pinjaman Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus. 

Pembayaran di KPPN menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), 

maka pengajuan SPM ke KPPN cukup disertai ADK dan SPM. Data-data pihak ketiga yang 

tertera di kontrak sebelumnya sudah harus diinput dalam SPAN (data vendor) oleh PPK/Staf 

PPK berdasarkan data supplier yang disampaikan oleh Koordinator Program dimasing-

masing unit kerjanya. 

 

A.4.2 Mekanisme Pembayaran melalui Rekening Khusus 

Penjelasan ringkas dari Gambar 4.1 mengenai mekanisme pembayaran melalui rekening 

khusus, dapat dijelaskan adalah sebagai berikut: 

a. Bank Dunia memberikan initial deposit ke dalam rekening khusus yang sudah dibuka 

pada Bank Indonesia untuk kegiatan proyek; 

b. Penyedia barang dan jasa (kontraktor dan konsultan) mengajukan tagihan pembayaran ke 

Koordinator Program;  

c. Koordinator Program dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan pembayaran 

kepada PPK dimasing-masing kementerian, yang kemudian memverifikasi permohonan 

pembayaran; 

d. PPK berkoordinasi dengan pejabat penguji dan penerbit SPM dan menyiapkan SPM yang 

dikirimkan ke KPPN; 

e. KPPN menerbitkan SP2D melalui SPAN dengan tembusan kepada PPK; 
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f. Koordinator  Program mendapatkan daftar SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dari SPAN;  

g. Direktorat PKN memerintahkan Bank Operasional untuk melakukan pembayaran sesuai 

dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN; 

h. Bank Operasional melakukan pembayaran kepada penyedia barang atau jasa lainnya; 

i. Direktorat PKN mengirimkan debit memo kepada Bank Indonesia untuk membebankan 

pembayaran sesuai dengan SP2D ke daam rekening khusus proyek; 

j. CPMU menyampaikan IFR konsolidasi kepada Direktorat PKN; 

k. Berdasarkan IFR dari CPMU, Direktorat PKN mengajukan Withdrawal Application (WA) 

kepada Bank Dunia; dan 

l. Bank Dunia mendokumentasikan pengeluaran yang sudah dilakukan dan mengirimkan 

sejumlah dana sesuai permintaan ke dalam rekening khusus. Jumlah dana yang dikirim 

sesuai permintaan Withdrawal Application (WA). 

 

Gambar IV.1 Mekanisme Pembayaran dengan Rekening Khusus 

 
 

 

 

B. Mekanisme Pembayaran melalui Pembayaran Langsung (Direct Payment) 

Penarikan PHLN melalui Pembayaran Langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Penyedia barang dan atau jasa menyampaikan tagihan/permintaan pembayaran kepada 

Koordinator Program. Koordinator Program meneruskan tagihan tersebut kepada PPK di 

masing-masing unit kerja di kementerian/lembaga. PPK melakukan verfikasi terhadap 
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kebenaran dan kelengkapan tagihan. Apabila sudah dianggap lengkap dan benar, PPK 

membuat draft aplikasi Withdrawal Application (WA) melalui client connection; 

b. PPK menyampaikan Withdrawal Application (WA) kepada KPPN Khusus Pinjaman dan 

Hibah (KPH); 

c. KPPN KPH melakukan verifikasi terhadap Withdrawal Application (WA) yang 

disampaikan oleh Satker. Apabila sudah dianggap benar maka KPPN KPH meneruskan 

Withdrawal Application (WA) tersebut kepada Bank Dunia melalui client connection; 

d. Berdasarkan Withdrawal Application (WA) yang disampaikan oleh KPPN KPH, Bank Dunia 

melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa; 

e. Sebagai pemberitahuan pelaksanaan transfer, Bank Dunia mengirimkan Notice of 

Disbursement (NoD) kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko cq. 

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS); 

f. Direktorat EAS melakukan verifikasi terhadap Notice of Disbursement (NoD) yang diterima 

dan menerbitkan Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN) dengan 

dilampiri Notice of Disbursement (NoD) bersangkutan dan mengirimkannya kepada KPPN 

KPH; dan 

g. Berdasarkan SP4HLN dari Direktorat EAS, KPPN KPH menerbitkan Surat Perintah 

Pembukuan/Pengesahan (SP3). KPPN KPH menyampaikan SP3 kepada: 

1. Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai dasar pencatatan realisasi penarikan PHLN; 

dan 

2. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, untuk digunakan sebagai dasar 

pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Mekanisme Pembayaran Direct Payment  
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C. Kategori Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pinjaman dan pinjaman, sesuai dengan kategori yang telah 

ditetapkan dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagai berikut: 

a. Jasa Konsultan (Consultant Services) 

Jenis belanja yang termasuk dalam kategori ini adalah semua biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka pengadaan jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan keterampilan tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Jenis Belanja yang termasuk dalam kategori Consultant Services yaitu belanja yang 

digunakan untuk pembayaran jasa konsultan. Jasa Konsultan terdiri dari: 

1. Konsultan Individual (Individual Consultant); dan 

2. Konsultan Perusahaan (Consultant Firm). 

b. Jasa Konstruksi (Works) 

Jenis Belanja yang termasuk ke dalam kategori Works adalah pekerjaan yang terkait 

konstruksi fisik/bangunan. 

c. Pelatihan (Training) 

Jenis Belanja yang termasuk ke dalam kategori ini adalah semua biaya yang dikeluarkan 

untuk tujuan Pelatihan dan Studi (Short Course) termasuk kegiatan internship, yang 

meliputi tuition fee, trainer’s fee, dan lain-lain.  

Untuk perkiraan biaya yang dikeluarkan (estimated cost) termasuk biaya transportasi dan 

akomodasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya untuk 

tahun bersangkutan dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan 
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Kementerian/Lembaga teknis yang terkait dan dituangkan dalam TOR. Pelatihan dan 

Lokakarya terdiri dari: 

1. Pelatihan dan Lokakarya di Luar Negeri (Overseas Training); dan 

2. Pelatihan dan Lokakarya di Dalam Negeri (In-Country Training). 

d. Barang (Goods) 

Jenis Belanja yang termasuk ke dalam kategori Goods adalah belanja barang antara lain 

pembelian hardware, software, mebeulair, peralatan kantor dan barang lainnya. Barang 

yang dibeli harus dicatat sebagai Barang Milik Negara selambat-lambatnya pada akhir 

tahun pembelian barang. Proses pencatatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 

e. Jasa lainnya (Non-consulting Services) 

Jenis belanja yang termasuk dalam kategori ini adalah semua biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka pengadaan jasa yang tidak membutuhkan kemampuan tertentu. Contoh 

non-consulting services adalah jasa Hotel, Catering, dan lain-lain. 

f. Biaya Operasional (Operating Costs) 

Jenis belanja yang termasuk dalam kategori ini adalah belanja yang digunakan untuk 

mendukung proses manajemen proyek, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi, termasuk 

belanja supply kantor dan barang habis pakai, biaya bank, komunikasi, sosialisasi, media 

massa, dan layanan percetakan, sewa kendaraan, operasional, asuransi dan pemeliharaan, 

sewa ruang kantor, pemeliharaan bangunan dan peralatan, perjalanan, tunjangan 

penghidupan, gaji untuk pegawai kontrak/sementara dan tidak termasuk gaji dan honor 

pegawai negeri sipil dari institusi yang meminjam. Kegiatan operasional terdiri dari: 

1. Kegiatan Operasional Non-kontraktual; dan 

2. Kegiatan Operasional Kontraktual. 

 

C.1 Persyaratan dan Mekanisme Pembayaran Jasa Konsultan 

Dalam rangka pembayaran jasa konsultan, maka tim verifikasi keuangan harus memastikan 

kelengkapan dokumen sebagai berikut: 

a. Surat Pengantar/ Cover Letter 

Yang dimaksud dengan surat pengantar adalah surat permintaan pembayaran dari 

konsultan kepada Koordinator Program yang berisi mengenai informasi tagihan yang 

diajukan untuk dibayar pada periode tertentu sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. 

Pada surat pengantar ini dicantumkan nama bank dan nomor rekening secara lengkap 

dimana pembayaran akan ditujukan. Surat pengantar ini bertandatangan asli oleh 

konsultan yang bersangkutan. 

b. Invoice 

Invoice ini dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersangkutan dan disampaikan 

kepada PPK dimasing-masing Koordinator Program. Pada Invoice dicantumkan nomor 

invoice, tanggal invoice dan jumlah yang ditagihkan untuk dibayar oleh PPK. Tagihan 

pembayaran yang tertulis di dalam invoice dibedakan antara Professional Fees dan Total 

Reimbursable Costs (bila ada). Profesional Fees adalah pembayaran jasa konsultan untuk 

periode tertentu (sesuai dengan kontrak) dan Reimbursable Costs, adalah biaya yang telah 

dikeluarkan oleh konsultan yang tertera di dalam kontrak dalam menjalankan tugasnya. 
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Bila invoice ada yang dinyatakan dalam valuta asing dan ada yang dalam Rupiah, maka 

invoice tersebut serta lampirannya dibuat secara terpisah. Pada invoice yang 

ditandatangani oleh konsultan harus ditempelkan materai Rp.6.000,00. Pada invoice ini 

juga terlihat jumlah PPN yang tidak dipungut 

c. Schedule of Professional Fees and Reimbursable Costs (khusus untuk Time Based Contract) 

Schedule of Profesional Fees and Reimbursable costs ini berisi mengenai Professional Fees untuk 

periode tertentu sesuai dengan kontrak konsultan yang bersangkutan, dengan jumlah 

waktu yang tertera dalam daftar hadir (attendance and activity report/time sheet). 

Reimbursable costs ditagihkan “at cost” dan diatur di dalam kontrak yang bersangkutan. 

Untuk Reimbursable Costs, harus disertai bukti-bukti setiap transaksi berupa kuitansi 

pembayaran, sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Kuitansi harus bermaterai 

Rp.3.000,00 untuk reimbursable costs yang timbul lebih  besar  dan/atau  sama  dengan  

Rp.  250.000,00.  dan bermaterai Rp.6.000,00 untuk Reimbursable Costs yang timbul lebih 

besar dan/atau sama dengan Rp.1.000.000,00. Apabila reimbursable cost yang timbul 

kurang dari Rp.250.000,00 maka kuitansi pembayaran tidak perlu dikenakan materai. 

d. Kuitansi Pembayaran Professional Fees dan Reimbursable Costs 

Kuitansi ini adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh Koordinator Program untuk 

pembayaran yang akan dilakukan, ditandatangani oleh konsultan. PPK membubuhkan 

tandatangan pada kuitansi tersebut sebagai bentuk persetujuan pembayarannya dan 

sebagai syarat pengajuan SPP ke Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM. 

Dalam kuitansi dicantumkan tanggal kuitansi, nama konsultan dan jumlah yang akan 

dibayarkan kepada konsultan. 

e. Daftar Hadir (Attendance and Activity Report) 

Daftar hadir atau Attendance and Activity Report berisi tanggal/waktu dan aktifitas yang 

dilakukan oleh konsultan untuk waktu tertentu selama periode pembayaran yang sesuai 

dengan kontrak konsultan yang bersangkutan.  

f. Laporan Konsultan 

Laporan konsultan ini adalah laporan yang harus dibuat oleh konsultan sebagaimana 

tercantum di dalam kontrak yang bersangkutan dan disampaikan kepada Koordinator 

Program dimasing-masing unit kerjanya. Laporan konsultan ini juga harus disertakan 

sebagai lampiran di dalam dokumen Quarterly Report periode berjalan. 

g. Dokumen lain yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut: 

1. Tagihan resmi dengan alamat lengkap; 

2. Fotokopi kartu identitas (KTP atau Paspor) (khusus: Konsultan Individual); 

3. Surat Keterangan Domisili/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk konsultan 

asing; 

4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

5. Bukti pengeluaran reimbursable costs (sewa rumah dan utilities, transpor lokal, tiket 

pesawat dan boarding pass, visa) apabila ada; 

6. Deliverables, dalam hal kontraknya berbentuk output-based; 

7. Daftar kegiatan harian (Daftar hadir), jika disyaratkan dalam kontrak; 

8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (khusus: Konsultan Individual); 
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9. Berita Acara Pembayaran (khusus: Konsultan Individual); 

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 

11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

12. Surat Perintah Membayar (SPM); 

13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan 

14. Syarat lain yang ditentukan dalam kontrak. 

 

Dalam hal konsultan asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari (akumulatif) dalam 

jangka waktu 12 bulan wajib mempunyai NPWP. 

Catatan: Untuk lump-sum contract, Koordinator Program bersangkutan bertanggungjawab 

untuk menelaah dan menyetujui keluaran/hasil kerja konsultan. Koordinator Program wajib 

memberikan persetujuan/ penolakan tertulis atas hasil kerja konsultan tersebut dalam waktu 

5 hari kerja setelah laporan diterima untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan konsultan 

individual. 

Dalam menelaah dan mengevaluasi laporan konsultan yang berdasarkan lump-sum contract, 

Koordinator Program dibantu oleh Sub-Tim Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dan 

Tenaga Ahli Independen yang dipilih. 

 

C.2 Persyaratan dan Mekanisme Pembayaran Jasa Konstruksi (Works) 

Dalam rangka pembayaran jasa konstruksi, maka konstruksi harus menyiapkan dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk diserahkan kepada masing-masing Koordinator Program. 

Pada dasarnya dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran jasa konstruksi dan 

jasa konsultasi sama. 

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh konsultan untuk pembayaran jasa 

konstruksi tersebut adalah: 

a. Tagihan resmi dengan alamat lengkap; 

b. Bukti Perjanjian/ kontrak; 

c. Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; 

d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;  

e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; 

f. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 

h. Berita Acara Pembayaran; 

i. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK; 

j. Faktur Pajak beserta Surat Setor Pajak; 

k. Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum; 

l. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

m. Surat Perintah Membayar (SPM); 

n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan 

o. Syarat lain yang ditentukan dalam kontrak. 
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C.3 Pertanggungjawaban/Pembayaran Belanja Kegiatan Lokakarya/Pelatihan/Training 

Pelaksanaan kegiatan Training dapat dilakukan dengan cara overseas (Luar Negeri), dan in- 

(Dalam Negeri). Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Loan mengikuti Peraturan 

Menteri Keuangan dan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia. Kegiatan Training meliputi 

pembiayaan atas perjalanan, per-diem perserta, jasa pelatih, sewa fasilitas pelatihan, kegiatan 

persiapan dan penggandaan materi pelatihan, penterjemah and aktivitas lain yang secara 

langsung berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan pelatihan. 

 

C.3.1 Pertanggungjawaban Pelatihan di Luar Negeri (Overseas Training) 

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Luar Negeri, pertanggungjawaban (SPD 

Lumpsum) yang disampaikan sebagai berikut: 

a. Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk keperluan: 

1. Mengikuti konferensi/sidang international, seminar, lokakarya, studi banding dan 

kegiatan sejenis; 

2. Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; 

3. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, 

atau kegiatan sejenis; dan 

4. Melaksanakan internship. 

b. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas, dilampirkan dokumen sebagai berikut: 

1. TOR beserta NOL (Estimasi biaya perjalanan dalam TOR untuk training Luar Negeri 

disusun berdasarkan format dari Bank Dunia dan sesuai dengan Standar Biaya 

Masukan (SBM) yang berlaku pada tahun berjalan); 

2. SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di 

tempat tujuan di Luar Negeri atau tempat tujuan di Dalam Negeri; 

3. Kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk 

melaksanakan perjalanan dinas; 

4. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi yakni bukti pembelian tiket 

transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, boarding pass, 

airport tax, pembuatan visa dan retribusi; 

5. Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pelaksana Perjalanan Dinas dan PPK 

dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi; 

6. Bukti pembayaran tuition fee pelaksanaan kegiatan, training, seminar/conference, 

internship; 

7. Surat Tugas; 

8. Formulir kesediaan untuk menyiapkan laporan kegiatan (seperti pada butir 11), yang 

ditandatangani diatas materai oleh peserta yang mengikuti pelatihan atau lokakarya 

di luar negeri; 

9. Surat Undangan dari Penyelenggara; 

10. Surat Ijin dari Sekretariat Negara; 

11. Surat Ijin Delegasi dari Kementerian Luar Negeri (Exit Permit) untuk paspor dinas; 
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12. Daftar Nominatif yang memuat nama, pangkat/golongan, tujuan, tanggal 

keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya; dan 

13. Laporan kegiatan pelatihan, harus disertai dengan dokumen pendukung berupa 

materi pelatihan, materi presentasi, dan lain-lain. 

 

C.3.2 Pertanggungjawaban Pelatihan dan Lokakarya di Dalam Negeri (In-Country 

Training) 

Kegiatan in-country training adalah merupakan kegiatan training yang dilaksanakan di dalam 

negeri biasanya mengundang narasumber sebagai ahli/expert dari luar negeri maupun dalam 

negeri, ataupun bekerjasama dengan penyelenggara training (training provider). Dalam 

pelaksanaan kegiatan training yang dilakukan di Dalam Negeri, pertanggungjawaban yang 

disampaikan sebagai berikut: 

a. TOR beserta NOL (estimasi biaya dalam TOR untuk training dalam negeri, disusun 

berdasarkan SBM yang berlaku); 

b. Bukti perjanjian/ kontrak dengan pihak ketiga (apabila ada); 

c. Bukti pembayaran kepada narasumber (apabila ada); 

d. Bukti pembayaran kepada pihak ketiga (tempat pelaksanaan kegiatan/hotel) (apabila 

ada); 

e. Untuk pelatihan dan lokakarya yang diselenggarakan oleh Koordinator Program 

dilampiri daftar hadir peserta yang sudah ditandatangani dan dokumentasi lain pada 

saat acara berlangsung; 

f. Apabila pelatihan dan lokakarya dilakukan di luar tempat pegawai tersebut bertugas, 

pertanggungjawaban dilampiri dengan: 

1. Surat Tugas; 

2. Bukti SPD apabila dilaksanakan di kota lain; dan 

3. Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pelaksana SPD dan PPK dalam hal 

bukti pengeluaran biaya transportasi. 

g. Bukti pembayaran lainnya; dan 

h. Dokumen pendukung berupa materi training, materi paparan, dan laporan kegiatan yang 

dibuat oleh peserta (masing-masing maupun secara kolektif), dan lain-lain. 

 

C.4 Pertanggungjawaban Workshop, Seminar, Konsinyering dan Pertemuan 

(Workshop, Seminar, Meeting & Coordination) 

Koordinator Program melaksanakan kegiatan workshop, seminar dan pertemuan mengikuti 

Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PMK 603/PMK.01/2015 tentang Petunjuk Teknis 

dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pertemuan/ Rapat Di Luar Kantor Bagi 

Unit Organisasi Di Kementerian/ Lembaga Teknis terkait beserta perubahannya. Dalam 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di dalam tempat pegawai tersebut bertugas, 

pertanggungjawabankegiata yang disampaikan sebagai berikut: 
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a. Workshop, seminar disusun berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku, 

kecuali pelaksanaan  konsinyering dan pertemuan terkait kegiatan operasional 

Koordinator Program tidak memerlukan TOR dan NOL; 

b. Bukti perjanjian/ kontrak dengan pihak ketiga (apabila ada); 

c. Bukti pembayaran kepada narasumber (apabila ada); 

d. Untuk workshop, seminar dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Koordinator Program 

dilampiri daftar hadir peserta yang sudah ditandatangani, Ikhtisar Rencana 

Penyelenggaraan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor, Surat Pernyataan dari Penanggung 

Jawab Kegiatan, Notula rapat serta dokumentasi lain pada saat acara berlangsung; 

e. Untuk pelaksanaan kegiatan workshop, seminar dan pertemuan yang dilakukan di luar 

tempat pegawai tersebut bertugas, pertanggungjawaban dilampiri dengan: 

1. Surat Tugas; 

2. Bukti SPD apabila dilaksanakan di kota lain; dan 

3. Bukti pembayaran pemberian uang transportasi (apabila ada). 

f. Bukti pembayaran lainnya; dan 

g. Dokumen pendukung berupa materi training, materi paparan, dan lain-lain. 

 

C.5 Pertanggungjawaban Pembelian Barang (Goods) 

Koordinator Program dapat mengajukan dana untuk pembelian barang berupa hardware, 

software, mebeulair, dan peralatan kantor lainnya. Disarankan untuk menggunakan barang 

yang telah ada dalam e-katalog LKPP yang pertanggungjawabannya mengikuti peraturan 

yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelian barang yang tidak melalui e-katalog, 

pertanggungjawaban yang disampaikan sebagai berikut: 

a. Bukti perjanjian/ kontrak; 

b. Surat Perintah Kerja/ SPK (apabila ada); 

c. Bukti pembayaran kepada pihak ketiga (kuitansi); 

d. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia/jasa; 

e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 

f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang; 

g. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan (apabila ada); 

h. Berita Acara Pembayaran; 

i. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK; 

j. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib 

Pajak/ Bendahara Pengeluaran; 

k. Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana 

disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa 

pemerintah (apabila diperlukan); dan/atau 

l. Dokumen lain yang disyaratkan khususnya untuk perjanjian/ kontrak yang dananya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau pinjaman dalam/ luar negeri 

sebagian disyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau pinjaman tersebut (apabila 

diperlukan); 
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C.6 Pertanggungjawaban Biaya Operasional (Operating Cost) 

Jenis belanja yang termasuk dalam kategori ini adalah belanja bahan yang menunjang 

kegiatan rutin sehari-hari (Belanja Operasional) , seperti Belanja Alat Tulis Kantor, 

pemeliharaan peralatan dan mesin, bank charges, implementasi komunikasi strategis dan 

informasi, media massa, jasa percetakan, sewa kendaraan (termasuk perawatan dan asuransi), 

sewa ruang kantor, biaya perawatan dan peralatan gedung, telepon, listrik, serta perjalanan 

dalam negeri dan luar negeri selain untuk training dan studi  yang termasuk dalam kategori 

biaya IOC, tidak memerlukan ToR dan NOL dalam pelaksanaannya. 

Disarankan untuk menggunakan barang yang telah ada dalam e-katalog LKPP yang 

pertanggungjawabannya mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional yang tidak melalui e-katalog, pertanggungjawaban yang disampaikan dapat 

dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut: 

a. Kegiatan Operasional Non-kontraktual yang dilengkapi dengan dokumen 

pertanggungjawaban: 

1. Bukti pembayaran kepada pihak ketiga (kuitansi); 

2. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia/jasa (apabila 

ada); 

3. Surat Tugas; 

4. Nota Dinas Dukungan Kegiatan; 

5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang; 

6. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 

7. Berita Acara Pembayaran; 

8. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK; dan 

9. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib 

Pajak/ Bendahara Pengeluaran; 

b. Kegiatan Operasional Kontraktual dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban: 

1. Bukti perjanjian/ kontrak; 

2. Bukti pembayaran kepada pihak ketiga (kuitansi); 

3. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia/jasa; 

4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 

5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Barang; 

6. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 

7. Berita Acara Pembayaran; 

8. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK; dan 

9. Faktur pajak beserta Surat Setoran  Pajak  (SSP)  yang  telah  ditandatangani oleh Wajib 

Pajak/ Bendahara Pengeluaran. 

Sesuai dengan peraturan perpajakan, penggunaan dana yang bersumber dari dana Loan tidak 

dikenakan pajak, namun saat pengajuan ke KPPN, SPM tetap dilampiri dengan SSP dan akan 

di stempel oleh KPPN dengan kalimat, Pajak ditanggung negara. 

 



 

38 
 

C.7 Prosedur Pembayaran 

 Setelah semua berkas yang dipersyaratkan disiapkan, maka individual 

consultant/consultant firm/kontraktor/supplier mengirimkan dokumen-dokumen tersebut 

ke Koordinator Program dimasing-masing unit kerjanya. Periode penagihan dianjurkan untuk 

diilakukan selambat lambatnya 1 minggu untuk individual consultant atau 2 minggu untuk 

consultant firm/ kontraktor/supplier setelah pengajuan pembayaran lengkap diterima.  

a. Semua berkas tersebut diverifikasi oleh Satker dimasing-masing Koordinator Program. 

Semua dokumen tersebut diteliti kelengkapan dan kebenaran datanya dan dicocokkan 

dengan kontrak. Verifikasi untuk berkas individual consultant harus diselesaikan selambat-

lambatnya 5 hari dan verifikasi berkas untuk firm consultant/ kontraktor/ supplier harus 

diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari setelah berkas diterima. Apabila semua berkas 

sudah benar dan lengkap maka berkas tersebut diserahkan kepada Satker dimasing-

masing Koordinator Program untuk diproses lebih lanjut. Tetapi bila masih terdapat 

kesalahan atau ketidaklengkapan data, maka berkas tersebut dikembalikan ke individual 

consultant/ firm consultant/ kontraktor/ supplier untuk dikoreksi atau dilengkapi; 

b. Setelah Satker di masing-masing Koordinator Program menerima berkas yang lengkap 

dan benar, maka Satker dimasing-masing Koordinator Program akan menerbitkan  SPP. 

SPP dan berkas yang sudah lengkap tersebut diajukan ke Pejabat Penguji dan 

Penandatangan SPM CPMU/CPIU paling lambat 2 hari setelah berkas yang telah 

diverifikasi diterima Satker dimasing-masing Koordinator Program; 

c. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM terkait akan memproses berkas tersebut kira-kira 

selama 3 s/d 5 hari dan kemudian menerbitkan SPM. SPM tersebut dikirimkan ke KPPN 

yang selanjutnya akan menerbitkan SP2D. SP2D akan dikirimkan kembali ke penerbit 

SPM. Satker dimasing-masing Koordinator Program harus meminta copy SPM dan e-mail 

penerbitan SP2D tersebut dan kemudian memberitahukan kepada consultant/ firm 

consultant/ kontraktor/ supplier agar individual consultant/ firm consultantkontraktor/ supplier 

memberikan konfirmasi apabila dana belum diterima 1 (satu) minggu setelah 

pemberitahuan; 

d. Jika dalam 1(satu) minggu setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN, rekening bank individual 

consultant/firm consultant/ kontraktor/ supplier belum dikredit untuk pembayaran terhadap 

SPM tersebut, maka individual consultant/firm consultant/ kontraktor/ supplier harus 

memberitahukan hal tersebut kepada Satker dimasing-masing Koordinator Program agar 

dapat ditindaklanjuti; 

e. Semua berkas harus menggunakan tanda tangan asli dari individual consultant/firm 

consultant/ kontraktor/ supplier yang bersangkutan; 

f. Individual consultant/firm consultant/ kontraktor/ supplier disarankan mempunyai rekening 

di Indonesia, hal ini dikarenakan bila terjadi masalah dalam pembayaran jasa konsultan 

lebih memudahkan penelusuran proses pembayarannya; dan 

g. Apabila individual consultant/firm consultant/ kontraktor/ supplier masih memerlukan 

penjelasan mengenai prosedur pembayaran ini atau status proses pembayaran yang telah 

diajukan, maka individual consultant/ firm consultant/ kontraktor/ supplier dapat 

menghubungi Satker di masing-masing Koordinator Program bersangkutan. 
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D. Ineligible Expenditure 

Pengeluaran Tidak Sah (Ineligible Expenditure) terjadi bila ada pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh Koordinator Program dimasing-masing unit kerjanya yang dinyatakan tidak sah 

(ineligible), maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Koordinator Program dimasing-

masing unit kerjanya untuk menggantinya. Terhadap Ineligible Expenditure, Koordinator 

Program dimasing-masing unit kerjanya dapat melakukan salah satu dari beberapa hal 

berikut: (i) meminta penggantian dari pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi yang 

dinyatakan ineligible, (ii) memintakan anggaran penggantian dana yang telah dibayarkan.  

Pengeluaran-pengeluaran yang dikategorikan Ineligible Expenditure antara lain: 

a. Item-item didalam pengeluaran yang tidak tercakup didalam proyek dan deskripsi 

kategori pada perjanjian hukum; 

b. Barang yang diperoleh tidak sesuai dengan rencana pengadaan dan prosedur pengadaan 

yang telah disepakati; 

c. Pembayaran dilakukan sebelum tanggal effectiveness Loan Agreement atau, untuk proyek 

dengan ketentuan pembiayaan retroaktif, sebelum tanggal yang telah ditentukan 

sebelumnya didalam Loan Agreement; 

d. Pembayaran yang dilakukan untuk pengeluaran yang terjadi setelah tanggal penutupan 

proyek, kecuali jika disepakati dengan Bank (lihat bagian “Loan Account Closing”); 

e. Pengeluaran yang mana Koordinator Program dimasing-masing unit kerjanya tidak dapat 

memberikan bukti yang cukup dan tepat;  

f. Serta, pengeluaran riil yang diluar ketentuan SBM dan tidak dilengkapi dengan SPTJM; 

dan 

g. Semua hal yang diatur dalam Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption 

in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants (revised as of July 1, 2016). 

 

IV.5 Akuntansi/ Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

Bagian Keuangan instansi pelaksana wajib menyelenggarakan  Sistem  Akuntansi Instansi 

(SAI) yang  memproses  transaksi  keuangan  dari  kegiatan P3TB sebagai bagian dari proses 

keuangan instansi, baik arus uang maupun barang yang menghasilkan Laporan Keuangan 

termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan  dan  Perhitungan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi 

Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga (PMK 

No 171/PMK.05/2007). 

Dalam hal pelaporan SAI, Satuan Kerja (SATKER) wajib menyusun Laporan Keuangan dan 

Barang Milik Negara berupa: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan 
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d. Laporan Barang Milik Negara. 

Penggunaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada pelaporan kegiatan P3TB menjadi satu 

kesatuan laporan penggunaan DIPA Satuan Kerja tahun berkenaan. Tata cara pelaporan 

menggunakan SAI pada tingkat Satuan Kerja mengacu pada PMK 171/PMK-05/2007, 

diperbaharui dengan PMK No 233/PMK-05/2011, tentang perubahan atas, PMK 171/PMK-

05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

 

IV.6 Pelaporan dan Penyusunan Interim Financial Report (IFR) 

Selain laporan keuangan per kuartal yang wajib diberikan kepada Pemerintah Indonesia 

dalam format Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan/atau Pinjaman 

Luar Negeri (LPK-PHLN), Executing Agency berkewajiban membuat Interim Unaudited 

Financial Report (IFR). Interim Unaudited Financial Report (IFR) adalah: 

a. Suatu mekanisme laporan triwulanan yang dibuat untuk membantu CPMU, Satker/SNVT 

dalam mengelola dan memantau proyek; 

b. Disusun dalam kerangka sistem manajemen keuangan yang dapat diterima oleh Bank 

Dunia dan disampaikan dengan format yang telah ditetapkan; 

c. Merupakan dasar bagi Bank Dunia untuk mengijinkan penarikan dan pencairan 

berikutnya dana pinjaman oleh proyek; dan 

d. Keberhasilan proyek dan Kepala Satker/SNVT/CPMU salah satunya tercermin pada 

kinerja Satker/Satker Sementara/SNVT/CPMU dalam ketepatan waktu dan informasi 

atas penyampaian Interim Financial Report-nya. 

Mekanisme penyampaian laporan IFR adalah sebagai berikut: 

a. Koordinator Program dimasing-masing unit kerja membuat IFR setiap periode per 3 

bulanan (Januari - Maret, April - Juni, Juli – September dan Oktober- Desember). 

Koordinator Program menyampaikan laporan IFR untuk dana loan yang dikelolanya 

kepada CPIU. Kemudian, CPIU menyampaikan IFR kepada Wakil Kepala CPMU; 

b. Wakil Kepala CPMU melakukan konsolidasi IFR dari masing-masing CPIU dan 

menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala CPMU selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.  CPIU 

menyampaikan laporan IFR dalam format 1-B, 1-C, 1-C2 dan 1-D.(terdapat pada 

Lampiran I); 

c. Kepala CPMU menyampaikan consolidated IFR kepada Direktorat PKN, Ditjen 

Perbendaharaan dengan tembusan kepada Bank Dunia; 

d. Kepala CPMU juga harus menyusun laporan consolidated IFR untuk kegiatan yang 

dibiayai dari Trust Fund yang dikelolanya sesuai dengan format yang telah ditentukan 

sesuai dengan lampiran format 1-B, 1-C, 1-C2 dan 1-D.(terdapat pada Lampiran II). 

Laporan disampaikan juga kepada Direktorat PKN, Ditjen Perbendaharaan dengan 

tembusan kepada Bank Dunia; dan 

e. Laporan IFR, baik untuk Trust Fund maupun Loan, harus sudah diterima oleh Bank Dunia 

paling lambat 45 hari setelah periode triwulan yang bersangkutan berakhir. 



 

41 
 

 

IV.7 Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi 

Untuk kebutuhan audit eksternal, Ketua CPMU berkewajiban untuk menyampaikan laporan 

keuangan konsolidasi, baik untuk kegiatan yang dibiayai dari dana hibah (Grants/ Trust Fund) 

maupun Loan. Format laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan pada Lampiran III. 

Laporan keuangan konsolidasi harus direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

(APIP) sebelum disampaikan BPK untuk dilaksanakan audit eksternal. 

 

IV.8 Audit Eksternal 

a. Tujuan Audit 

Pelaksanaan audit bertujuan untuk mendapatkan pendapat independen atas laporan 

keuangan, pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan dan ketaatan terhadap ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh Bank Dunia. 

b. Standar Audit 

Proses audit dilaksanakan menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai dengan 

Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) audit yang sudah disepakati dengan Bank Dunia. 

Kegiatan audit eksternal dilaksanakan setiap tahun selama pelaksanaan kegiatan. Sesuai 

dengan Loan Agreement, audit eksternal untuk pelaksanaan P3TB akan dilakukan oleh BPK. 

CPMU akan mengirimkan laporan audit eksternal kepada Bank Dunia paling lambat 6 bulan 

setelah penutupan tahun anggaran (sebelum 30 Juni) setiap tahunnya. 

 

IV.9 Audit Internal 

Dalam rangka pelaksanaan proyek, CPMU wajib melibatkan Inspektorat Jenderal 

Kementerian masing-masing sebagai aparat pengawasan internal. Fungsi pelibatan 

Inspektorat Jenderal adalah untuk melakukan riviu terhadap: (i) Ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan; dan (ii) laporan keuangan tahunan sebelum diserahkan kepada BPK. 

CPMU wajib menyampaikan surat permintaan internal audit atas pelaksanaan proyek kepada 

Inspektorat Jenderal terkait. Surat permintaan reviu tersebut CPMU akan dijadikan dasar bagi 

Inspektur Jenderal untuk menganggarkan penugasan internal audit atas pelaksanaan proyek.  

Laporan Inspektorat Jenderal atas hasil audit internal pelaksanaan proyek dan tindak 

lanjutnya harus bisa diakses oleh tim Bank Dunia. 

 

IV.10 Client Connection Website 

Client Connection Website merupakan website Bank Dunia yang dapat digunakan oleh 

pemerintah, proyek/satuan kerja untuk memantau informasi terkini (up-date) mengenai dana 

pinjaman. Informasi yang dapat diakses meliputi: 
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a. Status pinjaman/pinjaman berupa loans, credit, loan, dan trust funds; 

b. Detail atas penarikan dana (disbursement); 

c. Dokumen Perjanjian; 

d. Detail atas transaksi pengadaan (procurement); 

e. Dokumen aplikasi penarikan dana; 

f. Petunjuk bagi para penerima dana; 

g. Status Kontrak yang harus direviu dan mendapat persetujuan Bank Dunia, termasuk 

kesesuaian dengan Kebijakan Manajemen Lingkungan dan Sosial Environmental and Social 

Management Framework (ESMF); 

h. Rangkuman penarikan dana bulanan; dan 

i. Peringatan, dalam hal :  

1. Tanggal penutupan rekening khusus; 

2. Tanggal batas penerimaan aplikasi penarikan dana; 

3. Penarikan dana yang masih ditahan; 

4. Rekening Khusus tidak aktif. 

 

Metode Registrasi: 

a. Mendaftar melalui staf Bank Dunia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

keuangan pinjaman, dan dapat menghubungi melalui email ke 

clientconnection@worldbank.org untuk mendapatkan form registrasi; 

b. Masuk kedalam home page http://clientconnection.worldbank.org dan pilih Request 

Registration Information untuk mendapatkan form registrasi; dan 

c. Setiap proyek/satuan kerja wajib untuk memberikan dua nama sebagai penanggung 

jawab dalam membuat/memelihara akun bagi staf proyek/satuan kerja yang dapat 

mengakses client connection. 
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BAB V 

PENGADAAN BARANG DAN JASA 

 

 

 

 

V.1 Dasar Hukum 

Manual pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan P3TB yang didanai PHLN 

disusun dengan mengacu pada ketentuan berikut: 

a. Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement Number 8861-ID) P3TB; 

b. Bank’s Guidelines Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits 

and Loans by World Bank Borrowers bulan Januari 2011 sebagaimana revisi terakhir bulan 

Juli 2014; 

c. Bank’s Guidelines Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD 

Loans and IDA Credits and Loans bulan Januari 2011 sebagaimana revisi terakhir bulan Juli 

2014; 

d. Beberapa ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) beserta perubahan dan aturan turunannya yang 

digunakan dalam pelaksanaan pengadaan di dalam proyek P3TB  adalah  seperti  yang  

diatur   pada   Sub-bagian   5.6.2   (Metode National Competitive Bidding/NCB), seperti 

ditetapkan dalam Annex to Schedule 2 dari Loan Agreement. 

 

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian, atau seluruhnya berasal 

dari pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Presiden Nomor 54 

BAB I Pasal 2, Poin 3. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan pengadaan Barang/Jasa 

yang berlaku pada Peraturan Presiden ini dengan ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang 

berlaku pada institusi  pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak menyepakati tata 

cara pengadaan yang akan dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden 

No.54 BAB I Pasal 2 Point 4. Kesepakatan tata cara pengadaan Barang/Jasa tersebut juga 

tercantum dalam Loan Agreement. 

Sejalan dengan paragraf di atas, maka CPMU menggunakan format yang terdapat di dalam 

Peraturan Presiden tersebut, kecuali diatur lain dalam Loan Agreement Number 8861-ID P3TB. 

Seluruh prosedur pengadaan yang dilakukan pada tahun 2018 sampai dengan 2023 akan 

mengacu kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan butir 1, 2, 3, dan 4 di atas. 

Lebih lanjut, sesuai dengan dokumen Agreed Minutes of Technical Discussion between Republic 

of Indonesia and International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) regarding Integrated 
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Infrastructure  Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development 

Project) tertanggal 19 April 2018, Bank Dunia sedang melakukan reviu atas Peraturan Presiden 

Nomor 16/2018 dan aturan turunannya atau aturan perubahannya . 

  

V.2 Organisasi Pengadaan 

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

CPMU. ULP ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika 

diperlukan, Wakil Kepala CPMU dapat menunjuk tenaga ahli teknis yang berkompeten 

untuk menyusun spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan dan membantu/ terlibat 

dalam evaluasi teknis penawaran. 

Struktur organisasi untuk melaksanakan pengadaan kegiatan P3TB adalah sebagai berikut: 

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

PPK adalah salah satu pelaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: 

• spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

• Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  dan 

• rancangan Kontrak. 

2. Menerbitkan Surat  Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; 

3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja 

(SPK)/surat perjanjian ; 

4. Melaksanakan Kontrak  dengan  Penyedia Barang/ Jasa; 

5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; 

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan 

Berita Acara Penyerahan; 

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan 

pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan  

9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

10. Mengusulkan kepada PA/KPA: 

• perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

• perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

11. Menetapkan tim pendukung; 

12. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu 

pelaksanaan tugas ULP; dan 

13. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia 

Barang/Jasa. 
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b. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (selanjutnya disebut Pokja ULP) 

1. Pokja adalah Tim Pengadaan CPMU yang ditetapkan oleh PA/KPA, yang seluruh 

persyaratan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud 

dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahan dan 

turunannya); 

2. Keanggotaan Pokja ULP CPMU bila diperlukan, dapat menggunakan  tenaga 

ahli/ASN yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, menandatangani pakta 

integritas dan dapat bekerjasama satu tim; 

3. Pokja ULP selalu melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan dengan 

KPA/ PPK; 

4. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PPK dengan Pokja ULP maka masalah 

tersebut disampaikan kepada KPA untuk diambil  keputusan; 

5. Apabila terjadi perbedaan antara PA/KPA dengan Pokja ULP terkait usulan 

penetapan calon penyedia maka PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang 

Pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal; dan 

6. Khusus untuk Kementerian PUPR, mengikuti Kepmen PUPR Nomor 

1011/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

c. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA, yang memiliki tugas 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; 

2. Menetapkan dokumen pengadan dan besaran nominal Jaminan Penawaran (bila ada) 

untuk pengadaan langsung; 

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah); 

4. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan 

Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);  

5. Melaksanakan E-purchasing; 

6. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan  Penyedia 

Barang/Jasa kepada PPK ; 

7. Menyerahkan  dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan 

8. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA. 

 

V.3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

Adapun ketentuan terkait penggunaan SPSE diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut: 

a. Penggunaan SPSE dalam proses pelelangan dapat dilakukan pada International 

Competitive Bidding (ICB) hanya untuk pekerjaan Jasa konsultansi. Sedangkan pengadaan 

barang, pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan cara ICB masih dilakukan 
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secara manual sampai SPSE dapat mengakomodasi pengadaan dengan metode tersebut; 

b. Dalam metode National Competitive Bidding (NCB) seluruh pemilihan penyedia (Jasa 

konstruksi, Jasa Lainnya, dan barang) wajib menggunakan SPSE; dan 

c. Pengadaan Jasa Konsultansi diluar metode evaluasi kualitas dan biaya (QCBS), metode 

evaluasi kualitas (QBS), metode Biaya Terendah (Least Cost), dan Biaya Pagu Anggaran 

(Fixed Budget) masih dilakukan secara manual sampai SPSE dapat mengakomodasi 

proses pengadaan tersebut. 

 

V.4 Kebijakan Umum 

A. Misprocurement 

Bank Dunia dapat menyatakan suatu proses pengadaan menjadi misprocurement apabila: 

a. Terjadi pengadaan yang tidak sesuai prosedur atau yang tidak sesuai dengan Rencana 

Pengadaan yang telah disepakati bersama;  

b. NOL dikeluarkan berdasarkan informasi tidak lengkap, tidak tepat atau tidak benar; dan 

c. Ketentuan kontrak diubah tanpa pemberitahuan kepada Bank Dunia.  

Apabila suatu proses pengadaan dinyatakan misprocurement maka kontrak yang sudah 

ditandatangani tidak dapat didanai dengan PHLN.  

 

B. Eligibility 

Pada dasarnya seluruh perusahaan atau individu memenuhi syarat untuk mengikuti 

pengadaan barang/ jasa yang dibiayai oleh Bank Dunia, kecuali yang dilarang sesuai dengan 

Bank’s Procurement Guidelines dan Bank’s Selection of Consultants Guidelines dari Bank Dunia. 

Anggota Tim P3TB tidak diperkenankan bertindak sebagai rekanan/ konsultan pada P3TB. 

Daftar perusahaan/ individu yang terkena sanksi Bank Dunia terkait proses pengadaan dan 

pelaksanaan kontrak (The Bank’s listing of debarred and/or temporarily suspended firms and 

individuals) terekam di aplikasi STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) di 

laman step.worldbank.org dan dapat juga diakses melalui aplikasi client connection. 

 

C. Conflict of Interest 

Kebijakan Bank Dunia mensyaratkan Penyedia Barang/ Jasa untuk menyediakan 

barang/jasa secara profesional, obyektif, dan menghindari atau mencegah terjadinya 

pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam 

proses pengadaan. Hal tersebut untuk menjamin integritas dari para pihak dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. 

Penyedia Barang/Jasa harus mengungkapkan situasi yang sedang dihadapi atau potensial 

pertentangan yang mempengaruhi kapasitasnya untuk melaksanakan kontrak, dan harus 

menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seluruh anggota yang 

terlibat dalam P3TB yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. 
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D. Rencana Pengadaan (Procurement   Plan) 

Rencana Pengadaan merupakan pedoman serta acuan monitoring proses pelaksanaan 

pengadaan. Seluruh proses perencanaan pengadaan beserta monitoringnya harus dilakukan 

melalui aplikasi STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) di laman 

step.worldbank.org. Rencana Pengadaan dimintakan persetujuan dari Bank Dunia (No 

Objection Letter/ NOL) melalui STEP dan dapat disesuaikan dengan terlebih dahulu meminta 

persetujuan kembali (NOL) dari Bank Dunia melalui Kepala CPMU. 

Rencana pengadaan harus memuat informasi mengenai jenis barang/ jasa yang akan 

dilaksanakan, pemaketan kontrak dari masing-masing jenis barang/ jasa, metode pengadaan 

yang  akan dipakai, ketentuan review Bank Dunia (prior review atau post review), estimasi 

alokasi anggaran yang digunakan, estimasi jadwal pengadaan tiap paket kontrak termasuk 

waktu untuk pengiriman dokumen ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan atau 

NOL (untuk kontrak prior review), sumber dana, dan jumlah pembiayaannya. Informasi 

pemenang kontrak dimasukkan dalam STEP apabila kontrak dengan penyedia barang/jasa 

sudah ditandatangani. Untuk mendukung proses transparansi, Rencana Pengadaan akan 

diumumkan ke publik melalui website instansi CPMU dan website Bank Dunia (secara 

otomatis melalui STEP).  

Kegiatan prior review adalah kegiatan yang membutuhkan persetujuan Bank Dunia sebelum 

setiap tahap dalam proses pengadaan dilaksanakan, sedangkan kegiatan post review adalah 

kegiatan yang membutuhkan persetujuan Bank Dunia setelah proses pengadaan selesai. 

Batasan kegiatan prior review dan post review dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2.  

 

V.5 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan 

Terdapat beberapa metode seleksi konsultan yang disarankan untuk digunakan pada P3TB 

dengan kriteria sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1. Metode Seleksi Konsultan 
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No Metode 
Batas Ambang 

Atas 
(US$,000) 

Batas Untuk 
Prior Review 

(US$,000) 
Evaluasi Remarks 

A Konsultan Perusahaan  

1. Quality & Cost 
Based Selection 
(QCBS) 

≥ 300 ≥ 1000 Proposal teknis dan biaya 
diundang untuk 6 konsultan 
yang masuk Shortlist. Evaluasi 
teknis (dengan ketentuan nilai 
teknis minimum 70 disesuaikan 
dengan tipe pekerjaan), evaluasi 
biaya, dan kombinasi evaluasi 
teknis dan biaya (pembobotan 
70–80 : 30-20) dan negosiasi 
teknis dengan konsultan 
peringkat teratas dengan nilai 
kombinasi tertinggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Selection Based 
on Consultant’s 
Qualification 
(CQS) 

 ≤ 300 (ToR 
Sederhana) 

≥ 1000 Proposal teknis dan biaya hanya 
diminta dari konsultan yang 
memiliki kualifikasi dan 
pengalaman terbaik dari 
seluruh shortlist konsultan (3 
konsultan). Proses selanjutnya 
mengikuti prosedur QCBS 
tanpa melakukan penilaian 
kombinasi proposal teknis dan 
biaya. 

3. Single Source 
Selection (SSS) 

tidak ada 
ambang batas 
namun 
justifikasi 
diperlukan 

≥ 1000 Konsultan tidak diharuskan 
mengirimkan proposal, namun 
negosiasi bisa langsung 
dilakukan setelah konsultan 
mengajukan penawaran dan 
memahami lingkup pekerjaan 
dan tugas yang tertera di dalam 
Terms of Reference (TOR). 

4. Quality Based 
Selection (QBS) 

≤ 300 ≥1000 Proses seleksi mengikuti 
prosedur QCBS. Metode seleksi 
QBS lebih cocok untuk 
pekerjaan yang kompleks atau 
pekerjaan yang membutuhkan 
spesialisasi dari konsultan, atau 
memerlukan input dari 
konsultan. Panitia bisa meminta 
konsultan untuk mengirimkan 
proposal teknis saja atau 
proposal teknis dan biaya. 
Apabila hanya diminta 
mengirimkan proposal teknis, 
maka hanya konsultan dengan 
nilai tertinggi yang diminta 
untuk mengirimkan proposal 
biaya dan negosiasi (teknis dan 
biaya).  
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No Metode 
Batas Ambang 

Atas 
(US$,000) 

Batas Untuk 
Prior Review 

(US$,000) 
Evaluasi Remarks 

5. Least Cost 
Selection (LCS) 

≥ dengan 300 ≥ 1000 Proses seleksi dengan metode 
LCS lebih cocok digunakan 
untuk jasa konsultan yang 
sifatnya rutin, seperti jasa audit 
dan jasa design engineering 
untuk konstruksi yang sifatnya 
sederhana. Proses seleksi 
mengikuti prosedur QCBS 
namun dalam LQS tidak 
terdapat pembototan, contract 
award diberikan kepada 
konsultan dengan proposal 
biaya terendah. 

B Konsultan Individual  

1. Competitive  

 
≥ 300 Perbandingan kualifikasi dan 

pengalaman (berdasarkan cv) 
terbaik dari minimal tiga 
kandidat. Konsultan tidak 
dipersyaratkan untuk 
mengirimkan proposal. 
Negosiasi hanya dilakukan 
dengan konsultan peringkat 
teratas. 

 

2. Single Source 
Selection (SSS) 

tidak ada batas 
ambang atas 
namun 
justifikasi 
diperlukan. 

≥ 300 Konsultan tidak diharuskan 
mengirimkan proposal, namun 
negosiasi bisa langsung 
dilakukan setelah konsultan 
mengajukan penawaran dan 
memahami lingkup pekerjaan 
dan tugas yang tertera di dalam 
Terms of Reference (ToR). 

 

 

Adapun terkait dengan ketentuan reviu Bank Dunia (NOL dari Bank Dunia untuk kontrak 

prior review) untuk seleksi konsultan diatur sebagai berikut: 

a. Seleksi jasa konsultan (perusahaan) dengan metode kompetitif (QCBS) dan metode 

lainnya jika digunakan, prior review Bank Dunia hanya diperlukan apabila nilai cost 

estimate ≥ US$ 1.000.000. 

b. Metode kompetitif lain (khusus CQS) digunakan untuk kontrak < US$ 300,000 dan tidak 

memerlukan prior review. 

c. Seleksi jasa konsultan perorangan dengan metode kompetitif (perbandingan 3 CV) tidak 

diperlukan prior review Bank Dunia untuk proses seleksinya dan bilamana nilai cost 

estimate-nya < US$ 300.000, kecuali untuk posisi tertentu yang ditetapkan di dalam 

Procurement Plan yang telah disepakati bersama CPMU dan Bank Dunia. 

d. Untuk seleksi jasa konsultan (perusahaan dan individual) dengan metode non kompetitif 

(SSS) prior review Bank Dunia hanya diperlukan untuk cost estimate ≥ US$ 300.000 

(individu) dan US$ 1.000.000 (perusahaan). 
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Ketentuan Khusus untuk komposisi shortlist konsultan: 

e. Untuk metode QCBS, shortlist konsultan dapat terdiri dari seluruh konsultan nasional jika 

nilai cost estimate nya lebih kecil atau sama dengan US$ 400.000. 

 

Secara rinci, ketentuan terkait dengan prior review Bank Dunia untuk dimintakan No Objection 

Letter (NOL) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.2. Prior Review Bank Dunia 

No Metode TOR HPS 
Justif 

ikasi 

Short 

list 
RFP 

Evaluasi 
Nego 

siasi 

Draft 

Kontra

k 

Kontra

k Teknis 
Bia

ya 

Komb

i nasi 

A PERUSAHAAN 

1. QCBS √ √ - √ √ √ - - - √ - 

2. CQS √ √ - - - - - - - - - 

3. SSS √ √ √ - - - - - - √ - 

B INDIVIDU 

1. Competitiv

e 

√ √ - - - - - - - √ - 

2. SSS √ √ √ - - - - - - √ - 

Catatan: KAK/ToR, HPS dan justifikasi SSS untuk kontrak dengan perkiraan biaya di bawah prior review 

threshold sebagaimana ditetapkan di atas tetap dilakukan kajian teknis (technical review) oleh Bank Dunia dan 

dinyatakan dalam rencana pengadaan. 

 

Seluruh proses transaksi dengan Bank Dunia (termasuk pengumuman pengadaan) baik 

untuk proses prior maupun post review, wajib dilakukan melalui aplikasi STEP (Systematic 

Tracking of Exchanges in Procurement) di laman step.worldbank.org. 

 

V.5.1 Seleksi Konsultan Perusahaan 

A. Metode Quality and Cost-Based Selection (QCBS) 

Metode Quality and Cost-Based Selection (QCBS) atau Seleksi Berdasarkan Kualitas Teknis dan 

Biaya yaitu seleksi melalui kompetisi diantara perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan 

masuk dalam Shortlist konsultan yang akan diundang untuk menyampaikan Proposal Teknis 

dan Proposal Biaya yang diajukan dalam dokumen terpisah pada satu kali pengiriman/ 

pemasukan dokumen. Pemenang ditentukan berdasarkan hasil negosiasi dengan konsultan 

dengan peringkat teratas dengan nilai kombinasi (biaya dan teknis) terbaik. Metode ini pada 

umumnya diterapkan untuk pengadaan dengan nilai kontrak ≥ US$300,000. 
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Prosedur pengadaan jasa konsultan melalui metode QCBS dilaksanakan dengan metode 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5.3. Prosedur QCBS 

No. Tahapan 
Penanggung 

Jawab 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Maks. Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyusunan KAK/ ToR/ 
RAB & Pengumuman 

PPK KPA 15 hari kerja  

2. Penyusunan HPS  Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 10 hari kerja  

3. Pengiriman Surat 
permintaan NOL atas 
KAK/ ToR/ RAB & 
Pengumuman ke Bank 
Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja *cc kepada Kepala 
CPMU 

4. Penerbitan NOL oleh Bank 
Dunia untuk KAK/ ToR/ 
RAB & Pengumuman 

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja *ditujukan kepada 
Wakil Kepala CPMU 
dengan tembusan 
kepada Kepala 
CPMU 

5. Pengiriman NOL KAK/ 
ToR/ RAB& 
Pengumuman dari Bank 
Dunia ke Panitia 
Pengadaan   

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan kepada 
Panitia Pengadaan 
dengan tembusan 
kepada CPMU  

6. Pengumuman/ 
Pemasangan Iklan (REoI) 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

- 1 hari 
kalendar 
untuk koran 
nasional, 14 
hari kalender 
di website 

Minimal diumumkan 
di SPSE, website 
Kementerian atau 
Koran Nasional yang 
berbahasa Inggris 
(untuk nilai ≥US$ 
300.000 wajib 
diumumkan di 
UNDB Online) 

7. Penerimaan Minat 
Konsultan 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

- Minimal 14 
hari kerja 
kerja 

Terhitung dari 
tanggal 
pengumuman di 
UNDB Online 

8. Penilaian Minat Konsultan 
dan Penyusunan Shortlist 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

14 hari kerja Terhitung dari 
tanggal terakhir 
penerimaan minat 

9. Penyusunan RFP Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

20 hari kerja Dapat dilakukan 
bersamaan dengan 
proses penerimaan 
EOI, sehingga tidak 
menambah alokasi 
waktu seleksi 
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No. Tahapan 
Penanggung 

Jawab 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Maks. Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

10. Pengiriman Surat 
Permintaan NOL dan 
shortlist serta RFP ke Bank 
Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja *cc kepada Kepala 
CPMU 

11. Penerbitan NOL oleh Bank 
Dunia untuk Shortlist dan 
RFP 

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja **ditujukan kepada 
Wakil Kepala CPMU 
dengan tembusan 
kepada Kepala 
CPMU 

12. Pengiriman NOL ke 
Panitia Pengadaan  

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan kepada 
Panitia Pengadaan 
dengan tembusan 
kepada CPIU  

13. Pengiriman RFP kepada 
peserta yang masuk dalam 
Shortlist 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Ketua Panita 
Pengadaan 

1 hari kerja Konsultan diberikan 
waktu setidaknya 4 
minggu untuk 
menyiapkan 
proposal 

14. Pemberian Penjelasan 
Pekerjaan 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

1 hari kerja dilaksanakan 7-10 
hari kalender setelah 
pengiriman RFP 

15. Klarifikasi dan Jawaban Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kolom 
keterangan 

klarifikasi dari 
konsultan harus 
dikirimkan paling 
lambat 10-14 hari 
kalender sebelum 
batas akhir 
pemasukan proposal 
jawaban terhadap 
klarifikasi diberikan 
paling lambat 5 hari 
kerja sebelum batas 
akhir pemasukan. 

16. Penerimaan Proposal dan 
Pembukaan Proposal 
Teknis 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

- 1 hari kerja  

17. Evaluasi Proposal Teknis Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

 

18. Pengiriman Surat 
permintaan NOL Hasil 
Evaluasi Teknis ke Bank 
Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja *cc kepada Kepala 
CPMU 

19. Penerbitan NOL oleh Bank 
Dunia untuk hasil evaluasi 
proposal teknis 

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja **ditujukan kepada 
Wakil Kepala CPMU 
dengan tembusan 
kepada Kepala 
CPMU 

20. Pengiriman NOL ke 
Panitia Pengadaan 

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan kepada 
Panitia Pengadaan 
dengan tembusan 
kepada CPIU  
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No. Tahapan 
Penanggung 

Jawab 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Maks. Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

21. Pemberitahuan Hasil 
Evaluasi Teknis dan 
undangan pembukaan 
proposal biaya 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

7 hari kerja Terhitung dari 
tanggal penerbitan 
undangan 

22. Pembukaan Proposal 
Biaya 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

1 hari kerja  

23. Evaluasi Gabungan : 
Proposal Teknis dan Biaya 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

 

24. Undangan Klarifikasi 
Teknis dan Negosiasi 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

1 hari kerja  

25. Klarifikasi Teknis dan 
Negosiasi dan Penyiapan 
draft Kontrak 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

 

26. Penyampaian Hasil 
Evaluasi Gabungan, Hasil 
Klarifikasi, Negosiasi dan 
Draft Kontrak untuk 
dimintakan NOL ke Bank 
Dunia  

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja * Cc kepada Kepala 
CPMU 
 
 
Hanya untuk cost 
estimate ≥ US$ 
1.000.000 27. Penerbitan NOL oleh Bank 

Dunia untuk Draft 
Kontrak 

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja 

28. Pengiriman NOL atas 
Draft Kontrak ke Panitia 
Pengadaan  

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja 

29. Penetapan dan 
Pengumuman Pemenang 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 1 hari kerja Dilakukan paling 
lambat 14 hari setelah 
NOL diterbitkan 

30. Penandatanganan 
Kontrak 

PPK - 1 hari kerja  

31. Penyampaian Salinan 
kontrak ke Bank Dunia 
untuk informasi 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Sebagai laporan dan 
untuk permintaan F- 
384 melalui STEP 

Catatan untuk Semua Metode Pengadaan: Seluruh dokumen yang disampaikan ke CPMU harus dalam bentuk 

hard copy dan soft copy. Seluruh dokumen yang disampaikan ke Bank Dunia dalam bentuk soft copy melalui 

STEP.  

 

Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (ToR)/ Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) & Pengumuman  

Penyusunan KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh 

KPA. Apabila PPK belum menyerahkan dokumen KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman 

sampai dengan batas waktu yang tercantum pada Rencana Pengadaan, maka Kepala KPA 

harus mengirimkan surat kepada PPK untuk penyerahan dokumen KAK/ ToR/ RAB & 

Pengumuman dimaksud; 
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b. Penyusunan HPS 

Dokumen HPS disusun oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP dan disahkan oleh PPK di 

masing-masing komponen loan terkait. Dokumen HPS merupakan perkiraan biaya 

pekerjaan yang realistis dan sesuai dengan harga pasar, dan akan digunakan sebagai 

salah satu bahan acuan dalam penilaian dan sebagai dasar negosiasi. HPS harus sudah 

diselesaikan oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP sebelum proses pengumuman 

dilakukan; 

c. Pengiriman Surat permintaan NOL atas KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman ke Bank 

Dunia  

CPIU menyiapkan surat permintaan NOL atas KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman  untuk 

disampaikan dan dimintakan persetujuan dari Wakil Kepala CPMU, kemudian 

menyampaikan KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman kepada Bank Dunia untuk 

mendapatkan NOL, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala CPMU; 

d. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk Dokumen KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman 

Bank Dunia menerbitkan NOL atas Dokumen KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman dan 

mengirimkan kepada Wakil Kepala CPMU dengan tembusan kepada Kepala CPMU; 

e. Pengiriman NOL KAK/ ToR/ RAB& Pengumuman dari Bank Dunia ke Panitia 

Pengadaan  

Wakil Kepala CPMU mengirimkan KAK/ToR & Pengumuman yang sudah mendapat 

NOL dari Bank Dunia kepada Panitia Pengadaan dengan tembusan kepada Kepala 

CPMU; 

f. Pengumuman/Pemasangan Iklan (REoI)  

1. Request for Expression of Interest (REoI) diumumkan oleh Panitia Pengadaan / Pokja 

ULP dalam SPSE atau website Kementerian atau Koran Nasional yang berbahasa 

Inggris; 

2. Pekerjaan dengan perkiraan nilai kontrak diatas US$300.000 harus diumumkan pada 

UNDB online; 

3. Ketentuan pengumuman: 

Pengumuman harus mencantumkan informasi yang jelas sehingga calon penyedia 

dapat memutuskan untuk menyampaikan Expression of Interest (EoI); 

REoI sekurang-kurangnya memuat informasi: 

 Lingkup pekerjaan; 

 kualifikasi yang dibutuhkan, termasuk pengalaman perusahaan (bukan 

pengalaman tenaga ahli); 

 kriteria evaluasi; dan 

 ketentuan tentang pertentangan konflik kepentingan. 

4. Pengumuman ditayangkan minimal 14 hari sebelum batas akhir penyampaian EoI. 

g. Penerimaan Minat Konsultan 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP menerima pernyataan minat konsultan sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditentukan dalam tabel diatas; 
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h. Penilaian Minat Konsultan dan Penyusunan Shortlist  

Penilaian pernyataan minat konsultan (EoI) dilakukan oleh Panitia Pengadaan / Pokja 

ULP untuk kemudian dibuat Shortlist dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 

1. Shortlist untuk seleksi umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) perusahaan dan 

untuk seleksi sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) perusahaan dengan 

penyebaran yang luas  dengan ketentuan minimal ada 1 perusahaan dari negara 

berkembang dan maksimal hanya 2 perusahaan dari 1 negara, kecuali jika tidak ada 

yang memenuhi syarat pada butir 7.c.i dan 7.c.ii;  

2. Jika calon yang memasukkan EoI tidak ada yang memenuhi kualifikasi, Panitia 

Pengadaan / Pokja ULP dapat secara langsung menyampaikan REoI kepada 

perusahaan yang diketahui memenuhi syarat atau meminta bantuan Bank Dunia 

secara tertulis untuk memberikan daftar perusahaan yang memenuhi kualifikasi; 

3. Bank Dunia dapat menyetujui Shortlist dengan jumlah kurang dari yang ditentukan 

jika perusahaan yang memasukkan EoI dan memenuhi kualifikasi tidak cukup, ketika 

jumlah perusahaan yang teridentifikasi memenuhi syarat kurang dari 6, atau ketika 

nilai dan ruang lingkup pekerjaan tersebut tidak dapat dikompetisikan secara luas; 

4. Jika NOL atas Shortlist telah dikeluarkan, maka Wakil Kepala CPMU/CPIU tidak 

boleh mengubah Shortlist tanpa persetujuan Bank Dunia; 

5. Perusahaan yang menyampaikan minat diberikan salinan Shortlist; 

6. Shortlist secara keseluruhan dapat terdiri dari perusahaan nasional apabila; 

 nilai pekerjaan ≤ USD 400,000 dan ditetapkan dalam Procurement Plan yang telah 

disetujui oleh Bank Dunia diperuntukkan bagi perusahaan lokal; 

 terdapat cukup jumlah perusahaan nasional yang memenuhi nilai kualifikasi dan 

tersedia sebagai dasar penyusunan Shortlist berdasarkan biaya kompetitif; dan 

 kompetisi yang mengikutsertakan konsultan asing secara wajar tidak 

memungkinan atau bilamana konsultan asing tidak berminat. 

7. Shortlist seharusnya terdiri dari perusahaan dengan kesamaan kategori, bidang usaha 

yang sama, kapasitas usaha, ruang lingkup dan pengalaman keahlian, dan pernah 

melaksanakan penugasan dengan ruang lingkup dan kompleksitas yang sebanding; 

8. BUMN atau organisasi nirlaba (LSM, universitas, badan PBB, dll) seharusnya tidak 

dimasukkan dalam Shortlist yang sama dengan perusahaan, kecuali menjalankan 

usaha sebagai badan usaha komersial dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 

dalam Bank’s Consultant Guidelines; 

9. Jika peserta merupakan gabungan perusahaan dan organisasi nirlaba, maka 

pemilihan seharusnya dilaksanakan menggunakan metode QBS atau CQS (untuk 

pekerjaan bernilai kecil); dan 

10. Jika perusahaan yang sama diikutkan dalam beberapa Shortlist, tim pengadaan harus 

menilai kapasitas perusahaan secara keseluruhan dengan melakukan konsultasi 

dengan Bank Dunia sebelum memasukkan nama perusahaan tersebut di dalam 

beberapa Shortlist. 
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i. Penyusunan Dokumen Request For Proposal (RFP) 

Panitia Pengadaan menyusun RFP sesuai dengan format dari Bank Dunia yang 

mencakup: 

1. Surat Undangan 

Surat undangan sekurang-kurangnya mencantumkan pekerjaan konsultan yang 

diinginkan, sumber dana, detail informasi pemilik pekerjaan, serta tanggal, waktu, 

dan alamat untuk penyampaian proposal; 

2. Instruksi untuk Konsultan (termasuk Bid Data Sheet) 

Instruksi untuk Konsultan memuat semua informasi yang diperlukan yang akan 

membantu konsultan mempersiapkan proposal sesuai dengan dibutuhkan, dan akan 

meningkatkan transparansi sebaik mungkin dengan memberikan informasi tentang 

proses evaluasi serta menunjukkan faktor dan kriteria evaluasi, bobot masing-masing 

faktor, dan skor minimal yang harus dipenuhi. 

Instruksi untuk Konsultan harus menunjukkan salah satu antara perkiraan biaya 

tenaga ahli utama (dalam orang-total bulan) atau estimasi anggaran. Konsultan 

berhak menyusun perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 

dan menyampaikan biayanya dalam penawaran. Dalam kontrak time-based jasa yang 

bersifat rutin atau tidak memerlukan pendekatan yang inovatif. 

Setiap perubahan RFP disampaikan hanya melalui lembar data RFP. Panitia 

Pengadaan memasukkan semua dokumen ke dalam RFP. Dokumen tersebut 

diupload melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan 

menggunakan akun pokja di mana, hanya penyedia jasa yang sudah masuk ke dalam 

shorlist yang dapat mengakses RFP dimaksud. 

j. Pengiriman Surat Permintaan NOL atas Shortlist dan RFP ke Bank Dunia  

CPIU mengirimkan Surat Permintaan NOL dan Shortlist dan RFP kepada Wakil Kepala 

CPMU untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya dengan surat pengantar 

diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU; 

k. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk Shortlist dan RFP  

Bank Dunia menerbitkan NOL untuk Shortlist dan RFP kemudian mengirimkan kepada 

Wakil Kepala CPMU dengan tembusan kepada Kepala CPMU; 

l. Pengiriman NOL ke Panitia Pengadaan / Pokja ULP  

Wakil Kepala CPMU mengirimkan NOL Shortlist dan RFP dari Bank Dunia kepada 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP  dengan tembusan kepada Kepala CPMU; 

m. Pengiriman RFP kepada peserta yang masuk dalam Shortlist  

Panitia Pengadaan mengirimkan Dokumen RFP yang telah mendapatkan NOL dari Bank 

Dunia kepada calon konsultan yang ada dalam Shortlist. Calon konsultan diberikan 

waktu untuk menyiapkan proposal minimal 4 (empat) minggu setelah menerima RFP. 
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n. Pemberian Penjelasan Pekerjaan  

Pemberian Penjelasan Pekerjaan dilaksanakan secara tatap muka atau melalui media 

online dengan memperhatikan waktu bagi calon Konsultan dalam mempelajari dan 

memahami Dokumen RFP. 

o. Klarifikasi dan Jawaban 

Permintaan klarifikasi oleh para peserta dan pemberian jawaban dari Panitia Pengadaan 

/ Pokja ULP, dilakukan pada saat tatap muka yang didukung dengan berita acara 

pemberian penjelasan atau melalui media online yang dijawab secara tertulis; 

p. Penerimaan Proposal dan Pembukaan Proposal Teknis 

1. Panitia Pengadaan / Pokja ULP mengecek dan mencatat Proposal Teknis dan 

Proposal Biaya dalam bentuk soft copy di dalam dokumen/file terpisah; masing-

masing dokumen disampaikan sesuai batas waktu dan tempat penyampaian 

proposal yang disampaikan/diupload oleh calon konsultan; 

2. Calon Konsultan mengirimkan Proposal Teknis dan Proposal Biaya dalam bentuk soft 

copy di dalam dokumen/file terpisah; masing-masing dokumen disampaikan sesuai 

batas waktu dan tempat penyampaian proposal; 

3. Pembukaan Proposal Teknis dilakukan segera setelah batas waktu pemasukan 

proposal berakhir. Panitia Pengadaan / Pokja ULP kemudian membuka seluruh 

dokumen Proposal Teknis dan meneliti kelengkapan dokumen, sedangkan dokumen 

Proposal Biaya tidak dapat diakses dalam sistem SPSE sebelum dilakukan penetapan 

hasil evaluasi teknis; dan 

4. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Proposal Teknis yang 

ditandatangani oleh wakil dari Panitia Pengadaan / Pokja ULP dan wakil dari peserta 

yang hadir. 

q. Evaluasi Proposal Teknis 

1. Panitia Pengadaan / Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap Proposal Teknis 

mengacu pada kriteria dalam RFP dengan cara sebagai berikut: 

 Setiap kriteria yang dievaluasi harus diberi nilai antara 1 sampai dengan 100. 

 Setiap nilai kemudian dikalikan dengan bobot untuk menjadi nilai akhir. 

 Setelah didapat nilai akhir masing-masing proposal dan dibandingkan dengan 

nilai batas kelulusan (passing grade) kemudian disusun daftar peringkat. 

2. Hasil Evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Proposal Teknis dengan 

menyertakan ringkasan penjelasan mengenai kelebihan atau kekurangan dari 

masing-masing proposal teknis dan ditandatangani oleh seluruh anggota panitia 

yang memberikan penilaian dalam proses evaluasi. 

r. Pengiriman Surat permintaan NOL Hasil Evaluasi Teknis ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan Surat Permintaan NOL hasil evaluasi Proposal Teknis kepada Wakil 

Kepala CPMU untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya dengan surat pengantar 

diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU; 

 



 

58 
 

s. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk Hasil Evaluasi Proposal Teknis  

Bank Dunia menerbitkan NOL untuk hasil evaluasi proposal teknis kemudian 

mengirimkan kepada Wakil Kepala CPMU dengan tembusan kepada Kepala CPMU; 

t. Pengiriman NOL terkait Hasil Evaluasi Proposal Teknis ke Panitia Pengadaan / Pokja 

ULP  

Wakil Kepala CPMU mengirimkan NOL Hasil Evaluasi Proposal Teknis dari Bank Dunia 

kepada Panitia Pengadaan / Pokja ULP dengan tembusan kepada Kepala CPMU;. 

u. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Teknis dan Undangan Pembukaan Proposal Biaya 

1. Panitia Pengadaan / Pokja ULP memberitahukan hasil evaluasi teknis kepada calon 

konsultan Setelah NOL dari Bank Dunia untuk penilaian teknis diperoleh; dan 

2. Panitia Pengadaan / Pokja ULP mengundang calon konsultan yang berhasil lulus 

dalam evaluasi teknis untuk hadir dalam pembukaan Proposal Biaya. 

v. Pembukaan Proposal Biaya 

1. Pembukaan Proposal Biaya dapat dihadiri dan disaksikan oleh pihak lain selain wakil 

dari dan calon konsultan yang telah mengirimkan proposal; dan 

2. Panitia Pengadaan / Pokja ULP membuka Proposal Biaya peserta yang lulus secara 

terbuka di hadapan para peserta yang hadir dengan tahapan sebagai berikut:  

 Panitia Pengadaan / Pokja ULP membuka dokumen Proposal Biaya, 

membacakan nama calon konsultan, nilai teknis, dan harga penawaran dengan 

jelas agar terdengar oleh semua peserta yang hadir, dan kemudian menuliskan 

harga penawaran dari masing-masing calon konsultan, serta menetapkan nilai 

tukar (kurs) untuk setiap mata uang asing yang digunakan berdasarkan ketentuan 

yang tercantum dalam RFP; dan 

 Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Proposal Biaya 

yang ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang hadir.  

w. Evaluasi Gabungan : Proposal Teknis dan Biaya  

1. Panitia Pengadaan / Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap setiap 

Proposal Biaya (hanya untuk kontrak time-based), termasuk perhitungan konversi untuk 

mendapatkan total biaya dalam satu mata uang (single currency) yang telah ditetapkan 

sebelumnya dalam RFP, dan menuliskan hasil koreksi aritmatik untuk setiap 

Proposal Biaya. 

2. Evaluasi proposal biaya didasarkan atas Total Biaya Penawaran di luar pajak 

3. Evaluasi dilakukan sesuai metodologi dan kriteria sebagaimana tercantum dalam 

RFP 

4. Perhitungan nilai akhir atau nilai gabungan dari nilai proposal teknis dan nilai 

penawaran biaya dari semua peserta, dilakukan sbb : 

 

5. Hasil perhitungan nilai akhir dan peringkat dituangkan dalam Berita Acara Hasil 

Evaluasi Gabungan sesuai format standard dari Bank Dunia dan ditandatangani oleh 

Nilai Akhir = (Nilai Proposal Teknis x Bobot Proposal Teknis) + (Nilai Proposal Biaya x Bobot Proposal Biaya) 
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anggota Panitia yang memberikan hak suara dalam proses evaluasi ini. 

x. Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP mengirimkan undangan kepada konsultan dengan nilai 

gabungan hasil evaluasi proposal teknis dan biaya yang tertinggi untuk negosiasi; 

y. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi, dan Penyiapan Draft Kontrak 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP melakukan negosiasi dengan pemimpin perusahaan atau 

wakil perusahaan yang memperoleh kuasa penuh (dinyatakan dengan surat kuasa) 

untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Negosiasi tidak boleh mengubah secara signifikan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam ToR, kondisi yang berlaku menurut standar kontrak yang telah ditentukan, 

total biaya dan hal-hal lain yang terkait dan berpengaruh terhadap nilai proposal 

yang bersangkutan 

2. KAK/ToR Final dan Metodologi yang disepakati (termasuk didalamnya apabila 

terdapat perubahan pada KAK/ ToR dan metodologi pendekatannya) harus 

diuraikan dalam ‘Description of Services’ yang merupakan satu kesatuan dari dokumen 

kontrak 

3. Penggantian terhadap ‘personil inti’ yang semula diusulkan dalam Proposal Teknis 

tidak diperkenankan, kecuali apabila masa berlaku proposal sudah berakhir (akibat 

keterlambatan) dan/atau karena alasan-alasan khusus yang tidak dapat dihindarkan 

dan tidak terduga. Penggantian ini harus mendapat persetujuan dari Panitia 

Pengadaan / Pokja ULP dengan syarat personal pengganti mempunyai kualifikasi 

yang sama atau lebih baik tanpa menambah total biaya 

4. Negosiasi tidak boleh mengubah harga satuan (unit cost) yang diajukan oleh 

konsultan (karena biaya sudah diperhitungkan sebagai faktor dalam penilaian). 

Untuk jenis kontrak Time-based, Panitia Pengadaan / Pokja ULP dapat meminta 

klarifikasi terhadap remunerasi apabila remunerasi dalam proposal keuangan terlalu 

tinggi dibandingkan kontrak sejenis dan dapat meminta konsultan untuk 

menyesuaikan setelah konsultasi dengan Bank Dunia. Untuk jenis kontrak lump-sum 

(yang mana biaya sudah diperhitungkan sebagai faktor penilaian), harga yang 

ditawarkan tidak bisa dinegosiasikan. 

5. Negosiasi juga harus memperhatikan hal-hal administratif sebagai berikut: 

 Ijin bekerja di Indonesia bagi konsultan asing 

 Rekening bank atas nama perusahaan/konsultan baik untuk rekening dalam 

rupiah dan valuta asing 

 Hal administratif lain terkait perpajakan 

Dalam hal tidak dicapai kesepakatan dengan peringkat pertama, Panitia Pengadaan 

/ Pokja ULP dapat menghentikan proses negosiasi dan mengundang konsultan 

peringkat berikutnya untuk negosiasi setelah mendapatkan persetujuan Bank Dunia 

(NOL). Panitia Pengadaan / Pokja ULP  membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi 

Teknis dan Negosiasi, berikut pernyataan tentang telah/tidak tercapainya 

kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan dilanjutkan dengan 
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penyiapan Draft Kontrak berdasarkan kesepakatan tersebut, dan ditandatangani 

seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan ini.  

z. Penyampaian Hasil Evaluasi Gabungan, Hasil Klarifikasi, Negosiasi, dan Draft 

Kontrak untuk dimintakan NOL ke Bank Dunia ; 

CPIU membuat dan mengirimkan Surat Permintaan NOL atas Hasil Evaluasi Gabungan, 

Hasil Klarifikasi, dan Negosiasi, dan Draft Kontrak hasil negosiasi kepada Wakil Kepala 

CPMU, untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya dengan surat pengantar 

diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU; 

aa. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk Draft Kontrak 

Bank Dunia menerbitkan dan mengirimkan NOL atas Draft Kontrak kepada Wakil 

Kepala CPMU pengusul dengan tembusan NOL dimaksud kepada Kepala CPMU sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

bb. Pengiriman NOL atas Draft Kontrak ke Panitia Pengadaan / Pokja ULP  

Wakil Kepala CPMU mengirimkan NOL atas Draft Kontrak dari Bank Dunia kepada 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP dengan tembusan kepada Kepala CPMU;  

cc. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 

1. Panitia Pengadaan / Pokja ULP menetapkan pemenang sesuai dengan NOL yang 

diberikan oleh Bank Dunia.  

2. Panitia Pengadaan / Pokja ULP mengumumkan keputusan tentang penetapan 

pemenang pengadaan tersebut dan menyampaikan secara tertulis kepada seluruh 

peserta pengadaan dengan mencantumkan masa sanggah dan alamat penyampaian 

sanggahan atas putusan tersebut. 

3. Panitia Pengadaan / Pokja ULP harus mempublikasikan nama pemenang kontrak, 

jangka waktu, dan ringkasan ruang lingkup kontrak yang dimenangkan dalam 

website UNDB, dan P3TB atau portal elektronik lainnya yang dapat diakses secara 

bebas. 

dd. Penandatanganan Kontrak 

Penandatanganan kontrak dilakukan segera setelah NOL Draft Kontrak diterima dari 

Bank Dunia.  

ee. Penyampaian Salinan Kontrak ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan salinan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya 

dengan surat pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU; 

sebagai permintaan F-384 for disbursement melalui STEP. 

 

B. Metode Based on Consultants’ Qualification Selection (CQS) 

Metode Based on Consultants’ Qualification Selection (CQS) atau Evaluasi Berdasarkan 

Kualifikasi Konsultan yaitu seleksi terhadap minimal 3 (tiga) Perusahaan Konsultan 

berdasarkan Kualifikasi dan Pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

tersebut tanpa melakukan evaluasi proposal secara kompetitif. Kegiatan seleksi diawali 
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dengan penyiapan ToR dan permintaan pernyataan minat (REoI), kemudian penyusunan 

Shortlist dan memilih satu perusahaan yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman terbaik 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. 

Perusahaan terpilih tersebut diminta untuk mengirimkan proposal teknis-biaya dan jika 

proposal nya dapat diterima kemudian diundang untuk menegosiasikan kontrak. Metode 

CQS ini cocok digunakan untuk tugas atau assignment kecil atau nilai estimasi kontrak 

dibawah US$300.000. Pengumuman pemenang yang meliputi nama konsultan terpilih, 

harga, jangka waktu, dan ruang lingkup kontrak, cukup dilakukan di website atau portal 

elektronik lainnya yang dapat diakses secara bebas. 

Langkah-langkah dalam metode CQS ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.4. Prosedur CQS 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyusunan KAK/ 
ToR/ RAB & 
Pengumuman 

PPK KPA 15 hari kerja  

2. Penyusunan HPS Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 10 hari kerja  

3. Pengiriman Surat 
permintaan NOL atas 
KAK/ ToR/ RAB & 
Pengumuman ke Bank 
Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja *cc kepada 
Kepala CPMU 

4. Penerbitan NOL oleh 
Bank Dunia untuk 
KAK/ ToR/ RAB & 
Pengumuman  

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja *ditujukan 
kepada Wakil 
Kepala CPMU 
dengan 
tembusan 
kepada Kepala 
CPMU 

5. Pengiriman NOL KAK/ 
ToR/ RAB& 
Pengumuman dari 
Bank Dunia ke Panitia 
Pengadaan / Pokja ULP   

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan 
kepada Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 
dengan 
tembusan 
kepada CPIU  
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No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

6. Pengumuman/ 
Pemasangan Iklan 
(ReoI) 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP  

- 1 hari untuk 
koran 
nasional, 14 
hari 
kalender di 
website 

Minimal 
diumumkan 
di website atau 
Portal 
Elektronik 
lainnya yang 
dapat diakses 
secara bebas 
atau Koran 
Nasional dan 
juga 
dimasukkan 
dalam STEP 

7. Penerimaan minat 
konsultan 

Panitia 
Pengadaan 

- Minimal 14 
hari kerja 

Terhitung dari 
tanggal 
pengumuman 

8. Penilaian Minat 
Konsultan dan 
Penyusunan Shortlist 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP  

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

14 hari kerja Terhitung dari 
tanggal 
terakhir 
penerimaan 
minat 

9. Penyiapan Proposal Konsultan - 3-4 minggu  

10. Penerimaan Proposal Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

- 1 hari kerja  

11. Negosiasi Teknis dan 
Biaya 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

 

12. Penetapan dan 
Pengumuman 
Pemenang 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 2 hari kerja  

13. Penandatanganan 
Kontrak 

PPK - 1 hari kerja  

14. Penyampaian Salinan 
kontrak ke Bank Dunia 
untuk informasi 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Disampaikan 
melalui STEP.  

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (ToR)/ Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) & Pengumuman  

Penyusunan KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh 

KPA. Apabila PPK belum menyerahkan dokumen KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman 

sampai dengan batas waktu yang tercantum pada Rencana Pengadaan, maka Kepala 

KPA harus mengirimkan surat kepada PPK untuk penyerahan dokumen KAK/ ToR/ 

RAB & Pengumuman dimaksud;  
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b. Penyusunan HPS 

Dokumen HPS disusun oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP dan disahkan oleh PPK di 

masing-masing komponen loan terkait. Dokumen HPS merupakan perkiraan biaya 

pekerjaan yang realistis dan sesuai dengan harga pasar, dan akan digunakan sebagai 

salah satu bahan acuan dalam penilaian dan sebagai dasar negosiasi. HPS harus sudah 

diselesaikan oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP sebelum proses pengumuman 

dilakukan; 

c. Pengiriman Surat permintaan NOL atas KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman ke Bank 

Dunia   

CPIU menyiapkan surat permintaan NOL atas KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman  untuk 

disampaikan dan dimintakan persetujuan dari Wakil Kepala CPMU, kemudian 

menyampaikan KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman kepada Bank Dunia untuk 

mendapatkan NOL, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala CPMU; 

d. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman   

Bank Dunia menerbitkan NOL atas Dokumen KAK/ ToR/ RAB & Pengumuman dan 

mengirimkan kepada Wakil Kepala CPMU dengan tembusan kepada Kepala CPMU;  

e. Pengiriman NOL KAK/ ToR/ RAB& Pengumuman dari Bank Dunia ke Panitia 

Pengadaan / Pokja ULP   

Wakil Kepala CPMU mengirimkan KAK/ToR & Pengumuman yang sudah mendapat 

NOL dari Bank Dunia kepada Panitia Pengadaan dengan tembusan kepada Kepala 

CPMU; 

f. Pengumuman/Pemasangan Iklan (ReoI) Tahapan pengumuman: 

1. Request for Expression of Interest (ReoI) diproses melalui STEP dan diumumkan dalam 

surat kabar nasional dengan peredaran yang luas atau website atau Portal Elektronik 

lainnya yang dapat diakses secara bebas. 

2. Ketentuan pengumuman: 

Pengumuman harus mencantumkan informasi yang jelas sehingga calon penyedia 

dapat memutuskan untuk menyampaikan Expression of Interest (EoI). ReoI sekurang-

kurangnya memuat informasi: 

 Lingkup pekerjaan 

 kualifikasi yang dibutuhkan, termasuk pengalaman perusahaan (bukan 

pengalaman tenaga ahli) 

 kriteria Shortlist 

 ketentuan tentang pertentangan konflik kepentingan 

3. Pengumuman ditayangkan minimal 14 hari sebelum batas akhir penyampaian EoI. 

g. Penerimaan Minat Konsultan 

Panitia Pengadaan menerima pernyataan minat konsultan sesuai dengan batas waktu 

yang tertera pada tabel di atas; 
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h. Penilaian Minat Konsultan dan Penyusunan Shortlist  

Penilaian didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman dari minat konsultan yang 

diterima. Shortlist Konsultan disusun berdasarkan konsultan yang mendaftar sesuai 

pengumuman dan memenuhi kualifikasi. Perusahaan yang paling berkualitas dan 

berpengalaman yang harus dipilih; 

i. Penyiapan Proposal 

1. Hanya perusahaan yang dipilih akan diundang untuk mengajukan Proposal Teknis 

dan Biaya dan, jika usulan tersebut responsif dan dapat diterima, diajak bernegosiasi 

kontrak; 

2. Konsultan terpilih diberikan waktu untuk menyiapkan Proposal Teknis dan Biaya 

minimal 3 (tiga) minggu setelah menerima undangan untuk mengajukan proposal; 

dan 

3. Proposal disampaikan sesuai batas waktu dan tempat penyampaian proposal 

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Undangan. 

j. Penerimaan Proposal 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP menerima Proposal Teknis dan Biaya dalam bentuk hard 

copy dan soft copy di dalam 1 (satu) amplop. Jumlah rangkap untuk masing-masing 

proposal ditetapkan oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP. Selanjutnya Panitia Pengadaan 

/ Pokja ULP membuka amplop proposal, meneliti kelengkapan dokumen dan melakukan 

evaluasi proposal. Panitia Pengadaan / Pokja ULP Selanjutnya mengundang calon 

konsultan untuk negosiasi teknis dan biaya; 

k. Negosiasi Teknis dan Biaya 

Negosiasi ini harus membahas KAK/ToR, Metodologi, Susunan Tim/Staf, Masukan dari 

Wakil Ketua CPMU/CPIU, Syarat-syarat Khusus Kontrak, biaya, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan proposal teknis dan biaya. Dalam pembahasan ini tidak dibenarkan 

untuk melakukan perubahan yang substansial terhadap KAK/ToR atau kondisi dari 

kontrak dan mengurangi kualitas hasil akhir. KAK/ToR dan Metodologi yang disepakati 

didalam negosiasi ini harus dimasukkan kedalam Deskripsi Jasa yang akan menjadi 

Bagian dari Kontrak. Negosiasi juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Ijin bekerja di Indonesia bagi konsultan asing 

2. Rekening bank atas nama perusahaan/konsultan baik untuk rekening dalam rupiah 

dan valuta asing 

3. Hal lain terkait perpajakan 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Biaya, 

berikut pernyataan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan yang ditandatangani 

oleh kedua pihak dan dilanjutkan dengan penyiapan Draft Kontrak berdasarkan 

kesepakatan tersebut. 

l. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 

Penetapan pemenang dilakukan oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP. Panitia Pengadaan 

/Pokja ULP  harus mempublikasikan nama pemenang kontrak, jangka waktu, dan 
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ringkasan ruang lingkup kontrak yang dimenangkan dalam website atau portal 

elektronik lainnya yang dapat diakses secara bebas; 

m. Penandatanganan Kontrak 

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh PPK dengan Calon Pemenang yang telah 

ditetapkan; 

n. Penyampaian Salinan Kontrak ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya dengan surat 

pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU. 

 

C. Metode Single Source Selection (SSS) untuk Perusahaan 

Metode Single Source Selection (SSS) atau Seleksi dengan Penunjukan Langsung merupakan 

seleksi terhadap 1 (satu) calon Konsultan. Prosedur Penunjukan langsung ini harus disertai 

justifikasi yang ditandatangani oleh CPMU/CPIU dan untuk nilai kontrak diatas atau sama 

dengan US$ 1.000.000 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan NOL dari Bank Dunia. 

Penggunaan metode seleksi ini harus dicantumkan dalam rencana pengadaan. Metode SSS 

ini hanya digunakan untuk penugasan dalam kasus-kasus khusus misalnya kelanjutan tugas 

dari pekerjaan sebelumnya; dalam situasi darurat (bencana alam dan lain-lain); kebutuhan 

mendesak dan hanya ada satu perusahaan yang berkualitas dan berpengalaman dalam suatu 

pekerjaan tertentu. Dalam semua kasus tersebut, Panitia Pengadaan / Pokja ULP tidak perlu 

mempersiapkan RFP, namun tetap membutuhkan NOL dari Bank Dunia atas KAK/ToR 

yang disampaikan. 

Langkah-langkah dalam metode SSS ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.5. Prosedur SSS untuk Konsultan Perusahaan 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyusunan KAK/ToR, 
RAB dan justifikasi SSS 

PPK KPA 15 hari kerja  

2. Penyusunan HPS Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK Sesuai 
kebutuhan 

 

3. Pengiriman Surat 
permintaan NOL ke Bank 
Dunia  atas KAK/ToR, 
dan justifikasi SSS 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Untuk Perkiraan 
Nilai Kontrak 
diatas US$ 
1.000.000 
*cc Kepada 
Kepala CPMU 

4. Penerbitan NOL oleh 
Bank Dunia untuk 
KAK/ToR, dan justifikasi 

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja *ditujukan 
kepada Wakil 
Kepala CPMU 
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No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

SSS dengan tembusan 
kepada Kepala 
CPMU 

5. Pengiriman NOL ke 

Panitia Pengadaan / Pokja 
ULP 

Wakil Kepala 

CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan 

kepada Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP dengan 
tembusan kepada 
CPIU 

6. Undangan Pengajuan 
Proposal dan Negosiasi 
Kontrak 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

  

7. Negosiasi Kontrak Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

Draft kontrak 
disampaikan ke 
calon konsultan 
untuk dipelajari 

8. Penyampaian Surat 
Permintaan NOL ke Bank 
Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja *cc Kepada 
Kepala CPMU 

9. Penerbitan NOL atas Hasil 
Negosiasi dan Draft 
Kontrak oleh Bank Dunia 

Bank Dunia Bank Dunia 7 hari kerja Untuk Perkiraan 
Nilai Kontrak 
diatas US$ 
1.000.000 
*cc Kepada 
Kepala CPMU 

10. Pengiriman NOL ke 
Panitia Pengadaan / Pokja 
ULP 

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan 
kepada Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP dengan 
tembusan kepada 
CPIU 

11. Penandatanganan 
Kontrak 

PPK - 1 hari kerja  

12. Penyampaian Salinan 
kontrak ke Bank Dunia 
untuk informasi 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Sebagai laporan 
dan untuk 
permintaan F- 384 
jika diperlukan 
*cc Kepada 
Kepala CPMU 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (ToR) dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta justifikasi SSS 

Penyusunan KAK/ToR, RAB dan justifikasi SSS dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh 

KPA. Apabila PPK belum menyerahkan dokumen KAK/ToR, RAB dan justifikasi SSS 

sampai dengan batas waktu yang tercantum pada Rencana Pengadaan, maka Kepala KPA 

harus mengirimkan surat kepada PPK untuk penyerahan dokumen KAK/ToR, RAB dan 

justifikasi SSS dimaksud; 
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b. Penyusunan HPS 

Dokumen HPS disusun oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP dan disahkan oleh PPK di 

masing-masing komponen loan terkait. Dokumen HPS merupakan perkiraan biaya 

pekerjaan yang realistis dan sesuai dengan harga pasar, dan akan digunakan sebagai 

salah satu bahan acuan dalam penilaian dan sebagai dasar negosiasi. HPS harus sudah 

diselesaikan oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP sebelum proses pengumuman 

dilakukan; 

c. Pengiriman Surat permintaan NOL ke Bank Dunia 

CPIU menyiapkan surat permintaan NOL atas KAK/ ToR/ RAB dilengkapi dengan 

justifikasi SSS yang telah disusun dan disetujui, untuk disampaikan dan dimintakan 

persetujuan dari Wakil Kepala CPMU, kemudian menyampaikan KAK/ ToR/ RAB dan 

justifikasi SSS kepada Bank Dunia untuk mendapatkan NOL, dengan tembusan 

disampaikan kepada Kepala CPMU; 

d. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk ToR, dan Justifikasi SSS 

Bank dunia menerbitkan NOL atas KAK/ToR beserta dokumen pendukungnya dan 

mengirimkan kepada Wakil Kepala CPMU dengan tembusan kepada Kepala CPMU; 

e. Pengiriman NOL Dokumen KAK/ToR ke Panitia Pengadaan oleh Wakil Kepala 

CPMU/CPIU  

Wakil Kepala CPMU mengirimkan KAK/ToR beserta justifikasi SSS yang sudah 

mendapat NOL dari Bank Dunia kepada Panitia Pengadaan / Pokja ULP dengan 

tembusan kepada Kepala CPMU; 

f. Undangan Pengajuan Proposal dan Negosiasi Kontrak 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP mengirimkan surat undangan untuk mengajukan 

proposal teknis dan biaya kepada konsultan terpilih, dengan dilampiri KAK/ToR 

sekaligus undangan negosiasi; 

g. Negosiasi Kontrak 

Negosiasi meliputi pembahasan KAK/ToR, rencana kerja dan metodologi, susunan 

Tim/Staf, syarat-syarat Khusus Kontrak, biaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

proposal teknis. Dalam pembahasan ini tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan 

yang substansial terhadap KAK/ToR atau kondisi dari kontrak dan mengurangi kualitas 

hasil akhir. KAK/ToR dan metodologi yang disepakati di dalam negosiasi ini harus 

dimasukkan ke dalam Deskripsi Jasa yang akan menjadi Bagian dari Kontrak. Negosiasi 

juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Izin bekerja di Indonesia bagi konsultan asing; 

2. Rekening bank atas nama perusahaan/konsultan baik untuk rekening dalam rupiah 

dan valuta asing; dan 

3. Hal lain terkait perpajakan. 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Biaya, 

berikut pernyataan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan yang ditandatangani 

oleh kedua pihak dan dilanjutkan dengan penyiapan Draft Kontrak berdasarkan 

kesepakatan tersebut. Draft kontrak harus direviuw dan diterima oleh calon konsultan 
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sebelum dimintakan NOL dari Bank Dunia, apabila nilai kontraknya lebih dari USD 

1,000,000. 

Penyampaian hasil negosiasi dan draft kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk 

dimintakan NOL kepada Bank Dunia untuk kontrak yang nilainya lebih dari USD 

1,000,000. 

h. Penyampaian Surat Permintaan NOL ke Bank Dunia (apabila diperlukan) 

CPIU membuat dan mengirimkan Surat Permintaan NOL atas Hasil Negosiasi dan Draft 

Kontrak beserta lampirannya kepada Wakil Kepala CPMU dan selanjutnya dengan surat 

pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU ; 

i. Penerbitan NOL untuk hasil negosiasi dan draft kontrak oleh Bank Dunia 

Bank Dunia menerbitkan dan mengirimkan NOL atas Draft Kontrak kepada Wakil 

Kepala CPMU dengan tembusan kepada Kepala CPMU;  

j. Pengiriman NOL ke Panitia Pengadaan / Pokja ULP  

Wakil Kepala CPMU mengirimkan NOL atas Hasil Negosiasi dan Draft Kontrak dari 

Bank Dunia kepada Panitia Pengadaan / Pokja ULP dengan tembusan kepada Kepala 

CPMU; 

k. Penandatanganan Kontrak 

Penandatanganan kontrak dilakukan segera setelah NOL Draft Kontrak diterima dari 

Bank Dunia, sebagai dasar bagi PPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja; 

l. Penyampaian Salinan kontrak ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya dengan surat 

pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU; sebagai 

permintaan F-384 for disbursement melalui STEP. 

 

V.5.2 Seleksi Konsultan Individual 

A. Metode Seleksi Konsultan Individual secara Kompetitif 

Metode Seleksi Konsultan Individual secara Kompetitif yaitu seleksi melalui kompetisi 

diantara minimal 3 (tiga) orang konsultan yang telah menyatakan minat (melalui surat 

lamaran) atau berdasarkan informasi kualifikasi tenaga ahli untuk pekerjaan yang 

ditawarkan. Untuk mendapatkan calon konsultan dengan kualifikasi yang diinginkan, 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP dapat membuat iklan, meminta CV dari perusahaan yang 

mempunyai calon konsultan yang sesuai, atau dengan cara lainnya dengan persetujuan 

Ketua Panitia Pengadaan / Pokja ULP . Dalam seleksi individual konsultan ini tidak ada 

pembuatan RFP/pemasukan proposal tetapi cukup draft kontrak. Kriteria evaluasi yang jelas 

dengan menomorsatukan kualitas dan diutamakan perbandingan CV. Pemenang ditentukan 

berdasarkan kualifikasi dan pengalaman terbaik dari perbandingan CV. Pemenang diminta 

untuk mengajukan Rencana Kerja dan Proposal Biaya, yang dilanjutkan dengan negosiasi. 

Kontrak harus sederhana dan jelas, termasuk hak dan kewajiban perpajakan maupun 

konversi mata uang. 
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Metode ini sangat cocok diterapkan untuk pekerjaan yang (i) tidak diperlukan kerja secara 

tim; (ii) tidak diperlukan dukungan professional tambahan dari luar; (iii) Pengalaman dan 

kualitas perseorangan menjadi syarat utama. 

Langkah-langkah dalam Seleksi Konsultan Individual secara Kompetitif adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.6. Prosedur Seleksi Konsultan Individual secara Kompetitif 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyusunan 
KAK/ToR  

PPK KPA 15 hari kerja  

2. Penyusunan HPS Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 10 hari kerja  

3. Pengiriman Surat 
permintaan NOL 
KAK/ToR ke Bank 
Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja *cc Kepada Kepala 
CPMU 

4. Penerbitan NOL oleh 
Bank Dunia untuk 
ToR 

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja Untuk posisi tertentu 
yang diminta oleh 
Bank, seperti 
Procurement Specialist, 
FM Specialist, Legal 
Experts 
*cc Kepada Kepala 
CPMU 

5. Pengiriman NOL ke 
Panitia Pengadaan / 
Pokja ULP 

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan kepada 
Panitia Pengadaan / 
Pokja ULP dengan 
tembusan kepada CPIU 

6. Penyusunan Shortlist 
(Perbandingan 3 CV) 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

Bisa didapatkan dengan 
memasang iklan 

7. Penilaian dan 
Evaluasi 3 CV dari 
Shortlist 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

7 hari kerja  

8. Pengiriman 
Undangan Pengajuan 
Proposal dan 
Negosiasi 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

1 hari kerja  

9. Negosiasi Draft 
Kontrak 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

Draft kontrak 
disampaikan ke calon 
konsultan untuk 
dipelajari 

10. Penetapan dan 
Pengumuman 
Pemenang 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 1 hari kerja  

11. Penandatanganan 
Kontrak 

PPK - 1 hari kerja  
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No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

12 Penyampaian Salinan 
kontrak ke Bank 
Dunia untuk 
informasi 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Dapat disampaikan saat 
post review Bank 
Dunia. 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (ToR) dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Penyusunan KAK/ToR dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. Apabila PPK belum 

menyerahkan dokumen KAK/ToR sampai dengan batas waktu yang tercantum pada 

Rencana Pengadaan, maka Kepala KPA harus mengirimkan surat kepada PPK untuk 

penyerahan dokumen KAK/ToR dimaksud; 

b. Penyusunan HPS 

Dokumen HPS disusun oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP dan disahkan oleh PPK di 

masing-masing komponen loan terkait. Dokumen HPS merupakan perkiraan biaya 

pekerjaan yang realistis dan sesuai dengan harga pasar, dan akan digunakan sebagai 

salah satu bahan acuan dalam penilaian dan sebagai dasar negosiasi. HPS harus sudah 

diselesaikan oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP sebelum proses pengumuman 

dilakukan; 

c. Pengiriman Surat Permintaan NOL KAK/ToR ke Bank Dunia  

CPIU menyiapkan surat permintaan NOL atas KAK/ ToR untuk disampaikan dan 

dimintakan persetujuan dari Wakil Kepala CPMU, kemudian menyampaikan KAK/ ToR 

kepada Bank Dunia untuk mendapatkan NOL, dengan tembusan disampaikan kepada 

Kepala CPMU;. 

d. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk KAK/ToR  

Bank Dunia menerbitkan NOL atas Dokumen KAK/ ToR mengirimkan kepada Wakil 

Kepala CPMU dengan tembusan kepada Kepala CPMU;  

e. Pengiriman NOL KAK/ToR ke Panitia Pengadaan  

Wakil Kepala CPMU mengirimkan KAK/ToR yang sudah mendapat NOL dari Bank 

Dunia kepada Panitia Pengadaan / Pokja ULP dengan tembusan kepada Kepala CPMU; 

f. Penyusunan Shortlist (Perbandingan 3 CV) 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP menyusun Shortlist dengan melakukan evaluasi atas 

surat lamaran yang masuk, CV yang masuk atas undangan langsung oleh Panitia 

Pengadaan / Pokja ULP atau CV yang diperoleh dari perusahaan yang mempunyai calon 

konsultan dengan keahlian yang diinginkan. 
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g. Penilaian dan Evaluasi 3 (tiga) CV dari Shortlist 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP melakukan penilaian dan evaluasi lebih lanjut atas CV 

dari shortlisted Konsultan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang diinginkan. 

Kualitas dan kompetensi konsultansi dinilai dengan melihat hal-hal berikut: 

1. Latar belakang; 

2. Pengalaman di bidang pekerjaan sejenis; dan 

3. Pengetahuan akan budaya, sistem administrasi dan organisasi pemerintahan 

setempat. 

Hasil evaluasi CV dimuat dalam Laporan Hasil Evaluasi. 

h. Pengiriman Undangan Pengajuan Proposal dan Negosiasi  

Panitia Pengadaan / Pokja ULP mengirimkan surat permintaan rencana kerja dan biaya 

kepada konsultan terpilih dengan dilampiri kerangka kerja (KAK/ToR) sekaligus 

undangan negosiasi; 

i. Negosiasi Draf Kontrak 

Negosiasi ini harus membahas KAK/ToR, Syarat-syarat Khusus Kontrak, biaya, dan hal-

hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Dalam pembahasan ini tidak 

dibenarkan untuk melakukan perubahan yang substansial terhadap KAK/ToR atau 

kondisi dari kontrak dan mengurangi kualitas hasil akhir. KAK/ToR yang disepakati 

didalam negosiasi ini harus dimasukkan kedalam Deskripsi Jasa yang akan menjadi 

bagian dari Kontrak. Negosiasi juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Izin bekerja di Indonesia bagi konsultan asing; 

2. Rekening bank atas nama perusahaan/konsultan baik untuk rekening dalam rupiah 

dan valuta asing; dan 

3. Hal lain terkait perpajakan. 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Negosiasi berikut 

pernyataan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan yang ditandatangani oleh 

kedua pihak dan dilanjutkan dengan penyiapan Draf Kontrak berdasarkan kesepakatan 

tersebut. Draft kontrak harus direviu dan diterima oleh calon konsultan sebelum 

dimintakan NOL dari Bank Dunia, apabila diperlukan.  

j. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 

Penetapan pemenang dilakukan oleh PPK. Panitia Pengadaan / Pokja ULP harus 

mempublikasikan nama pemenang kontrak, jangka waktu dan ringkasan ruang lingkup 

kontrak yang dimenangkan dalam website atau portal elektronik lainnya yang dapat 

diakses secara bebas; 

k. Penandatanganan Kontrak 

Penandatanganan kontrak dilakukan segera setelah penetapan dan pengumuman 

pemenang; 

l. Penyampaian Salinan kontrak ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya dengan surat 

pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU;  



 

72 
 

B. Metode Seleksi Konsultan Individual dengan Single Source-Selection 

Secara umum, metode Single Source Selection (SSS) untuk konsultan individual sama dengan 

metode SSS untuk perusahaan. Dalam SSS untuk konsultan individual, tidak diperlukan 

permintaan NOL untuk draft kontrak, kecuali untuk nilai kontrak lebih besar atau sama 

dengan US$ 300.000. 

 

V.6 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Selain Konsultan 

Untuk setiap paket pengadaan barang/jasa selain konsultan dilakukan dengan metode 

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengadaan. Penjelasan masing- masing 

metode adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.7 Metode Pemilihan Penyedia untuk Barang/Jasa Selain Konsultan 

No Metode Threshold Keterangan 

1 National Competitive 
Bidding (NCB) 

(Barang) 

< US$ 2.000.000 Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana. 
Seluruh proses pengadaan dan kontrak tidak 
memerlukan prior review, dikarenakan prior 
review Bank Dunia hanya diperlukan untuk 
perkiraan nilai kontrak bernilai ≥US$ 2.000.000. 

2 National Competitive 

Bidding (NCB) (Jasa 
Selain Konsultan) 

< US$ 10.000.000 Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana. 
Seluruh proses pengadaan dan kontrak tidak 

memerlukan prior review, dikarenakan prior 
review Bank Dunia hanya diperlukan untuk 
perkiraan nilai kontrak bernilai ≥US$ 2.000.000. 

2 Shopping (Barang) < US$ 100.000 Sederhana dan cepat, tidak memerlukan 
formalitas dari proses tender. Dilakukan 
berdasarkan pembandingan harga penawaran 
tertulis dari beberapa supplier, dengan minimal 
3 penawaran tertulis yang memenuhi syarat 
teknis. 
Tidak memerlukan prior review 

3. Shopping (Jasa Selain 
Konsultan) 

< US$ 100.000 Sederhana dan cepat, tidak memerlukan 
formalitas dari proses tender. Dilakukan 
berdasarkan pembandingan harga penawaran 
tertulis dari beberapa penyedia jasa, dengan 
minimal 3 penawaran tertulis yang memenuhi 
syarat teknis. 
Tidak memerlukan prior review 

4. Direct Contracting 
(Barang dan Jasa 
Selain Konsultan) 

Tidak ada Threshold 
namun justifikasi 
diperlukan 

Penyedia tidak diharuskan mengirimkan 
proposal, namun negosiasi bisa langsung 
dilakukan setelah Penyedia mengajukan 
penawaran. 
Untuk perkiraan nilai kontrak ≥ US$ 2.000.000 
dilakukan dengan prior review 
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Seluruh proses transaksi dengan Bank Dunia (termasuk pengumuman pengadaan) baik 

untuk proses prior maupun post review, wajib dilakukan melalui aplikasi STEP (Systematic 

Tracking of Exchanges in Procurement) di laman step.worldbank.org. 

Untuk setiap paket pengadaan barang/jasa selain konsultan dilakukan dengan metode 

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengadaan. Penggunaan metode 

lainnya yaitu International Competitive Bidding (ICB) hanya digunakan untuk perkiraan nilai 

kontrak ≥ US$2.000.000 (untuk Barang) dan ≥ US$10.000.000 (untuk Jasa Selain Konsultan) 

mengacu pada ketentuan Bank’s Procurement Guidelines, dan bilamana ditetapkan dalam 

Rencana Pengadaan. 

 

A. Metode National Competitive Bidding (NCB) 

NCB merupakan pengadaan barang/jasa selain konsultan nasional yang mempersaingkan 

para rekanan nasional, meskipun tidak tertutup kemungkinan keikutsertaan peserta dari luar 

negeri. NCB merupakan metode pengadaan yang paling sesuai untuk pekerjaan secara 

geografis tersebar atau rentang waktu yang, pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga 

kerja, atau barang/ jasa selain konsutan tersedia dengan harga lebih rendah daripada pasar 

internasional. Lelang dilakukan secara terbuka, tidak ada pembatasan wilayah peserta 

(peserta asing diperbolehkan ikut) dan tidak ada preferensi terhadap klasifikasi lainnya. 

Langkah-langkah dalam prosedur NCB ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.8 Prosedur National Competitive Bidding (NCB) 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyiapan 
Dokumen lelang, 
HPS, dan Draft 
Pengumuman 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 15 hari kerja * Tugas Panitia 
Pengadaan / Pokja 
ULP dalam proses 
pengadaan bisa 
dilakukan oleh Pokja 
ULP  
Apabila diperlukan 
NOL dari Bank Dunia 
untuk HPS dan 
spesifikasi Teknis, 
maka terlebih dahulu 
perlu disetujui oleh 
Wakil Kepala CPMU.  

2. Pengumuman 
/iklan 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

- 1 hari kerja Melalui SPSE dan 
minimal disampaikan 
di website 
Kementerian/ 
Proyek/Koran 
Nasional 

3. Penyediaan 

Dokumen Lelang** 

Panitia 

Pengadaan / 
Pokja ULP 

   

4. Pemberian 
Penjelasan 
Pekerjaan 
(optional)** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

 1 hari kerja Dilaksanakan 
minimal 5 hari kerja 
setelah pengumuman 

5. Klarifikasi dan 
Jawaban Tertulis** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

 Sesuai kolom 
keterangan 

klarifikasi dari 
penyedia harus 
dikirimkan paling 
lambat 10-14 hari 
kalender sebelum 
batas akhir 
pemasukan proposal 
jawaban terhadap 
klarifikasi diberikan 
paling lambat 7 hari 
kerja sebelum batas 
akhir pemasukan. 

6. Penyiapan dan 
Pemasukan 
Penawaran** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

-  Calon penyedia 
diberikan waktu 21 
hari (Untuk metode 
Pelelangan Umum) 
atau 10 hari (untuk 
metode Pelelangan 
Sederhana) sejak 
pengumuman untuk 
menyiapkan 
penawaran 
Pengambilan 
dokumen lelang 
dapat dilakukan 
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No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

sampai dengan 1 hari 
kerja sebelum batas 
akhir pemasukan 

7. Pembukaan 
Penawaran** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan 
/ Pokja ULP 

1 hari kerja  

8. Evaluasi dan 
Rekomendasi 
Pemenang Lelang 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan 
/ Pokja ULP 

Sesuai 
Kebutuhan 

Apabila estimasi nilai 
USD ≥2,000,000 
diperlukan NOL dari 
Bank Dunia, maka 
rekomendasi 
pemenang pelelangan 
ditujukan untuk 
memperoleh 
persetujuan dari Wakil 
Kepala CPMU, dan 
disampaikan melalui 
STEP. 

9. Penetapan dan 
Pengumuman 
Pemenang Lelang 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 1 hari kerja Disampaikan juga 
melalui STEP 

10. Penandatanganan 
Kontrak** 

PPK - 1 hari kerja maksimal 14 hari kerja 
setelah pengumuman 
pemenang 

11. Penyampaian 
Salinan Kontrak 
kepada Bank Dunia 
untuk informasi 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Untuk informasi 
melalui STEP sekaligus 
untuk permintaan F-
384 (apabila 
diperlukan) 

  **juga direkam/disampaikan melalui STEP 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Penyiapan Dokumen lelang, HPS, dan Draft Pengumuman  

Panitia Pengadaan / Pokja ULP menyiapkan dokumen lelang yang isinya harus memuat 

informasi mengenai: 

1. undangan lelang; 

2. instruksi kepada peserta lelang; 

3. lembar data lelang; 

4. syarat umum kontrak; 

5. syarat khusus kontrak; 

6. daftar dan jadwal permintaan barang; 
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7. spesifikasi teknis, kerangka kerja jasa selain konsultan; dan 

8. Contoh format meliputi Format Surat Penawaran dan Daftar Harga Penawaran, 

Format Kontrak, Format Surat Jaminan Pelaksanaan, Format Surat Jaminan 

Pembayaran Uang Muka, dan Format Surat Otorisasi dari Pabrik. 

Untuk HPS dan spesifikasi teknis yang memerlukan NOL dari Bank Dunia, diajukan 

kepada Wakil Kepala CPMU untuk mendapatkan persetujuan. Spesifikasi teknis tersebut 

sebelumnya perlu di verifikasi oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP . untuk menjamin 

kompetisi dalam proses lelang (tidak mengarah pada produk tertentu dan tidak 

menyebutkan merek) dan menghindari salah penafsiran yang mengakibatkan spesifikasi 

teknis yang ditawarkan menjadi terlalu tinggi/rendah dari kebutuhan. Selanjutnya, 

spesifikasi teknis yang sudah disetujui oleh Wakil Kepala CPMU dimasukkan ke dalam 

dokumen lelang. 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP  dan 

disahkan oleh PPK, perhitungannya harus dilakukan dengan cermat, dengan 

menggunakan dan mempertimbangkan salah satu atau lebih data dasar berikut ini: 

a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; 

b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate (EE); 

c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;  

d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat 

yang pernah dilaksanakan; 

e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat 

dipertanggungjawabkan; 

f. harga/ public barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau 

lembaga independen; 

g. daftar harga standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan 

h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran 

yang masuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Seluruh 

dokumen untuk prosedur NCB termasuk kontrak menggunakan Bahasa Indonesia.  

b. Pengumuman/Iklan 

Pengumuman untuk lelang dilakukan melalui SPSE atau papan pengumuman resmi dan 

website Kementerian atau portal elektronik lainnya yang dapat diakses secara bebas. 

Pengumuman juga dapat diiklankan melalui surat kabar/media cetak yang memiliki 

peredaran luas secara nasional; 

c. Penyediaan Dokumen Lelang 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP menyediakan dokumen lelang yang memuat jadwal, 

biaya, dan tempat pendaftaran. yang dicantumkan pada pengumuman untuk tujuan 

kejelasan bagi calon peserta lelang. Dokumen lelang terkait tidak boleh diedarkan pada 

publik sebelum tanggal yang tercantum pada pengumuman. Dokumen lelang harus 

diberikan kepada siapa saja yang berminat dengan membayar biaya dokumen, jika 
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ditetapkan. Pengambilan dokumen lelang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan di 

atas; 

d. Pemberian Penjelasan Pekerjaan 

Pemberian penjelasan pekerjaan dilaksanakan minimal 5 hari kerja setelah pengumuman. 

Tahap ini bersifat optional sehingga dapat dilakukan atau pun tidak; 

e. Klarifikasi dan Jawaban Tertulis 

Permintaan klarifikasi disampaikan oleh peserta lelang kepada Panitia Pengadaan / 

Pokja ULP melalui aplikasi SPSE paling lambat 10 (sepuluh) hari untuk Pelelangan Umum 

atau 5 (lima) hari untuk Pelelangan Sederhana sebelum batas akhir pemasukan dokumen 

penawaran. Klarifikasi ini dilakukan untuk meminta penjelasan tentang hal-hal yang 

dirasa kurang jelas dalam dokumen lelang. Panitia Pengadaan / Pokja ULP wajib 

menjawab seluruh pertanyaan yang masuk melalui sistem SPSE yang dapat diakses oleh 

peserta lelang yang telah mendaftar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (untuk Pelelangan 

Umum) atau 3 (tiga) hari kerja (untuk Pelelangan Sederhana) sebelum batas akhir 

pemasukan dokumen penawaran; 

f. Penyiapan dan Pemasukan Penawaran 

Dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang harus mencakup informasi 

sebagai berikut: 

1. Format Surat Penawaran beserta Daftar Harga Penawaran dengan menyebutkan 

barang/jasa yang akan dipasok, penjelasan tentang barang/jasa, negara asal, jumlah 

dan harga 

2. Bukti-bukti Dokumen yang menunjukkan kelayakan dan kualifikasi Peserta Lelang. 

3. Bukti-bukti Dokumen yang menunjukkan kelayakan barang dan jasa yang akan 

dipasok dan kesesuaiannya dengan dokumen lelang. 

4. Syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam dokumen lelang. 

Peserta yang akan mengajukan penawaran harus melakukan upload dokumen dalam 

sistem. Proses ini dapat dilakukan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 

oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP di dalam sistem SPSE; 

g. Pembukaan Penawaran 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP membuka penawaran di hadapan wakil-wakil peserta 

lelang pada waktu, tanggal dan tempat yang disebut dalam Lembar Data Lelang, setelah 

waktu penutupan penyampaian Dokumen Penawaran. Tidak ada penawaran yang 

digugurkan pada saat pembukaan penawaran. Panitia Pengadaan harus membuat Berita 

Acara Pembukaan Penawaran yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP 

dan wakil Peserta lelang yang hadir; 

h. Evaluasi dan Rekomendasi Pemenang Lelang 

Evaluasi penawaran adalah kegiatan untuk memeriksa, meneliti, dan membandingkan 

semua penawaran yang telah disampaikan dengan syarat-syarat yang diatur dalam 

dokumen pengadaan. Evaluasi penawaran meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi 

teknis, dan evaluasi harga.  
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Penawaran yang memenuhi syarat (lulus) administrasi akan dievaluasi secara teknis. 

Penawaran yang memenuhi syarat (lulus) teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga. 

Penawaran yang tidak lulus penilaian, tidak diikutsertakan pada tahapan selanjutnya 

dan dinyatakan gugur. Pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan / 

Pokja ULP terhadap semua penawaran yang masuk berdasarkan kriteria, metode, dan 

tatacara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 

Tujuan evaluasi penawaran adalah untuk menentukan penawaran yang memenuhi 

syarat dan menawarkan biaya yang dievaluasi terendah, dengan memperbandingkan 

antar penawaran. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai 

dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen 

pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran 

bersyarat.  

Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 

1. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan 

akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan. 

2. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pengadaan. 

3. Adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di luar 

ketentuan dokumen pengadaan yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat 

dan/atau tidak adil di antara peserta pengadaan yang memenuhi syarat. 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP harus menyiapkan laporan terinci mengenai evaluasi dan 

perbandingan penawaran dengan alasan yang jelas sebagai dasar rekomendasi untuk 

menentukan pemenang. Tidak ada peserta lelang yang digugurkan atas hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan kemampuannya dalam menyelesaikan kontrak. Peserta tidak 

digugurkan hanya karena kegagalannya memenuhi HPS atau bagian dari HPS tertentu. 

Tidak ada negosiasi dengan calon pemenang. 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP merekomendasikan pemenang lelang: (i) penawaran 

memenuhi syarat; (ii) hasil evaluasi menetapkan bahwa biaya hasil evaluasi adalah yang 

terendah; dan (iii) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kontrak dengan baik. 

Hasil evaluasi juga disampaikan melalui STEP. 

Apabila estimasi nilai USD ≥2,000,000 diperlukan NOL dari Bank Dunia, maka 

rekomendasi pemenang pelelangan ditujukan kepada Wakil Kepala CPMU untuk 

memperoleh persetujuan. 

i. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP menjelaskan bahwa seluruh penawaran dari peserta 

lelang sudah diterima dan telah menetapkan pemenang lelang secara tertulis kepada 

seluruh peserta lelang. Penetapan pemenang juga disampaikan melalui STEP. 

Bersamaan dengan pemberitahuan kepada Peserta Lelang, Panitia Pengadaan / Pokja 

ULP juga memberitahukan hasil lelang tersebut kepada setiap Peserta Lelang lainnya 

yang tidak berhasil dan mengembalikan Surat Jaminan Penawaran.  
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Peserta Lelang yang penawarannya tidak terpilih, dapat meminta secara tertulis 

penjelasan dari Panitia Pengadaan / Pokja ULP, dan Panitia Pengadaan / Pokja ULP akan 

segera menjawab kepada Peserta Lelang secara tertulis.  

j. Penandatanganan Kontrak 

Setelah penetapan pemenang, dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak antara PPK 

dengan pemenang lelang. PPK mengirimkan Format Kontrak sesuai dengan yang ada di 

dokumen lelang. Selambat- lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari setelah menerima 

Format Kontrak, Pemenang Lelang harus sudah menyerahkan Surat Jaminan 

Pelaksanaan sesuai dengan format yang ada di dalam dokumen lelang atau format lain 

yang bisa diterima oleh PPK, melengkapi seluruh kesepakatan antara kedua belah pihak, 

menandatangani dan mengembalikannya kepada PPK. 

Apabila pemenang Lelang gagal dalam memenuhi persyaratan di atas dapat menjadi 

dasar untuk pembatalan penetapan pemenang lelang serta penyitaan Surat Jaminan 

Penawaran. PPK selanjutnya akan menetapkan calon pemenang lelang berikutnya atau 

mengadakan pelelangan baru. 

k. Penyampaian Salinan Kontrak kepada Bank Dunia 

CPIU mengirimkan salinan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya 

dengan surat pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU; 

sebagai permintaan F-384 for disbursement melalui STEP. 

 

B. Metode Shopping 

Shopping adalah suatu metode pengadaan yang sederhana untuk pengadaan barang eceran, 

jasa selain konsultan untuk kegiatan yang sederhana dan tidak kompleks, berspesifikasi 

standar dengan nilai sampai dengan US$ 100.000 untuk jenis pengadaan Barang dan dengan 

nilai sampai dengan US$ 100.000 untuk jenis pengadaan jasa selain konsultan. Metode ini 

dilaksanakan dengan membandingkan penawaran harga dari minimum tiga Penyedia 

Barang/Jasa Selain Konsultan, untuk memastikan harga bersaing. Dalam Shopping tidak 

dilakukan aanwidjzing/pre-bid meeting, tidak ada proses negosiasi teknis/harga, dan tidak ada 

masa sanggah. 

Langkah-langkah dalam metode shopping ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.9 Prosedur Shopping 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyiapan 
Dokumen 
Shopping (RFQ) 
dan HPS** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 15 hari kerja *Tugas Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP dalam 
proses pengadaan 
bisa dilakukan 
oleh Pokja ULP 

2. Penyampaian surat 
undangan (RFQ)** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

- 1 hari kerja  

3. Pemasukan 
Penawaran** 

Penyedia 
Barang/Jasa 
Selain Konsultan 

- 7 - 14 hari 
kerja 

 

4. Pembukaan 
Penawaran** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan 
/ Pokja ULP 

1 hari kerja  

5. Evaluasi dan 
Rekomendasi 
Calon 
Pemenang*** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan 
/ Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

 

6. Penetapan dan 
Pengumuman 
Pemenang 
Shopping** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 1 hari kerja  

7. Penandatanganan 
Kontrak** 

PPK - 1 hari kerja Maksimal 7 hari 
kerja setelah 
pengumuman 
pemenang 

8. Penyampaian 
Salinan kontrak 
kepada Bank 
Dunia untuk 
informasi** 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Dapat diberikan 
saat post-review 

**juga direkam/disampaikan melalui STEP 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penyiapan Dokumen Shopping 

Panitia Pengadaan / Pokja ULP menyusun Dokumen Shopping yang meliputi antara lain 

Surat Permintaan Penawaran (Request for Quotation), Daftar serta Spesifikasi Barang yang 

akan dibeli, kerangka kerja jasa selain konsultan Jadwal Waktu, dan Tempat Pengiriman 

Barang. Dalam format undangan harus dicantumkan konfirmasi apakah calon penyedia 

barang akan menyampaikan penawaran atau tidak. 

Dokumen Shopping dan HPS disusun oleh Panitia Pengadaan dan disahkan oleh PPK. 

Dalam Shopping spesifikasi teknis/gambar harus jelas, sedangkan HPS perhitungannya 

harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan dan mempertimbangkan salah 

satu atau lebih seperti berikut ini: 
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1. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; 

2. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate (EE); 

3. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; 

4. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat 

yang pernah dilaksanakan; 

5. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat 

dipertanggungjawabkan; 

6. Harga/public barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau 

lembaga independen; 

7. Daftar harga standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan 

8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Penyampaian Surat Permintaan Penawaran 

Undangan diberikan kepada sejumlah penyedia barang yang berkualifikasi baik dengan 

dilampiri Dokumen Shopping. Panitia Pengadaan / Pokja ULP dapat mengumpulkan data 

mengenai penyedia barang yang akan diundang dari berbagai sumber, antara lain 

internet, brosur, maupun rekomendasi pihak lain; 

c. Pemasukan Penawaran 

Agar proses dapat dilanjutkan, harus ada minimal 3 penawaran yang diterima. 

Penawaran dapat disampaikan melalui surat, faksimili atau diantar langsung dan harus 

diterima oleh Panitia Pengadaan / Pokja ULP tidak melebihi dari jam dan tanggal yang 

tercantum dalam Undangan; 

d. Pembukaan Penawaran 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP akan membuka penawaran segera setelah waktu terakhir 

pemasukan penawaran yang tercantum dalam surat undangan dan membuat Berita 

Acara Pembukaan Penawaran; 

e. Evaluasi dan Rekomendasi Calon Pemenang 

Tujuan evaluasi penawaran adalah untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi 

spesifikasi yang ditetapkan dengan biaya terendah (lowest responsive evaluated price). 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP menyiapkan laporan evaluasi dan perbandingan 

penawaran sebagai dasar rekomendasi untuk menentukan calon pemenang. Panitia 

Pengadaan/ Pokja ULP akan memilih calon pemenang berdasarkan hasil evaluasi yang 

menunjukkan: 

1. Penawarannya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan; dan  

2. Harga penawarannya terendah. 

f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP mengeluarkan surat penetapan pemenang lelang dan 

memberitahu/mengumumkan kepada seluruh peserta shopping tentang penetapan 

pemenang yang telah disahkan oleh PPK; 
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g. Penandatanganan Kontrak 

Bersamaan dengan pemberitahuan kepada Penyedia Barang yang menang, Panitia 

Pengadaan/ Pokja ULP  mengirimkan draft kontrak dan setelah disepakati oleh kedua 

belah pihak dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh PPK; 

h. Penyampaian Salinan Kontrak ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan salinan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya 

dengan surat pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU; 

sebagai permintaan F-384 for disbursement melalui STEP. 

 

C. Metode Direct Contracting (DC) 

Direct Contracting adalah metode pengadaan tanpa kompetisi (penunjukkan langsung). 

Untuk perkiraan nilai kontrak ≥ US$ 2.000.000 dilakukan dengan prior review. Penggunakan 

metode ini harus dinyatakan dalam rencana pengadaan. Metode ini dapat dilaksanakan bila 

memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut ini: 

a. Kontrak yang sedang berjalan untuk barang atau pekerjaan dapat diperpanjang bila: 

1. Barang atau jasa tambahan yang mempunyai sifat yang serupa; 

2. Tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dengan kompetisi lebih lanjut; dan 

3. Harga dalam kontrak yang diperpanjang merupakan harga yang wajar. 

b. Standarisasi peralatan atau suku cadang yang cocok dengan peralatan yang ada sekarang 

mungkin mengharuskan pembelian tambahan kepada pemasok asli; 

c. Peralatan yang dibutuhkan hanya bisa didapatkan dari satu sumber (pemasok tertentu); 

d. Penyedia barang bertanggung jawab atas proses yang membutuhkan pembelian bagian 

yang penting dari pemasok khusus sebagai prasyarat jaminan kinerjanya; dan 

e. Dalam kasus luar biasa, seperti pada kasus bencana alam atau kebutuhan mendesak. 

Langkah-langkah dalam prosedur DC ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.10 Prosedur Direct Contracting 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyiapan HPS dan 
Spesifikasi Teknis, 
KAK/ToR, dan 
justifikasi DC** 

Panitia 
Pengadaan / 
Pokja ULP 

PPK 15 hari kerja *Tugas Panitia 
Pengadaan / Pokja 
ULP dalam proses 
pengadaan bisa 
dilakukan oleh 
Pokja ULP 

2. Pengiriman Surat 
Permintaan NOL atas 
spesifikasi teknis, 
KAK/ToR, dan 

justifikasi DC ke Bank 
Dunia ** 

 CPIU Wakil Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Justifikasi 
dikirimkan pada 
saat mengirimkan 
procurement plan 

*cc kepada Kepala 
CPMU 
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No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

3. Penerbitan NOL oleh 
Bank Dunia untuk 
spesifikasi teknis, 
KAK/ToR, HPS, dan 
justifikasi DC** 

Bank Dunia Bank Dunia 5 hari kerja Diperlukan untuk 
seluruh kontrak, 
tidak terkecuali 
untuk nilai HPS 
dibawah US$ 
2,000.000. 
*cc kepada Kepala 
CPMU 

4. Pengiriman NOL ke 
Panitia Pengadaan** 

Wakil Kepala 
CPMU 

- 1 hari kerja *ditujukan kepada 
Panitia Pengadaan 
/ Pokja ULP 
dengan tembusan 
kepada CPIU 

5. Undangan Pengajuan 
Penawaran dan 
Negosiasi Kontrak** 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

- 1 hari kerja  

6. Negosiasi Kontrak** Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

Draft kontrak 
disampaikan ke 
calon konsultan 
untuk dipelajari 

7. Penandatanganan 
Kontrak** 

PPK - 1 hari kerja  

8. Penyampaian Salinan 
kontrak ke Bank Dunia 
untuk informasi** 

 CPIU Wakil Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Sebagai laporan 
dan untuk 
permintaan F- 384 
(apabila 
diperlukan) 
melalui STEP 

**juga direkam/disampaikan melalui STEP 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (untuk penggunaan aplikasi 

STEP, lihat tanda (**) di atas: 

a. Penyiapan HPS dan Spesifikasi Teknis, KAK/ToR, dan justifikasi Direct Contracting  

Dokumen HPS dan Spesifikasi Teknis disusun oleh Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dan 

disahkan oleh PPK di masing-masing komponen loan terkait. Dokumen HPS merupakan 

perkiraan biaya pekerjaan yang realistis dan sesuai dengan harga pasar, dan akan 

digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam penilaian dan negosiasi. HPS dan 

spesifikasi teknis harus sudah diselesaikan oleh Panitia Pengadaan/ Pokja ULP sebelum 

proses pengumuman dilakukan; 

b. Pengiriman Surat permintaan NOL atas spesifikasi teknis, KAK/ToR, dan justifikasi 

Direct Contracting ke Bank Dunia 

CPIU menyiapkan surat permintaan NOL atas Dokumen KAK/ToR, draft Surat 

Permintaan Penawaran, dokumen DC, dan alasan DC (justification letter) untuk disetujui 

oleh Wakil Kepala CPMU, kemudian menyampaikan Dokumen KAK/ToR beserta surat 
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permintaan NOL kepada Bank Dunia guna mendapatkan persetujuan dengan tembusan 

disampaikan kepada Kepala CPMU; 

c. Penerbitan NOL oleh Bank Dunia untuk spesifikasi teknis/ToR, HPS, dan Justifikasi 

DC 

Bank dunia menerbitkan NOL atas Dokumen KAK/ToR, HPS, serta justifikasi DC dan 

mengirimkan kepada Wakil Kepala CPMU dengan tembusan NOL kepada Kepala 

CPMU; 

d. Pengiriman NOL Dokumen KAK/ToR beserta dokumen pendukungnya ke Panitia 

Pengadaan / Pokja ULP  oleh Wakil Kepala CPMU 

Wakil Kepala CPMU mengirimkan Dokumen KAK/ToR beserta dokumen 

pendukungnya yang sudah mendapat NOL dari Bank Dunia kepada Panitia Pengadaan 

/ Pokja ULP dan mengirimkan copy  NOL Bank Dunia beserta dokumen pendukungnya 

kepada Kepala CPMU sebagai tembusan; 

e. Undangan Pengajuan Penawaran dan Negosiasi Kontrak 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP mengirimkan surat undangan kepada penyedia barang 

terpilih untuk mengajukan proposal penawaran, dengan dilampiri spesifikasi teknis, 

KAK/ToR sekaligus undangan negosiasi; 

f. Negosiasi Kontrak 

Negosiasi Teknis dan Harga mencakup pembahasan spesifikasi teknis, jangka waktu 

pelaksanaan, layanan purna jual, harga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Kepala CPMU. 

Setelah diperoleh kesepakatan dalam negosiasi, selanjutnya dibuat Draft Kontrak. Hasil 

negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga; 

g. Penandatanganan Kontrak 

Bersamaan dengan pemberitahuan kepada Penyedia Barang yang ditunjuk, Panitia 

Pengadaan/ Pokja ULP mengirimkan Draft Kontrak untuk melengkapi seluruh 

kesepakatan antara kedua belah pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan 

penandatanganan kontrak oleh PPK; 

h. Penyampaian Salinan Kontrak ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan salinan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya 

dengan surat pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU  

sebagai laporan dan untuk permintaan F-384 for disbursement, jika perlu, dan form ini akan 

diterbitkan secara otomastis melalui aplikasi STEP. 

 

V.7 Pengadaan Jasa Konstruksi 

Terdapat beberapa metode seleksi konstruksi yang disarankan untuk digunakan pada P3TB 

dengan kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 5.11. Metode Seleksi Konstruksi 

No. Metode Threshold Keterangan 

1. International 
Competitive Bidding 

(ICB)  

≥ USD 
25.000.000  

mengacu pada ketentuan Bank’s 
Procurement Guidelines, memerlukan prior 
review Bank Dunia 

2. National Competitive 
Bidding (NCB)  

 < USD 
25.000.000 
 

Pelelangan Umum, Pelelangan 
Sederhana. Seluruh proses pengadaan 
dan kontrak tidak memerlukan prior 
review. Prior review Bank Dunia hanya 
diperlukan untuk perkiraan nilai kontrak 
bernilai ≥US$ 10.000.000 

3. Shopping/Request for 
Quotation (RFQ) 

≤ USD 200.000 Sederhana dan cepat, tidak memerlukan 
formalitas dari proses tender. Dilakukan 
berdasarkan pembandingan harga 
penawaran tertulis dari beberapa 
supplier, dengan minimal 3 penawaran 
tertulis yang memenuhi syarat teknis. 
Tidak memerlukan prior review 

4. Direct Contracting 

(Penunjukan 
Langsung) 

Tidak ada 
Threshold namun 

justifikasi 
diperlukan 

Penyedia tidak diharuskan mengirimkan 
proposal, namun negosiasi bisa langsung 
dilakukan setelah Penyedia mengajukan 
penawaran. 
Untuk perkiraan nilai kontrak ≥ US$ 
10.000.000 dilakukan dengan prior review 

 

Seluruh proses transaksi dengan Bank Dunia (termasuk pengumuman pengadaan) baik 

untuk proses prior maupun post review, wajib dilakukan melalui aplikasi STEP (Systematic 

Tracking of Exchanges in Procurement) di laman step.worldbank.org. 

Untuk setiap paket pengadaan jasa konstruksi dilakukan dengan metode sesuai dengan yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pengadaan. Penggunaan metode lainnya yaitu International 

Competitive Bidding (ICB) hanya digunakan untuk perkiraan nilai kontrak ≥ US$ 25.000.000 

mengacu pada ketentuan Bank’s Procurement Guidelines, dan bilamana ditetapkan dalam 

Rencana Pengadaan. 

 

A. Metode International Competitive Bidding (ICB) 

International Competitve Bidding (ICB) atau biasa disebut juga Pelelangan Internasional adalah 

metoda pelelangan yang dilakukan dengan undangan internasional dan melibatkan 

penyedia nasional maupun asing dengan merujuk Procurement Guidelines dari Lembaga 

Pemberi Pinjaman (Bank Dunia). Langkah-langkah prosedur pengadaan Jasa Konstruksi 

dengan metoda ICB adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.12. Prosedur ICB 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Maks. Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1.  Penyiapan 
Dokumen 
Lelang dan 
Pengumuman 
Pelelangan  
(lklan) 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

PPK 15 hari kerja  

2.  Draft Dokumen 
Lelang dan 
Pengumuman 
Pelelangan 
(Iklan) 

CPIU  Wakil 
Kepala 
CPMU 

10 hari kerja * proses pengadaan bisa 
dilakukan oleh Panitia 
Pengadaan/ Pokja ULP.  

3.  Pegiriman 
Dokumen 
Lelang dan 
Pengumuman 
ke Bank Dunia 
untuk direview 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Untuk kontrak prior review 

diperlukan NOL dari Bank 
Dunia untuk Dokumen 
Lelang dan Pengumuman 
Pelelangan, maka terlebih 
dahulu perlu disetujui oleh 
Wakil Kepala CPMU.  

4.  Penayangan RFB 
(Iklan) 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

- 1 hari kalendar 
untuk koran 
nasional 
untuk/14 hari 
kalender untuk 
website) 

 

5.  Penjelasan 
Pekerjaan 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP 

   

6.  Pemasukan 
Penawaran 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

- Minimal 14 hari 
kerja 

Terhitung dari tanggal 
pengumuman di UNDB 
Online 

7.  Pembukaan 
Penawaran 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

 1 hari kerja Terhitung dari tanggal 
terakhir penerimaan minat 

8.  Evaluasi 
Penawaran 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

ULP/ 
Pejabat 
Pengadaan 

14 hari kerja Terhitung dari tanggal 
terakhir penerimaan minat 

9.  Pengiriman hasil 
evaluasi dan 

rekomendasi 
Pemenang ke 
Bank Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 

CPMU 

1 hari kerja  

10.  Penetapan 
Pemenang 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

PPK  
1 hari kerja 

Dilakukan paling lambat 
14 hari setelah NOL 
diterbitkan 

11.  Penandatangan 
kontrak 

PPK -  
1 hari kerja 

maksimal 14 hari kerja 
setelah pengumuman 
pemenang 

12.  Pengiriman 
Salinan Kontrak 
ke Bank Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Sebagai laporan dan untuk 
permintaan F- 384 melalui 
STEP 
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Catatan :NOL dari Bank Dunia diperlukan untuk seluruh Pengadaan Jasa Konstruksi dengan metoda ICB 

 

Tahapan-tahapan tersebut secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Penyiapan Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan  (lklan)  

Draft Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan, termasuk juga desain dan 

spesifikasi teknis, disiapkan oleh ULP/ Pokja/ Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh 

PPK; 

b. Draft Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan (Iklan) 

Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan yang sudah ditetapkan oleh PPK, 

kemudian oleh CPIU dikirimkan kepada Wakil Kepala CPIU untuk disahkan yang 

selanjutnya diteruskan kepada Bank Dunia. 

Pengumuman Pelelangan General Procurement Notice/ GPN merupakan notifikasi/ 

pemberitahuan awal secara luas dan bersifat umum mengenai kesempatan paket-paket 

kontrak yang didanai dari Pinjaman Bank Dunia yang ditayangkan di United Nation 

Development Business (UNDB) online. 

Pengumuman Pengadaan Khusus (Specific Procurement Notice/ SPN) merupakan 

pengumuman/undangan kepada penyedia berupa Invitation For Bid (IFB)/Undangan 

Pelelangan dengan menggunakan standard dari Bank. 

Invitation for Bid (Undangan Lelang) sekurang-kurangnya harus menginformasikan : 

Negara Penerima, Nama Proyek, Nomor Pinjaman, Judul Paket Pengadaan dan Nomor 

referensi dari Procurement Plan, Lingkup pengadaan, Persyaratan, Nama Kontak Pokja dan 

alamat yang dapat dihubungi. 

Undangan Pelelangan harus diumumkan secara luas untuk memberikan kesempatan 

penyedia asing dan nasional dapat mengakses dengan mudah. Untuk internasional 

pengumuman secara elektronik pada UNDB online sedangkan untuk nasional secara 

elektronik pada website LPSE (www.spseicb.pu.go.id) atau diiklankan pada media cetak 

yang berbahasa Inggris.  

c. Pegiriman Dokumen Lelang dan Pengumuman ke Bank Dunia untuk Direviu 

Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan menyiapkan dokumen lelang yang isinya harus memuat 

informasi  dan merujuk pada World Bank’s Standard Procurement Documents yang harus 

memuat informasi yang lengkap bagi peserta lelang agar dapat menyiapkan Dokumen 

Penawaran. Secara umum sekurang-kurangnya Dokumen Lelang berisi :  

1. Undangan Lelang;   

2. Instruksi Kepada Peserta Lelang; 

3. Lembar Data Lelang; 

4. Format Penawaran;   

5. Format Kontrak;  

6. Kondisi Kontrak, Baik Secara Umum Dan Khusus;  

7. Spesifikasi dan Data Teknis Yang Penting;  

http://www.spseicb.pu.go.id/
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8. Daftar Kuantitas Biaya;  

9. Jadwal Pemasukan Dokumen Lelang; dan 

10. Lampiran-Lampiran Yang Diperlukan Seperti Format Surat Jaminan Bank dan lain-

lain. 

Konsep Dokumen Lelang dan Undangan Lelang (Iklan) harus disampaikan ke Bank Dunia 

untuk direview dan mendapatkan No Objection Letter. 

Draft Dokumen Lelang dan Pengumuman Lelang yang sudah disahkan oleh Wakil Kepala 

CPMU dikirimkan untuk di review dan mendapatkan NOL (No Objection Letter) dari Bank 

Dunia. Dokumen Lelang yang digunakan adalah dokumen lelang yang sudah 

diharmonisasi untuk digunakan dalam proyek yang didanai oleh Bank Dunia 

d. Penayangan RFB (Iklan) 

Undangan Pelelangan harus diumumkan secara luas untuk memberikan kesempatan 

penyedia asing dan nasional dapat mengakses dengan mudah. Untuk internasional 

pengumuman secara elektronik pada UNDB online sedangkan untuk nasional secara 

elektronik pada website LPSE (www.spseicb.pu.go.id). 

Pengumuman Pengadaan Khusus (Specific Procurement Notice/SPN) merupakan 

pengumuman/undangan kepada penyedia berupa Invitation For Bid (IFB)/Undangan 

Pelelangan dengan menggunakan standard dari Bank. 

Undangan Lelang sekurang-kurangnya harus menginformasikan : Negara Penerima, 

Nama Proyek, Nomor Pinjaman, Judul Paket Pengadaan dan Nomor referensi dari 

Procurement Plan, Lingkup pengadaan, Persyaratan, Nama Kontak Pokja dan alamat yang 

dapat dihubungi. 

e. Penjelasan  Pekerjaan  

1. Dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh penawar yang 

berminat mengikuti pelelangan serta masyarakat/pihak pengguna/pemanfaat 

sebagai pemantau; 

2. Materi penjelasan mencakup: 

 Metoda pengadaan; 

 Syarat-syarat penawaran; 

 Cara menyampaikan penawaran; 

 Dokumen yang harus dilampirkan untuk penawaran; 

 Undangan acara pembukaan penawaran; 

 Metoda evaluasi penawaran; 

 Kriteria evaluasi; 

 Format kontrak; dan 

 Jaminan-jaminan yang diperlukan. 

3. Dokumen Lelang memberikan semua informasi yang diperlukan kepada peserta 

lelang untuk menyiapkan Dokumen Penawaran; 

4. Apabila diperlukan dapat dijadualkan penjelasan lapangan dan peninjauan lokasi 

pekerjaan; 
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5. Hasil penjelasan lelang (baik penjelasan dokumen maupun penjelasan lapangan) 

dibuat Berita Acara dan disampaikan kepada semua peserta; dan 

6. Apabila ada perubahan atau tambahan harus dibuatkan Adendum Dokumen Lelang. 

f. Pemasukan Penawaran  

1. Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh penawar/peserta lelang meliputi: 

 Pengisian format lelang dan dilampiri jumlah satuan dan harga jenis pekerjaan 

yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan yang dilelang; 

 Dokumen pendukung lain sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Lelang; 

 Pendekatan dan metodologi untuk melaksanakan pekerjaan; 

 Jadwal Serah Terima Pekerjaan; 

 Daftar Personil Inti Yang akan ditugaskan; dan 

 Daftar Peralatan yang akan digunakan. 

2. Penawaran harus disusun sebagaimana diatur dalam Dokumen Lelang yang 

disamapikan kepada Penawar; 

3. Dokumen Penawaran harus dijamin kerahasiaan dan keamanannya terinkripsi sesuai 

ketentuan yang berlaku dan dalam satu file; 

4. Untuk pekerjaan yang tidak kompleks, waktu penyampaian penawaran pelelangan 

internasional normalnya 6 (enam) minggu setelah tanggal pengumuman sesuai 

ketentuan dalam Dokumen Lelang; 

5. Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dapat melakukan perpanjangan waktu pemasukan 

dokumen melalui revisi Dokumen Lelang (Adendum Dokumen Lelang); 

6. Tidak ada dokumen penawaran yang dapat diterima setelah batas waktu yang telah 

ditetapkan; 

7. Penawar diharuskan memasukkan surat penawaran bermeterai dan bertanggal, yang 

berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Surat penawaran harus ditanda 

tangani oleh Pimpinan/Direktur Utama; dan 

8. Jaminan penawaran disyaratkan dengan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen 

lelang.  

g. Pembukaan Dokumen  Penawaran 

1. Pembukaan penawaran dilakukan pada hari, tanggal dan waktu sesuai dengan jadual 

pada system sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang; 

2. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa Konstruksi akan membuka penawaran yang 

diterima dihadapan wakil perusahaan yang mengirimkan penawaran; dan 

3. Pelaksanaan pembukaan penawaran harus didokumentasikan dengan Berita Acara 

Pembukaan. 

 

 

h. Evaluasi Penawaran 
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1. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam 

dokumen lelang, kontrak diberikan kepada penawar yang menyampaikan penawaran 

terkoreksi terendah yang responsif; 

2. Penawaran yang responsif adalah penawaran yang memenuhi dan sesuai dengan 

ketentuan, syaratsyarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang, 

tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting atau substansif; 

3. Penawaran tidak boleh ditolak dengan alasan semata-mata karena harga yang 

ditawarkan lebih tinggi dari harga perhitungan sendiri (HPS); 

4. Pada tahap awal evaluasi, Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa Konstruksi mengkaji 

apakah penawaran : 

 Telah ditanda tangani pimpinan/direktur utama/wakil yang sah secara hukum; 

 Disertai Jaminan Penawaran asli dengan format yang dipersyaratkan; dan 

 Responsif (memenuhi persyaratan) terhadap persyaratan administratif, teknis, dan 

keuangan Dokumen Lelang. 

5. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa Konstruksi melakukan koreksi aritmatik terhadap 

semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi dimulai dengan 3 (tiga) 

penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik tersebut; 

6. Penawar tidak boleh memperbaiki kesalahan dan/atau menarik kembali dokumen 

penawaran setelah batas pemasukan penawaran; 

7. Bila ada kesalahan aritmatik dalam perhitungan harga maka Panitia Pengadaan/ 

Pokja ULP Jasa Konstruksi melakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut dan 

melakukan konfirmasi dengan pihak rekanan yang bersangkutan. Apabila rekanan 

tidak bersedia menerima hasil koreksi tersebut, maka dianggap mengundurkan diri 

dan/atau membatalkan penawarannya, sehingga penawarannya tidak dievaluasi. 

Setiap koreksi harus didokumentasikan dalam bentuk Berita; 

8. Ketidaklengkapan persyaratan administrasi tidak dapat langsung menggugurkan 

penawaran, namun harus dilakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu; 

9. Untuk melakukan evaluasi terhadap harga yang diajukan, semua penawaran 

dikonversikan pada satu mata uang, yaitu Rupiah atau sesuai yang ditentukan dalam 

Dokumen Lelang, nilai tukar yang digunakan adalah nilai jual yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia pada tanggal pembukaan dokumen lelang; 

10. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa konstruksi dalam melakukan evaluasi juga 

mempertimbangkan faktorfaktor : 

 Biaya untuk transportasi, asuransi, dan biaya lainnya; 

 Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 

 Penyimpangan dari jadwal pembayaran; 

 Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan; dan 

 Kriteria lain yang tercantum dalam lembar data. 

11. Setelah pembukaan Dokumen Penawaran, informasi mengenai penelitian, klarifikasi, 

evaluasi penawaran, dan rekomendasi pemenang lelang harus dirahasiakan terhadap 

semua peserta Lelang atau kepada siapapun yang tidak ada hubungannya dengan 

proses lelang, sampai pemenang lelang secara resmi diumumkan; 
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12. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa konstruksi akan membuat Laporan Evaluasi 

Penawaran (Bid Evaluation Report) secara terperinci disertai alasan yang mendasari 

pemberian rekomendasi/usulan pemenang lelang. Apabila ada penolakan penawaran 

karena dianggap tidak responsif, alasan mengenai penolakan tersebut harus juga 

dijelaskan secara terperinci dalam laporan tersebut. Bid Evaluation Report dikirimkan 

ke Bank untuk mendapatkan No Objection Letter; 

13. Dalam waktu dua minggu setelah diterimanya No Objection Letter terhadap 

Rekomendasi Pemenang (NOL for Contract Award), POKJA Pengadaan Jasa konstruksi 

mempublikasikan hasil lelang tersebut di UNDB online dengan informasi mengenai : 

 Daftar penyedia jasa konstruksi yang memasukkan penawaran; 

 Daftar harga penawaran; 

 Daftar harga penawaran hasil evaluasi; 

 Nama penyedia jasa konstruksi yang ditolak dan alasannya; dan 

 Nama pemenang lelang disertai dengan harga penawaran hasil evaluasi, jangka 

waktu kontrak dan ringkasan lingkup kegiatan kontrak. 

14. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa konstruksi akan menyelesaikan evaluasi 

penawaran serta usulan pemenang lelang dalam waktu yang telah ditentukan.  

Dalam keadaan memaksa (yang ditetapkan), dimana diperlukan waktu lebih lama 

untuk melakukan evaluasi, masa berlakunya penawaran dapat diperpanjang dengan 

permohonan tertulis kepada semua peserta lelang sebelum habisnya masa berlakunya 

penawaran. Selama perpanjangan masa berlakunya penawaran, penawar tidak dapat 

mengubah harga penawaran serta persyaratannya. Penawar mempunyai hak untuk 

tidak memperpanjang masa berlakunya penawaran tanpa dikenakan sangsi terhadap 

Jaminan Penawarannya; 

15. Penolakan semua penawaran dapat dibenarkan jika tidak ada satupun penawar yang 

responsif (memenuhi semua persyaratan). Sebelum menolak semua penawaran dan 

melakukan pelelangan ulang, harus diminta persetujuan dari Bank Dunia untuk 

melaksanakan pelelangan ulang tersebut disertai penjelasan mengenai alasan 

penolakan terhadap semua penawaran; 

16. Pelelangan ulang dengan alasan untuk menurunkan harga tidak dapat dilakukan 

dengan menggunakan Dokumen Lelang yang sama (harus dilakukan modifikasi 

dulu); 

17. Apabila harga penawaran terendah dan responsif jauh diatas HPS atau biaya yang 

tersedia, Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa konstruksi harus menyelidiki 

penyebabnya, kemudian dengan persetujuan Bank Dunia pelelangan ulang dapat 

dilakukan dengan mengubah/merevisi Dokumen Lelang terlebih dahulu; 

18. Ketentuan mengenai "Domestic Preferences" dapat dilihat pada Appendix 2 Bank’s 

Procurement Guidelines; 

19. Peserta lelang tidak boleh digugurkan pada saat evaluasi rinci dengan alasan minor 

(non material) atau penyimpangan yang tidak substantial. 

 



 

92 
 

Apabila terdapat 'penyimpangan' dalam surat penawaran, maka Panitia Pengadaan/ 

Pokja ULP harus menentukan apakah penyimpangan tadi substantif atau tidak.  

Penyimpangan yang substantif adalah yang menyebabkan:    

 penawaran tidak dapat memenuhi kualitas dan kinerja  yang  dipersyaratkan;  

 membatasi hak pengguna atau kewajiban penawar sesuai ketentuan kontrak 

secara substantif dan/atau bertentangan dengan persyaratan dokumen lelang; 

atau  

 menyebabkan keunggulan yang tidak wajar/adil terhadap penawar yang lain 

yang mengajukan penawaran yang responsif. 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dapat mendiskualifikasi penawaran yang 

menyimpang setelah melakukan analisa yang seksama berdasarkan sebagian atau 

keseluruhan dari 3 (tiga) alasan-alasan tersebut di atas, serta menuangkannya dalam 

laporan yang rinci sebagai justifikasi atas keputusan diskualifikasi tersebut. 

Penyimpangan dokumen penawaran terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam 

dokumen lelang terbagi atas dua jenis, yaitu : 

 Penyimpangan Material (major deviation) 

Penyimpangan yang mempunyai dampak terhadap lingkup dan kualitas 

pekerjaan, membatasi hak penawar yang lain, dan yang dapat mempengaruhi 

persaingan sehingga persaingan tersebut menjadi tidak fair. 

 Penyimpangan Non Material (minor deviation) 

Penyimpangan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang 

namun tidak mempengaruhi substansi pekerjaan sehingga penawar tetap 

dikatakan responsive secara substansi. 

Apabila terjadi Pembatalan pelelangan, maka harus mendapatkan persetujuan Bank 

Dunia. Demikian juga apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan lelang atau tidak 

ada penawaran yang memenuhi persyaratan atau jumlah peserta lelang kurang dari 3 

(tiga) harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Dunia untuk memperoleh 

rekomendasi. 

i. Pengiriman Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Pemenang ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan hasil evaluasi dan rekomendasi pemenang pelelangan kepada Wakil 

Kepala CPMU untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya dengan surat pengantar 

diteruskan ke Bank Dunia untuk mendapatkan NOL, dengan tembusan kepada Kepala 

CPMU; 

j. Penetapan Pemenang 

Penetapan pemenang dilakukan oleh PPK. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP harus 

mempublikasikan nama pemenang kontrak, jangka waktu dan ringkasan ruang lingkup 

kontrak yang dimenangkan dalam website atau portal elektronik lainnya yang dapat 

diakses secara bebas; 

 

k. Penandatanganan Kontrak 
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1. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah penetapan pemenang dan /atau 

mendapatkan No Objection Letter (untuk paket kontrak prior review) kontrak harus 

sudah ditandatangani oleh pemenang lelang. CPIU menyampaikan kepada Wakil 

Kepala CPMU untuk disahkan, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Bank Dunia 

melalui STEP sebagai laporan dan untuk permintaan F-384 for disbursement (apabila 

diperlukan); 

2. Penyedia jasa konstruksi yang tidak ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan 

harus diberitahu oleh Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa konstruksi, serta 

diinformasikan bahwa dapat mengambil Jaminan Penawaran setelah 

penandatanganan kontrak; 

3. Pemenang pelelangan harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan 

persyaratan dalam kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Besarnya Jaminan 

Pelaksanaan adalah 5% dari Nilai Kontrak dengan masa berlaku sampai dengan 14 

(empat belas hari) hari setelah penyerahan terakhir (masa pemeliharaan); 

4. Apabila pemenang gagal dalam memenuhi persyaratan, maka penawarannya dengan 

sendirinya batal, sehingga Panitia Pengadaan/ Pokja ULP Jasa konstruksi akan 

mencairkan Jaminan Penawarannya, dan menunjuk pemenang urutan selanjutnya (ke 

II) sebagai penerima kontrak; 

 

B. Metode National Competitive Bidding (NCB) 

National Competitive Bidding (NCB) merupakan sistem pengadaan jasa konstruksi yang 

mempersaingkan para rekanan nasional, meskipun tidak tertutup kemungkinan 

keikutsertaan peserta dari luar negeri. Metode NCB ditempuh karena dianggap sebagai cara 

yang paling efisien dan ekonomis untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang sifat dan 

lingkupnya relatif kecil sehingga kurang menarik bagi penyedia asing. Namun demikian, 

penyedia asing tidak dilarang untuk mengikuti pengadaan dengan metoda NCB ini, dan 

tidak dipersyaratkan untuk bekerja sama dengan supplier/pemasok nasional. 

Langkah dalam prosedur NCB ini adalah sebagai berikut 

 

Tabel 5.13.  Prosedur NCB 

No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1.  Penyiapan Draft 
Dokumen Lelang 
dan Pengumuman 
Pelelangan  (lklan) 

ULP/ Pokja/ 
Pejabat 
Pengadaan 

PPK 15 hari kerja  

2.  Draft Dokumen 
Lelang dan 
Pengumuman 
Pelelangan (Iklan) 

CPIU  Wakil 
Kepala 
CPMU 

10 hari kerja * proses pengadaan bisa 
dilakukan oleh Pokja ULP.  

3.  Kirim ke Bank 
Dunia untuk 

 CPIU Wakil 
Kepala 

1 hari kerja Untuk kontrak prior review 

diperlukan NOL dari Bank 
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No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

direview CPMU Dunia untuk Dokumen 
Lelang dan Pengumuman 
Pelelangan, maka terlebih 
dahulu perlu disetujui oleh 
Wakil Kepala CPMU.  

4.  Penayangan RFB 
(Iklan) 

ULP/ Pejabat 
Pengadaan 

 1 hari kerja Melalui SPSE dan minimal 
disampaikan di website 
Kementerian/ 
Proyek/Koran Nasional 

5.  Penjelasan 
Pekerjaan 

ULP/ Pejabat 
Pengadaa 

 1 hari kerja  

6.  Pemasukan 
Penawaran 

ULP/ Pejabat 
Pengadaan 

  Minimal 21 
hari kerja 

Terhitung dari tanggal 
pengumuman di UNDB 
Online 

7.  Pembukaan 
Penawaran 

ULP/ Pejabat 
Pengadaan 

 1 hari kerja Terhitung dari tanggal 
terakhir penerimaan minat 

8.  Evaluasi 
Penawaran 

ULP/ Pejabat 
Pengadaan 

ULP/ 
Pejabat 
Pengadaan 

14 hari kerja  

9.  Pengiriman hasil 
evaluasi dan 

rekomendasi 
pemenang ke Bank 
Dunia 

 CPIU Wakil 
Kepala 

CPMU 

1 hari kerja  

10.  Penetapan 
Pemenang 

ULP/ Pejabat 
Pengadaan 

PPK 1 hari kerja  

11.  Penandatanganan 
Kontrak** 

PPK - 1 hari kerja maksimal 14 hari kerja 
setelah pengumuman 
pemenang 

12.  Penyampaian 
Salinan Kontrak 
kepada Bank Dunia 
untuk informasi 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Untuk informasi melalui 
STEP sekaligus untuk 
permintaan F-384 (apabila 
diperlukan) 

**juga direkam/disampaikan melalui STEP 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Penyiapan Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan  (lklan)  

Draft Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan disiapkan oleh Panitia Pengadaan/ 

Pokja ULP dan ditetapkan oleh PPK 

b. Draft Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan (Iklan)  

Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan yang sudah ditetapkan oleh PPK, 

kemudian oleh CPIU dikirimkan kepada Wakil Kepala CPIU untuk disahkan yang 

selanjutnya diteruskan kepada Bank Dunia  

c. Kirim ke Bank Dunia untuk Direview 
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Draft Dokumen Lelang dan Pengumuman Lelang yang sudah disahkan oleh Wakil Kepala 

CPMU dikirimkan untuk di review dan mendapatkan NOL (No Objection Letter) dari Bank 

Dunia bagi kontrak prior review. Dokumen Lelang yang digunakan adalah dokumen lelang 

yang sudah diharmonisasi untuk digunakan dalam proyek yang didanai oleh Bank Dunia. 

d. Penayangan RFB (Iklan) 

Pengumuman pelelangan yang sudah disahkan oleh Bank Dunia dilakukan melalui SPSE 

atau diiklankan surat kabar/media cetak yang beroplah besar dan memiliki peredaran 

luas secara nasional. Pengumuman pelelangan dapat dilakukan juga pada papan 

pengumuman resmi dan website Kementerian/ Proyek/Koran Nasional yang dapat 

diakses secara bebas. 

Pengumuman pelelangan harus memuat nama dan alamat pengguna jasa, uraian singkat 

mengenai pekerjaan, syarat-syarat pelelangan, tempat, tanggal, dan waktu untuk 

mendaftarkan. Pengumuman ini dapat bersifat pemberitahuan mengenai pengadaan jasa 

konstruksi. 

e. Prakualifikasi 

Tidak diperlukan 

f. Penjelasan Pekerjaan 

1. Dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh penawar yang 

berminat mengikuti pelelangan serta masyarakat/pihak pengguna/pemanfaat 

sebagai pemantau; 

2. Materi penjelasan mencakup : 

 Metoda pengadaan; 

 Syarat-syarat penawaran; 

 Cara menyampaikan penawaran; 

 Dokumen yang harus dilampirkan untuk penawaran; 

 Undangan acara pembukaan penawaran; 

 Metoda evaluasi penawaran; 

 Kriteria evaluasi; 

 Format kontrak; dan 

 Jaminan Penawaran, dan Jaminan Pelaksanaan. 

3. Dokumen Lelang memberikan semua informasi yang diperlukan kepada peserta 

lelang, meliputi: 

 Undangan penawaran; 

 Instruksi kepada penawar; 

 Bentuk kontrak; 

 Syarat-syarat kontrak; 

 Spesifikasi teknis dan gambar konstruksi; 

 Daftar kuantitas pekerjaan; 

 Waktu penyerahan atau jadwal pelaksanaan; dan 

 lampiran-lampiran yang diperlukan misalnya format jaminan bank. 
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4. Apabila diperlukan dilakukan peninjauan dan penjelasan lapangan dilokasi pekerjaan 

sesuai waktu yang dijadwalkan dalam dokumen lelang. 

5. Apabila ada peserta dari luar negeri yang mengikuti NCB, dan tidak sempat hadir 

pada waktu penjelasan pekerjaan, maka semua pertanyaan dan jawabannya atau 

klarifikasi dapat dilakukan melalui e-mail dengan batas waktu tertentu dan 

dituangkan dalam berita acara yang akan diketahui oleh semua peserta lelang dibatasi 

oleh klarifikasi dan jawabannya. 

g. Penyampaian Dokumen Penawaran 

1. Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh penawar/peserta lelang meliputi  : 

 Pengisian format lelang dan dilampiri jumlah satuan dan harga jenis pekerjaan 

yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan yang dilelang; Bukti-bukti 

Dokumen yang menunjukkan kelayakan dan kualifikasi Peserta Lelang; dan 

Dokumen pendukung lain sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Lelang; 

 Pekerjaan yang akan diserahkan kepada pemberi pekerjaan. 

 Jadwal penyerahan pekerjaan. 

2. Penawaran harus disusun sebagaimana diatur dalam Dokumen Lelang yang 

disampaikan kepada Penawar; 

3. Dokumen Penawaran harus dijamin kerahasiaan dan keamanannya terinkripsi sesuai 

ketentuan yang berlaku dan dalam satu file; 

4. Waktu penyampaian penawaran minimum 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk 

Pelelangan Umum dan 10 hari kalender untuk Pelelangan Sederhana, setelah tanggal 

pengumuman sesuai ketentuan dalam Dokumen Lelang; 

5. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dapat melakukan perpanjangan waktu pemasukan 

dokumen melalui revisi Dokumen Lelang (Adendum Dokumen Lelang); 

6. Tidak ada dokumen penawaran yang dapat diterima setelah batas waktu yang telah 

ditetapkan; 

7. Penawar diharuskan memasukkan surat penawaran bermeterai dan bertanggal, yang 

berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender atau sesuai yang ditetapkan dalam 

dokumen lelang. Surat penawaran harus ditanda tangani oleh Pimpinan/Direktur 

Utama; dan 

8. Jaminan penawaran tidak diperlukan apabila ditetapkan dalam dokumen lelang.  

h. Pembukaan Penawaran 

1. Pembukaan penawaran dilakukan pada hari, tanggal dan waktu sesuai dengan jadual 

pada system sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang. Panitia Pengadaan/ 

Pokja ULP membuka penawaran di hadapan wakil-wakil peserta lelang pada waktu, 

tanggal dan tempat yang disebut dalam Lembar Data Lelang, serta setelah waktu 

penutupan penyampaian Dokumen Penawaran; 

2. Panitia Pengadaan akan mengunduh penawaran yang diterima dan melakukan 

dekripsi dokumen penawaran. Dokumen yang tidak dapat didekripsi akan dinyatakan 

rusak setelah mendapat keterangan dari institusi yang berwenang dan penawaran 

dinyatakan tidak dapat dievaluasi; dan 
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3. Pelaksanaan pembukaan penawaran harus didokumentasikan dengan Berita Acara 

Pembukaan. 

i. Evaluasi Penawaran 

1. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam 

dokumen lelang, kontrak diberikan kepada penawar yang menyampaikan penawaran 

terkoreksi terendah yang responsive; 

2. Penawaran yang responsif adalah penawaran yang memenuhi dan sesuai dengan 

ketentuan, syaratsyarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang, 

tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting atau substansif; 

3. Penawaran tidak boleh ditolak dengan alasan semata-mata karena harga yang 

ditawarkan lebih tinggi dari harga perhitungan sendiri (HPS); 

4. Pada tahap awal evaluasi, Panitia Pengadaan/ Pokja ULP mengkaji apakah 

penawaran: 

 telah ditanda tangani pimpinan/direktur utama/wakil yang sah secara hukum; 

 disertai Jaminan Penawaran asli (apabila disyaratkan dalam dokumen lelang) 

dengan format yang dipersyaratkan; dan 

 responsif (memenuhi persyaratan) terhadap persyaratan administratif, teknis, dan 

keuangan Dokumen Lelang. 

5. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap semua 

penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi setelah dilakukan koreksi aritmatik 

tersebut; 

6. Penawar tidak boleh memperbaiki kesalahan dan/atau menarik kembali dokumen 

penawaran setelah batas pemasukan penawaran. Bila ada kesalahan aritmatik dalam 

perhitungan harga maka Panitia Pengadaan/ Pokja ULP melakukan pembetulan 

terhadap kesalahan tersebut dan melakukan konfirmasi dengan pihak rekanan yang 

bersangkutan. Apabila rekanan tidak bersedia menerima hasil koreksi tersebut, maka 

dianggap mengundurkan diri dan/atau membatalkan penawarannya, sehingga 

penawarannya tidak dievaluasi. Setiap koreksi harus didokumentasikan dalam bentuk 

Berita Acara; 

7. Ketidaklengkapan persyaratan administrasi tidak dapat langsung menggugurkan 

penawaran, namun harus dilakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu; 

8. Semua penyedia jasa konstruksi yang mengikuti proses lelang tidak boleh 

menghubungi Panitia Pengadaan mulai pembukaan dokumen sampai dengan 

penandatanganan kontrak; 

9. Rekanan tidak dapat mempengaruhi Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dalam evaluasi 

lelang, pembandingan harga maupun kontrak, hal ini dapat mengakibatkan 

penawarannya ditolak oleh Panitia Pengadaan/ Pokja ULP; 

10. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dalam dokumen penawaran, Panitia 

Pengadaan/ Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi tertulis dengan pihak penawar 

dengan tidak mengubah harga serta substansi yang telah disampaikan; 

11. Peserta lelang tidak boleh digugurkan pada saat evaluasi rinci dengan alasan minor 

(non material) atau penyimpangan yang tidak substantial; dan 
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12. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP harus menyusun Laporan Evaluasi Penawaran (Bid 

Evaluation Report) dan Rekomendasi Calon Pemenang melalui Wakil Kepala 

CPMU/CPIU disampaikan ke Bank Dunia untuk mendapatkan "No Objection Letter” 

untuk paket kontrak Prior Review. 

Apabila terdapat 'penyimpangan' dalam surat penawaran, maka  Panitia Pengadaan/ 

Pokja ULP harus menentukan apakah penyimpangan tadi substantif atau tidak.  

Penyimpangan yang substantif adalah yang menyebabkan:    

1. Penawaran tidak dapat memenuhi kualitas dan kinerja  yang  dipersyaratkan;  

2. Membatasi hak pengguna atau kewajiban penawar sesuai ketentuan kontrak secara 

substantif dan/atau bertentangan dengan persyaratan dokumen lelang; atau  

3. Menyebabkan keunggulan yang tidak wajar/adil terhadap penawar yang lain yang 

mengajukan penawaran yang responsif. 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dapat mendiskualifikasi penawaran yang menyimpang 

setelah melakukan analisa yang seksama berdasarkan sebagian atau keseluruhan dari 3 

(tiga) alasan-alasan tersebut di atas, serta menuangkannya dalam laporan yang rinci 

sebagai justifikasi atas keputusan diskualifikasi tersebut. 

Penyimpangan dokumen penawaran terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam 

dokumen lelang terbagi atas dua jenis, yaitu : 

1. Penyimpangan Material (major deviation) 

Penyimpangan yang mempunyai dampak terhadap lingkup dan kualitas pekerjaan, 

membatasi hak penawar yang lain, dan yang dapat mempengaruhi persaingan 

sehingga persaingan tersebut menjadi tidak fair. 

2. Penyimpangan Non Material (minor deviation) 

Penyimpangan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang namun 

tidak mempengaruhi substansi pekerjaan sehingga penawar tetap dikatakan 

responsive secara substansi. 

Apabila terjadi pembatalan pelelangan, maka harus mendapatkan persetujuan Bank 

Dunia. Demikian juga apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan lelang atau tidak ada 

penawaran yang memenuhi persyaratan atau jumlah peserta lelang kurang dari 3 (tiga) 

harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Dunia untuk memperoleh rekomendasi. 

j. Pengiriman hasil evaluasi dan rekomendasi pemenang ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan hasil evaluasi dan rekomendasi pemenang pelelangan kepada Wakil 

Kepala CPMU untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya dengan surat pengantar 

diteruskan ke Bank Dunia untuk mendapatkan NOL untuk paket kontrak prior review, 

dengan tembusan kepada Kepala CPMU; 

k. Penetapan Pemenang 

Penetapan pemenang dilakukan oleh PPK. Panitia harus mempublikasikan nama 

pemenang kontrak, jangka waktu dan ringkasan ruang lingkup kontrak yang 

dimenangkan dalam website atau portal elektronik lainnya yang dapat diakses secara 

bebas. 
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l. Penandatanganan Kontrak 

1. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah penetapan pemenang dan /atau 

mendapatkan No Objection Letter (untuk paket kontrak prior review) kontrak harus 

sudah ditandatangani oleh pemenang lelang. CPIU menyampaikan kepada Wakil 

Kepala CPMU untuk disahkan, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Bank Dunia 

melalui STEP sebagai laporan dan untuk permintaan F-384 for disbursement (apabila 

diperlukan); 

2. Pemenang pelelangan harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan 

persyaratan dalam kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Besarnya Jaminan 

Pelaksanaan adalah 5% dari Nilai Kontrak dengan masa berlaku sampai dengan 14 

(empat belas) hari setelah penyerahan terakhir (masa pemeliharaan); dan 

3. Apabila pemenang gagal dalam memenuhi persyaratan, maka penawarannya dengan 

sendirinya batal, dan menunjuk pemenang urutan selanjutnya (ke II) sebagai penerima 

kontrak. 

 

C. Metode Shopping 

Prosedur pengadaannya dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

penawar untuk mengajukan penawaran. 

a. Prosedur Shopping dilakukan untuk pekerjaan jasa konstruksi yang sederhana, dengan 

nilai kontrak kecil < US$ 200.000; 

b. Syarat administrasi pengadaan harus disebutkan dan mengikuti persyaratan administrasi 

dalam Perpres No. 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

perubahan-perubahannya dengan perubahan terakhir dengan Perpres No. 4/2015. Syarat-

syarat pengadaan dan ketentuan Bank Dunia mengenai “Corrupt, fraudulent, collusive, 

coercive, and obstructive practices” juga harus disebutkan; 

c. Evaluasi dilakukan terhadap paling sedikit penawaran/quotation dari 3 (tiga) pembanding 

yang seluruhnya memenuhi persyaratan, berdasarkan harga dan mutu yang paling 

menguntungkan; dan 

d. Tidak diperkenankan melakukan negosiasi harga. 

Semua dokumen yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus disimpan oleh 

Proyek sebagai bahan reviu dan audit oleh Bank Dunia atau auditor lain Langkah-langkah 

dalam metode shopping ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 5.14. Prosedur Shopping 
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No. Tahapan PIC/Pelaksana 
Pengesahan/ 
persetujuan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pekerjaan 
Keterangan 

1. Penyiapan 
Dokumen Shopping 

PPK KPA 15 hari kerja  

2. Penyampaian 
Surat Permintaan 

Penawaran 

Panitia 
Pengadaan/ 

Pokja ULP 

- 1 hari kerja  

3. Pemasukan 
Penawaran** 

Penyedia Jasa 
Konstruksi 

- 7-14 hari 
kerja 

 

4. Pembukaan 
Penawaran** 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP 

1 hari kerja  

5. Evaluasi dan 
Rekomendasi 
Calon Pemenang** 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP 

Sesuai 
kebutuhan 

 

6. Penetapan dan 
Pengumuman 
Pemenang 
Shopping** 

Panitia 
Pengadaan/ 
Pokja ULP  

PPK 1 hari kerja  

7. Penandatangan 
kontrak/SPK 

PPK - 1 hari kerja Maksimal 7 hari 
kerja setelah 
pengumuman 
pemenang 

8. Penyampaian 
Salinan Kontrak 
kepada Bank 
Dunia untuk 
informasi 

 CPIU Wakil 
Kepala 
CPMU 

1 hari kerja Untuk informasi 
melalui STEP 

       **juga direkam/disampaikan melalui STEP 

 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penyiapan Dokumen Shopping 

Dokumen Shopping yang disiapkan oleh PPK ini meliputi antara lain Surat Permintaan 

Penawaran (Request for Quotation), yang menyebutkan jenis dan uraian singkat pekerjaan 

yang harus dilaksanakan, volume pekerjaan, harga satuan jasa yang akan ditawarkan, 

harga total pekerjaan. Dalam surat permintaan penawaran harus dicantumkan 

konfirmasi apakah calon penyedia barang akan menyampaikan penawaran atau tidak. 

2. Penyampaian Surat Permintaan Penawaran 

Undangan diberikan kepada sejumlah penyedia jasa konstruksi yang berkualifikasi baik 

dengan dilampiri Dokumen Shopping. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dapat 

mengumpulkan data mengenai penyedia jasa konstruksi yang akan diundang dari 

berbagai sumber, antara lain internet, brosur, maupun rekomendasi pihak lain. 

3. Pemasukan Penawaran 

Agar proses dapat dilanjutkan, harus ada minimal 3 penawaran yang diterima. 

Penawaran dapat disampaikan melalui surat, faksimili atau diantar langsung dan harus 

diterima oleh Panitia Pengadaan/ Pokja ULP tidak melebihi dari jam dan tanggal yang 
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tercantum dalam Undangan. 

4. Pembukaan Penawaran 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP akan membuka penawaran segera setelah waktu terakhir 

pemasukan penawaran yang tercantum dalam surat undangan dan membuat Berita 

Acara Pembukaan Penawaran. 

5. Evaluasi dan Rekomendasi Calon Pemenang 

Tujuan evaluasi penawaran adalah untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi 

spesifikasi yang ditetapkan dengan biaya terendah (lowest responsive evaluated price). 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP menyiapkan laporan evaluasi dan perbandingan 

penawaran sebagai dasar rekomendasi untuk menentukan calon pemenang. Panitia 

Pengadaan/ Pokja ULP akan memilih calon pemenang berdasarkan hasil evaluasi yang 

menunjukkan: 

1. Penawarannya memenuhi spesifikasi yang ditetapkan; dan  

2. Harga penawarannya terendah. 

6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 

Panitia Pengadaan/ Pokja ULP membuat surat penetapan pemenang lelang selanjutnya 

disahkan dan ditetapkan oleh PPK untuk kemudian diumumkan kepada seluruh peserta 

shopping. 

7. Penandatanganan Kontrak 

Bersamaan dengan pemberitahuan kepada Penyedia Barang yang menang,  Panitia 

Pengadaan/ Pokja ULP mengirimkan draft kontrak dan setelah disepakati 

ditandatangani oleh PPK dan wakil dari Penyedia Jasa. 

8. Penyampaian Salinan Kontrak ke Bank Dunia 

CPIU mengirimkan salinan kontrak kepada Wakil Kepala CPMU untuk selanjutnya 

dengan surat pengantar diteruskan ke Bank Dunia, dengan tembusan Kepala CPMU  

sebagai laporan, yang akan diterbitkan secara otomastis melalui aplikasi STEP 

 

D. Penunjukan Langsung/ Direct Contracting  

Penunjukan langsung adalah metoda pemilihan penyedia tanpa kompetisi, dapat dilakukan 

apabila justifikasi penggunaan metode ini mendapatkan persetujuan terlebih dahulu (No 

Objection Letter) dari Bank Dunia. Metoda penunjukan langsung biasanya hanya dapat 

dilakukan dengan alasan yang dapat dibenarkan dan harus ditetapkan dalam Rencana 

Pengadaan, antara lain : 

a. Perpanjangan dari kontrak pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa non-Kontraktorsi 

yang proses pengadaannya dilakukan dengan prosedur yang diterima oleh Bank Dunia, 

dan dapat dilaksanakan untuk penambahan barang, jasa konstruksi dan jasa non-

konstruksi yang sifatnya sama. Bank Dunia harus yakin bahwa pengadaan dengan 

kompetisi tidak memberi manfaat dan harga yang kompetitif. Persyaratan tentang 

perpanjangan kontrak sudah tercantum di dalam kontrak semula/asli 
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b. Hanya satu-satunya kontraktor yang dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan; 

c. Dalam kasus luar biasa, seperti, namun tidak terbatas pada, tanggap bencana dan situasi 

darurat yang diumumkan oleh Pemerintah dan diakui oleh Bank Dunia. 

Untuk metoda ini hanya dapat dilaksanakan apabila sudah tercantum dan ditetapkan dalam 

procurement plan yang sudah mendapat persetujuan (no objection letter) dari Pemberi Pinjaman 

(Bank). 

Langkah-langkah dalam prosedur penunjukan langsung untuk jasa konstruksi mengikuti 

prosedur penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa selain konsultan.  

 

V.8 Format Dokumen Pengadaan/Kontrak 

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat 

Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam 

proses Pengadaan Barang/Jasa yang wajib menggunakan Format standar dokumen 

pengadaan Bank Dunia untuk pengadaan yang menggunakan metode ICB (untuk barang, 

jasa konstruksi, dan jasa lainnya) dan QCBS untuk seleksi konsultan.  

Untuk penggunaan standar dokumen lainnya, hal ini harus disepakati terlebih dahulu 

dengan Bank Dunia yang dapat diperoleh dari laman P3TB atau bpiw.go.id/itmp. 

 

V.9 Penatausahaan Dokumen Pengadaan 

Selama proses pengadaan Panitia Pengadaan/ Pokja ULP dibantu sekretariat CPMU 

dimasing-masing komponen loan harus melakukan penatausahaan secara teratur atas semua 

dokumen pengadaan yang meliputi: 

a. Terms Of Reference/ Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis; 

b. Harga Perkiraan Sendiri/Owner’s Estimate; 

c. Request for Expression Of Interest/Surat Permintaan Minat; 

d. Expression Of Interest/Surat Pernyataan Minat; 

e. Iklan (Specific Procurement Notice); 

f. Berita Acara; 

g. Daftar Hadir; 

h. Request For Proposal/Bidding Document; 

i. Proposal/Dokumen Penawaran; 

j. Laporan Evaluasi; 

k. No Objection Letter dari World Bank; 

l. Kontrak dan perubahannya, jika ada; 

m. Pengumuman Pemenang; 

n. Surat Perintah Kerja; dan 

o. Surat Menyurat. 
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V.10 Administrasi Kontrak 

Distribusi Kontrak 

Setelah Draft Kontrak disetujui semua pihak maka dibuat sebanyak 4 rangkap untuk 

didistribusikan kepada: 

a. Rekanan/konsultan sebanyak 1 rangkap bermaterai di bagian tanda tangan PPK; 

b. PMU sebanyak 1 rangkap bermaterai di bagian tanda tangan rekanan/konsultan; 

c. KPPN sebanyak 1 rangkap bermaterai di bagian tanda tangan PPK; dan 

d. Bank Dunia 1 rangkap, dalam bentuk soft copy. 

Kontrak bermaterai di bagian tanda tangan PPK dikopi sebanyak 2 rangkap untuk 

didistribusikan kepada: 

a. Bagian Keuangan PMU; dan 

b. Sub Unit Penerima Barang/Jasa. 

Kontrak bermaterai di bagian tanda tangan rekanan/konsultan dikopi sebanyak 2 rangkap 

untuk didistribusikan kepada: 

a. Sub Tim Verifikasi; dan 

b. Sub Tim Pengadaan. 

 

V.11 Perpanjangan, Perubahan dan Pembaharuan Kontrak serta 

Pembayaran Prestasi Pekerjaan 

Setelah kontrak ditandatangani seringkali terdapat beberapa hal yang perlu diperbaharui 

dalam kontrak tersebut seperti: perubahan ruang lingkup pekerjaan, penambahan jangka 

waktu pelaksanaan pekerjaan, perubahaan tenaga ahli, perubahan remunerasi, perubahan/ 

penambahan biaya selain remunerasi, perubahan nilai kontrak dan perubahan oleh sebab 

lainnya. Apabila suatu kontrak memerlukan perubahan, maka prosedur yang harus 

dilakukan adalah: 

a. Menghitung seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Sub Unit Keuangan untuk 

mengetahui secara pasti berapa nilai kontrak yang telah direalisasikan dan berapa nilai 

sisa kontrak; 

b. Melakukan penghitungan kembali seluruh biaya yang akan dilakukan perubahan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku untuk dibandingkan dengan pagu dana yang tersedia; 

c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan; 

d. Melakukan negosiasi dengan konsultan mengenai hasil perhitungan biaya; dan 

e. Meminta NOL dari Bank Dunia bila yang diubah adalah kontrak yang termasuk prior 

review, bilamana nilai pekerjaan tambah dan/atau perubahan waktu mencapai lebih dari 

atau sama dengan 15% nilai dan/atau waktu yang tercantum dalam kontrak awal dan 

jika ada perubahan substansial dari lingkup kerja. Kepala CPMU harus 

menyelenggarakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja dari para pelaksana 

pekerjaan, berdasarkan atas hasil evaluasi ini, Kepala CPMU merekomendasikan 

perpanjangan atau pemberhentian dari penugasan yang telah diberikan. 
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Selanjutnya, pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: 

a. Pembayaran bulanan atau periode tertentu yang tercantum dalam kontrak; 

b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); dan 

c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan atau sebagaimana 

tercantum dalam kontrak. 

Apabila terjadi perubahan kontrak yang dikarenakan pergantian tenaga ahli (untuk kontrak 

konsultan), maka prosedur yang harus dilakukan adalah: 

a. Melakukan penilaian kualifikasi atas tenaga ahli pengganti berdasarkan CV yang 

dikirimkan oleh konsutlan; 

b. Kualifikasi tenaga ahli pengganti harus sama atau lebih baik dari tenaga ahli yang akan 

digantikan; 

c. Mengirimkan hasil evaluasi tersebut ke Bank Dunia untuk mendapatkan no objection. 

Setelah Bank Dunia menerbitkan no objection maka konsultan pengganti dapat 

dimobilisasi; dan 

d. Berdasarkan no objection dari Bank Dunia, addendum kontrak diterbitkan, apabila 

pergantian tenaga ahli diikuti dengan perubahan nilai dan/atau perubahan waktu 

mencapai lebih dari atau sama dengan 15% nilai dan/atau waktu yang tercantum dalam 

kontrak awal maka draft addendum kontrak dikirimkan ke Bank Dunia untuk 

mendapatkan no objection.  

 

V.12 Pemutusan Kontrak dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Kontrak 

Kontrak dapat dihentikan untuk alasan-alasan berikut dan harus berdasarkan ketentuan 

yang berlaku di masing-masing kontrak: 

a. Terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh penyedia barang/jasa; 

b. Tidak ada kinerja atau kinerjanya sangat tidak memuaskan berdasar pada evaluasi 

kinerja yang dilaksanakan; 

c. Keadaan kahar (force majeure) yang berada di luar kontrol CPMU sehingga memerlukan 

penghentian kontrak; dan 

d. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. 

Khusus untuk NCB kontrak (Barang, Jasa konstruksi, & Jasa Lainnya) Penyedia Barang/ Jasa 

yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan 

dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/ Jasa akan diberlakukan denda 

keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai termin/ tahapan pekerjaan untuk 

setiap hari keterlambatan. 

 

V.13 Mekanisme Penanganan Pengaduan Untuk  Pengadaan 

Dalam proses pengadaan sering terjadi adanya rekanan yang ikut dalam proses pengadaan 

yang merasa tidak puas atau dirugikan. Oleh karena itu perlu adanya suatu unit yang 

menangani apabila terjadi pengaduan dari pihak-pihak yang terkait dengan proses 
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pengadaan, yaitu Complaints Handling Unit (CHU). CHU diangkat oleh Tim CPMU dan 

bertanggung jawab kepada Kepala CPMU. Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan 

melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Pengaduan disampaikan kepada Kepala CPMU; 

b. Kepala CPMU menugaskan CHU untuk menindaklanjuti pengaduan dalam jangka 

waktu paling lama 15 hari kerja; dan 

c. Kepala CPMU dapat meneruskan pengaduan tersebut kepada Inspektorat Jenderal jika 

permasalahan pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat CPMU. 

Untuk kontrak prior review, pengaduan yang diterima oleh Panitia Pengadaan/ Pokja ULP 

harus disampaikan ke Bank Dunia beserta draft jawaban dari Panitia Pengadaan/ Pokja ULP 

atas pengaduan tersebut beserta dokumen pendukungnya. Bank Dunia akan melakukan 

review dan memberikan clearance atas draft jawaban tersebut. Panitia Pengadaan/ Pokja ULP 

dapat mengirimkan jawaban atas pengaduan tersebut apabila sudah mendapatkan clearance 

dari Bank Dunia.  

 

V.14 Prosedur Kegiatan Swakelola (Pelatihan, Lokakarya, Survei, Studi, 

Dan Lain- Lain) 

Pelaksanaan P3TB setiap tahunnya dilakukan berdasarkan rencana penganggaran kegiatan 

yang tercantum di dalam Annual Working Plan (AWP) dan perubahannya (berlaku pada 

tahun berjalan) yang telah memperoleh NOL dari Bank Dunia. Terutama pada pelaksanaan 

kegiatan pengadaan jasa konsultasi, training (tidak termasuk regular class training), dan 

workshop P3TB, sub-tim perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P3TB perlu menyampaikan 

KAK/ToR kepada Bank Dunia untuk memperoleh NOL. Langkah-langkah persiapan 

kegiatan yang termasuk kategori tersebut untuk memperoleh NOL Bank Dunia adalah 

sebagai berikut: 

a. Seluruh kegiatan Training/Workshop yang akan dilakukan harus terlebih dahulu 

direncanakan dengan baik melalui assesment (Training Need Assesment), hal ini untuk 

melakukan evaluasi terhadap training/ workshop yang telah dilakukan dan untuk 

merencanakan apa training/workshop yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. 

Sehingga akan dapat dihindari kegiatan training/workshop yang sebetulnya sangat 

dibutuhkan namun belum dilakukan atau hal sebaliknya. 

b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference (ToR) Penyusunan ToR  

merupakan tanggung jawab Wakil Kepala CPMU/CPIU berdasarkan masukan-masukan 

dari Sub-tim yang bersangkutan dengan dibantu Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Wakil 

Kepala CPMU. Dalam menyusun KAK/ToR perlu dijabarkan hal berikut: 

1. Latar belakang kegiatan (Introduction); 

2. Tujuan kegiatan dan hubungannya dengan tujuan komponen; 

3. Lokasi pelatihan dan trainer (Location of Training and Trainer)- dan pembenaran untuk 

pemilihan lokasi tempat kegiatan diadakan bila kegiatan berada di dalam negeri; 

4. Lokasi dan pembenaran untuk negara yang dipilih / Tuan Rumah Badan/ Lembaga 
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Reviu dari Bank 

Dunia atas TOR 

yang   

disampaikan 

Pelatihan (Location and Justification for Choice/Host Agency/Training Institution) - bila 

kegiatan berada di luar negeri; 

5. Topik-topik yang akan dibahas dalam pelatihan / Workshop / Benchmarking / Study 

Visit / Topics Covered in the Training / Workshop / Study Visit, harus berkaitan dengan 

topik – topik terkait P3TB; 

6. Jumlah dan cara pemilihan peserta (Number of participants and method of selection). 

Jumlah peserta kegiatan harus wajar dengan mengutamakan asas cost efficiency, dan 

peserta adalah orang – orang yang terseleksi (kementerian/lembaga terkait), dan juga 

memperhatikan komposisi gender peserta; 

7. Jadwal kegiatan (Schedule of Activities). Penyusunan jadwal kegiatan harus 

mencerminkan perencanaan yang baik, dimana jadwal kegiatan telah mencantumkan 

pembicara/pengajar, termasuk jabatan dan institusinya secara tentative serta 

mencantumkan topik – topik yang akan disampaikan; 

8. Monitoring dan tindak lanjut setelah kegiatan selesai (Monitoring Arrangements and 

Dissemination) termasuk kegiatan dalam rangka transparansi; 

9. Keluaran pada saat berakhirnya kegiatan dan hasil yang diinginkan (Expected 

Results/Outcome) yang dapat ditunjukan dan disiapkan dalam bentuk laporan; dan  

10. Perkiraan biaya dan penjelasannya (Estimated costs and explanatory notes) sesuai 

dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 

c. Permintaan NOL 

Kepala CPMU mengirimkan TOR kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan/ 

NOL. Adapun mekanisme penyampaian hingga memperoleh NOL dari Bank Dunia: 

 

Bagan 5.1 Prosedur Penyampaian TOR 

 

                                                    2 hari  3 hari 

 

 

 

Apabila KAK/ToR kegiatan disampaikan kepada Bank Dunia di bawah waktu yang 

disepakati untuk dilakukannya proses review KAK/ToR dan penyiapan NOL (di bawah 

5 hari kerja), maka Wakil Kepala CPMU harus dapat mengatakan bahwa KAK/ToR 

kegiatan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak dapat disampaikan kepada 

Bank Dunia. 

d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, lokakarya, survei, studi, dan lain-lain. 

Untuk Benchmarking Study terdapat tambahan prosedur yang harus dilakukan setelah 

mendapat alokasi dana yaitu harus melakukan komunikasi dengan negara yang akan 

dikunjungi dengan mengirimkan konsep KAK/ToR pendahuluan yang mencantumkan 

Bank Dunia 

mengeluarkan NOL 

atas rencana kegiatan 

Penyampaian 

TOR kepada 

Bank Dunia 
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tanggal dan nama-nama calon peserta yang akan berkunjung untuk mendapatkan surat 

undangan resmi. Surat undangan resmi inilah yang akan menjadi lampiran bagi 

KAK/ToR yang dikirimkan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan NOL. 
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BAB VI 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

VI.1 Dasar Hukum  

Guna mengantisipasi dan memitigasi berbagai potensi dampak lingkungan dan sosial yang 

mungkin terjadi, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sosial. Mitigasi dampak lingkungan 

dan sosial bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program dan melindungi keanekaragaman 

hayati, kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta kesehatan masyarakat yang berada di wilayah 

tujuan wisata prioritas. P3TB  menggunakan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang 

mengacu pada prinsip-prinsip, prosedur, persyaratan serta pengaturan kelembagaan yang secara 

rinci telah termuat dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF). ESMF telah 

disepakati bersama antara Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR sebagai 

Executing Agency Program dengan Bank Dunia pada Januari 2018. Dokumen ESMF disusun 

mengacu kepada peraturan perundangan Indonesia dan kebijakan Bank Dunia tentang 

perlindungan lingkungan dan sosial. ESMF akan digunakan sebagai pedoman utama bagi 

pengelolaan lingkungan dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan P3TB, baik di tingkat 

pusat, provinsi, kabupaten maupun kota (Destinasi Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-

Prambanan (B-Y-P) dan Destinasi Lombok). Dokumen ESMF dapat diakses di 

www.bpiw.pu.go.id3.  

MPP mencakup kegiatan4 pengelolaan lingkungan dan sosial, seperti: (a) penapisan potensi 

dampak dan penyiapan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial, (b) mengidentifikasi peran 

setiap pemangku kepentingan, (c) waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat, (d) tanggungjawab 

penganggaran dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sosial, 

dan (e) pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sosial.  

Dasar hukum penyusunan MPP adalah: 

a. Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) P3TB Schedule 2, Section 1 dan Appendix Section 

1; dan 

                                                             
3 MPP ini harus digunakan secara bersama-sama dengan dokumen ESMF yang tercantum dalam 
www.bpiw.pu.go.id.  
4 Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara teknis tercantum dalam ESMF ITDP. Secara garis besar, kegiatan-
kegiatan ini dimulai dari penapisan, identifikasi potensi dampak, penetapan jenis instrumen pengelolaan lingkungan 
dan sosial (termasuk pengadaan tanah dan perlindungan Masyarakat Adat), penyusunan instrumen pengelolaan 
lingkungan dan sosial (termasuk pengadaan tanah dan perlindungan Masyarakat Adat), persetujuan CPMU dan Bank 
Dunia untuk instrumen yang disusun, pelaksanaan instrumen dan monitoring pelaksanaan instrumen pengelolaan 
lingkungan dan sosial (termasuk pengadaan tanah dan perlindungan Masyarakat Adat), serta penanganan keluhan, 
“stakeholders engagement”, dan keterbukaan informasi publik. 

http://www.bpiw.pu.go.id/
http://www.bpiw.pu.go.id/
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b. Dokumen “Environmental and Social Management Framework of ITDP (Indonesia Tourism 

Development Program)” atau “Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program 

Pengembangan Pariwisata Nasional” yang dapat diakses melalui website 

www.bpiw.pu.go.id . 

  

VI.2  Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial  

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial P3TB harus sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia maupun kebijakan Bank Dunia tentang: (a) perlindungan 

lingkungan dan sosial, (b) pengadaan tanah dan pemukiman kembali, serta (c) perlindungan bagi 

Masyarakat Adat yang disebutkan dalam lampiran 8 ESMF. Dokumen ESMF memuat (a) prinsip-

prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial, (b) prosedur penapisan kegiatan program, (c) tata cara 

identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari masing-masing komponen program, (d) 

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial; Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan 

Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework-LARPF);  dan Kerangka 

Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Planning Framework-IPPF), (e) prosedur dan tata 

cara penyusunan instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan sosial (misalnya AMDAL, 

UKL-UPL, LARAP, IPP, dan lain-lain), (f) mitigasi potensi dampak negatif yang timbul terkait 

lingkungan, sosial, pengadaan tanah, perlindungan Masyarakat Adat, kesehatan maupun budaya 

masyarakat, (g) pengelolaan lingkungan dan sosial dalam RIPT; (h) penanganan keluhan; (i) 

keterbukaan informasi; (j) program peningkatan kapasitas; serta (k) monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengelolaan.  

VI.3  Prinsip Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

VI.3.1  Prinsip Dasar 

a. Setiap kegiatan P3TB harus menghindari, dan jika hal ini tidak memungkinkan, harus 

meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial (termasuk 

Masyarakat Adat) yang dapat terjadi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan, pengadaan 

tanah dan/atau pemukiman kembali. Kegiatan perlu mencari alternatif lokasi atau desain 

untuk dapat menghindari dan meminimalkan potensi dampak lingkungan dan sosial. Jika 

potensi dampak negatif tidak dapat dihindari, kegiatan P3TB harus menyiapkan rencana 

yang dapat memitigasi dan mengelola dampak negatif tersebut serta dapat memaksimalkan 

potensi dampak positif; 

b. Setiap kegiatan harus memberikan manfaat, kehidupan dan penghidupan yang lebih baik 

bagi warga yang terlibat dan terkena dampak. P3TB harus menjamin kehidupan dan 

penghidupan warga yang terkena dampak tidak menjadi lebih buruk sebagai akibat adanya 

kegiatan program; 

http://www.bpiw.pu.go.id/
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c. P3TB tidak akan mendanai kegiatan yang termasuk ke dalam daftar pengecualian sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan konversi atau degradasi habitat alami secara 

signifikan termasuk ekosistem darat, pesisir dan laut, atau kegiatan yang memiliki 

manfaat konservasi dan/atau lingkungan yang tidak melebihi potensi kerugian, 

kehilangan dan/atau mengharuskan adanya pengadaan tanah dan/atau pemukiman 

kembali; 

2. Kegiatan penambangan karang (baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati); 

3. Kegiatan konstruksi skala besar yang akan mengakibatkan dampak negatif lingkungan 

dan sosial yang signifikan, kerusakan fatal dan tidak dapat dipulihkan kembali; 

4. Kegiatan apapun yang mungkin akan menciptakan dampak negatif terhadap suku atau 

Masyarakat Adat di dalam suatu desa dan/atau di desa-desa sekitar kegiatan atau 

kegiatan yang tidak dapat diterima oleh suatu suku atau Masyarakat Adat; 

5. Kegiatan yang dapat menghilangkan atau merusak aset budaya, termasuk tempat-tempat 

yang memiliki nilai-nilai arkeologis (prasejarah), palaentologis, sejarah, keagamaan, 

budaya dan nilai-nilai alami yang unik; 

6. Kegiatan yang tidak menghormati pengetahuan tradisional, nilai-nilai budaya asli dan 

masyarakat setempat dengan mengacu kepada hak Masyarakat Adat; 

7. Kegiatan yang melanggar hak asasi manusia termasuk diskriminasi gender dan pekerja 

anak-anak; dan 

8. Kegiatan yang menghasilkan atau menggunakan bahan-bahan atau komoditas yang 

secara langsung atau tidak langsung merusak kesehatan masyarakat, seperti asbes, 

narkotika, pestisida dan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan 

Indonesia. 

d. Pengelolaan lingkungan dan sosial, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, serta 

perlindungan Masyarakat Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, 

partisipasi dan konsultasi yang bermakna. Konsultasi yang bermakna harus melibatkan 

pemangku kepentingan yang terkait, tidak terbatas pada Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi 

juga lembaga swadaya masyarakat, lembaga akademik, para pemerhati dan masyarakat 

umum. Konsultasi yang bermakna perlu dilakukan dengan penyediaan informasi yang 

akurat, lengkap dan diberikan sedini mungkin sebelum konsultasi dilakukan. 

VI.3.2 Pengelolaan lingkungan 

a. Pengelolaan lingkungan mengacu pada ESMF yang dapat diakses di www.bpiw.pu.go.id. 

khususnya Bab 5.1; 

b. P3TB tidak akan membiayai kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan sesuai dengan 

jenis kegiatan yang akan dilakukan. Proses permohonan izin lingkungan diawali dengan 

melakukan penapisan terhadap tipe kegiatan berdasarkan peraturan Kementerian 

http://www.bpiw.pu.go.id/
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Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 

Tahun 2008 serta peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan izin lingkungan; 

c. P3TB tidak akan membiayai kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang, 

seperti: (1) kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan tidak dapat dimitigasi; (2) 

kegiatan yang akan mengakibatkan konversi atau penurunan habitat alami secara signifikan, 

termasuk tidak terbatas pada hutan konservasi, hutan lindung, habitat alami yang 

dilindungi, bakau dan terumbu karang; (3) kegiatan yang dapat menurunkan atau 

menghancurkan kawasan konservasi budaya yang tidak hanya terbatas pada artefak dan 

bangunan, tetapi juga lokasi yang disucikan atau memiliki nilai spiritual tinggi dan aset tanpa 

bentuk (intangible asset) bagi masyarakat setempat; serta (4) kegiatan yang menggunakan 

kayu ilegal; dan 

d. Kegiatan pengelolaan lingkungan mencakup pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan serta membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

VI.3.3 Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) 

a. Pengelolaan BCB mengacu pada ESMF yang dapat diakses di www.bpiw.pu.go.id. 

khususnya Bab 5.1; 

b. Upaya pelestarian BCB bertujuan mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, 

ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula; 

c. P3TB mendukung upaya pelestarian cagar budaya5. Jika terdapat indikasi adanya potensi 

dampak negatif terhadap benda cagar budaya, P3TB mengidentifikasi tindakan yang tepat 

untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan mulai dari dokumentasi hingga penyelamatan dan perlindungan situs BCB 

sebagaimana yang diatur dalam ESMF; 

d. Inventarisasi BCB harus dilakukan melalui pengumpulan data dan fakta BCB untuk 

perencanaan pelestariannya maupun pemanfaatannya. Ruang lingkup inventarisasi BCB 

meliputi survei mengenai status dan keadaan fisik, sumber daya manusia, serta kondisi sosial 

masyarakat di sekitarnya. Tujuan inventarisasi BCB adalah untuk mendapatkan data yang 

akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan program; 

e. Perlu dilakukan kajian terhadap perencanaan yang telah ada atau yang akan dilakukan 

untuk mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak (positif maupun 

negatif) pada BCB dan untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak merugikan BCB. Setiap 

kegiatan yang teridentifikasi menimbulkan dampak negatif, harus dipastikan telah disusun 

rencana mitigasinya; dan 

f. Apabila ditemukan BCB saat pelaksanan kegiatan berlangsung, perlu dilakukan prosedur 

khusus yaitu: (i) melakukan penghentian kegiatan fisik pada lokasi tersebut; (ii) delineasi dan 

pemagaran BCB yang ditemukan agar tidak terkena pengaruh kegiatan yang sedang 

                                                             
5 Termasuk kajian dan persyaratan dari UNESCO  

http://www.bpiw.pu.go.id/
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berlangsung; (iii) menghubungi otoritas bersangkutan; (iv) meneliti lebih lanjut mengenai 

BCB yang ditemukan, dan (v) mengaplikasikan prosedur ESMF terkait temuan baru BCB.  

VI.3.4 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 

a. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali mengacu pada ESMF yang dapat diakses di 

www.bpiw.pu.go.id khususnya Bab 5.2; 

b. Kegiatan yang berdampak terhadap pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus 

dihindari jika memungkinkan, atau diminimalkan dengan melakukan pencarian alternatif 

lokasi, desain investasi fisik dan pendekatan teknis; 

c. Jika tidak memungkinkan untuk menghindari pengadaan tanah dan/atau pemukiman 

kembali, kegiatan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali harus dilaksanakan 

dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yaitu menyediakan sumber daya yang 

cukup untuk memungkinkan warga terdampak proyek (WTP) memperoleh manfaat dari 

pembangunan. WTP harus diajak dalam konsultasi yang bermakna dengan memberi 

kesempatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan program 

pengadaan tanah, serta pemukiman kembali; 

d. WTP harus dibantu dalam upaya untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar 

hidupnya atau setidaknya untuk mengembalikan mata pencaharian dan tingkat kehidupan 

mereka seperti pada saat sebelum pengadaaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan, 

atau ke tingkat sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan (mana yang lebih tinggi); 

e. WTP harus diberikan ganti kerugian atas semua aset yang terkena dampak kegiatan dan 

tidak membuat penghidupan dan kehidupan WTP menjadi lebih buruk; dan 

f. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dipantau dan dievaluasi dengan 

melibatkan WTP di setiap tahapan kegiatan sampai ke tahap program pemulihan mata 

pencaharian bagi mereka. 

VI.3.5 Perlindungan Masyarakat Adat (MA) 

a. Perlindungan Masyarakat Adat mengacu pada ESMF yang dapat diakses di 

www.bpiw.pu.go.id khususnya Bab 5.3; 

b. Tujuan umum perlindungan Masyarakat Adat adalah untuk memastikan perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat Adat 

serta menghormati identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian 

Masyarakat Adat, dan keunikan sosial budaya Masyarakat Adat, seperti yang didefinisikan 

oleh Masyarakat Adat itu sendiri; 

c. Tujuan khusus perlindungan Masyarakat Adat adalah: (i) memastikan Masyarakat Adat 

mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan sesuai dengan aspirasi dan 

kebutuhan mereka berdasarkan karakteristik sosial dan budayanya; (ii) mencegah atau 

meminimalkan dampak negatif terhadap Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dicegah, 

mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan proses konsultasi 

yang bermakna, yang menghasilkan dukungan luas dari Masyarakat Adat yang terkena 

http://www.bpiw.pu.go.id/
http://www.bpiw.pu.go.id/
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dampak tanpa paksaan; dan (iii) memaksimalkan potensi dampak positif kegiatan bagi 

Masyarakat Adat; 

d. Setiap kegiatan harus melindungi hak-hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan secara 

adil menerima manfaat dari kegiatan yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya mereka; 

dan 

e. Rencana Perlindungan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan) harus disiapkan dan 

dilaksanakan jika suatu kegiatan melibatkan, mempengaruhi atau berdampak terhadap 

(secara positif atau negatif) Masyarakat Adat. 

VI.3.6 Pengelolaan Risiko Bencana 

a. Prinsip mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam konteks pengurangan 

risiko bencana diterapkan untuk semua kegiatan P3TB.  Oleh karena itu, analisis potensi 

risiko bencana perlu dilakukan dalam tahap perencanaan; 

b. Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana dalam P3TB dilakukan melalui: pelatihan, 

penyiapan rencana kegiatan, DED, pelaksanaan pembangunan, operasional dan 

pemeliharaan, dan penguatan kelembagaan; dan  

c. Bila teridentifikasi potensi risiko bencana sangat tinggi dengan probabilitas terjadinya 

bencana tinggi, perlu dirumuskan Rencana Kontinjensi dan SOP untuk risiko bahaya di 

daerah masing-masing yang diikuti oleh simulasi rutin. Pedoman dapat merujuk pada Perka 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 24 Tahun 2010 dan berkolaborasi 

dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. 

VI.4. Prosedur dan Instrumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

VI.4.1. Kerangka Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

Prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial mencakup kegiatan: (a) penapisan potensi dampak 

lingkungan dan sosial dari suatu kegiatan berdasarkan daftar kegiatan negatif, ambang batas 

fisik, serta potensi dampak lingkungan dan sosial berdasarkan skala, karakteristik dan intensitas 

dampak; (b) menetapkan hasil penapisan potensi dampak lingkungan dan sosial; (c) menetapkan 

instrumen yang sesuai untuk mengatasi atau mengelola dampak yang teridentifikasi tersebut; (d) 

penyusunan instrumen untuk mengatasi atau mengelola dampak; (e) proses persetujuan 

instrumen yang disusun; (f) pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah 

disetujui; (g) pemantauan pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial. Rincian 

tahapan dan prosedur (a) – (g) dapat dilihat pada ESMF Bab 5.  

VI.4.2. Instrumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

Penetapan jenis dan prosedur penyusunan instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan sosial 

dilakukan berdasarkan jenis, karakteristik dan besaran dampak. Jenis instrumen penanganan 

dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012, 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 serta peraturan terkait lainnya dan 
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kebijakan Bank Dunia yang sudah tercantum dalam ESMF. Instrumen pengelolaan lingkungan 

dan sosial dapat berupa AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan/atau Prosedur Standar Operasi. 

Sedangkan instrumen pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali adalah Dokumen 

Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement 

Action Plan-LARAP). Dokumen LARAP disusun berdasarkan Kerangka Kebijakan Pengadaan 

Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework-LARPF) yang 

mengacu kepada UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta Kebijakan Bank Dunia tentang 

“Involuntary Resettlement” seperti tertuang dalam ESMF Bab 5.2. 

Adapun instrumen untuk perlindungan Masyarakat Adat disusun berdasarkan Kerangka 

Perencanaan Masyarakat Adat atau “Indigenous Peoples Planning Framework” (IPPF) yang mengacu 

kepada peraturan perundangan Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia tentang Indigenous Peoples. 

Secara rinci IPPF ini dijelaskan di ESMF Bab 5.3. 

Selain instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disebutkan di atas, RIPT yang sedang 

disusun merupakan instrumen penting yang dapat membantu CPMU dan CPIU dalam 

pengelolaan lingkungan dan sosial. RIPT  setiap destinasi akan melakukan: (a) pengumpulan data 

dasar (baseline) termasuk data atau informasi lingkungan dan sosial, (b) melakukan kajian 

peluang dan keterbatasan aspek lingkungan dan sosial, (c) merumuskan berbagai alternatif 

skenario rencana, serta (d) menetapkan skenario rencana terpilih. 

Identifikasi rencana prioritas investasi fisik yang akan diuraikan dalam dokumen RIPT  untuk 

destinasi wisata prioritas merupakan informasi penting bagi kebutuhan penyusunan pengelolaan 

lingkungan dan sosial seperti yang dijelaskan dalam Bab VI.4.1 di atas.  

Bank Dunia akan mereviu dan memberikan persetujuan terhadap semua dokumen/instrumen 

pengelolaan lingkungan dan sosial bagi subproyek tahun pertama (2019). Untuk subproyek yang 

akan dilaksanakan pada tahun kedua dan seterusnya, revieu dan persetujuan akan diberikan 

kepada subproyek yang mempunyai potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang 

signifikan (seperti misalnya subproyek yang mewajibkan AMDAL atau melibatkan relokasi atau 

pengadaan tanah skala besar atau melibatkan jumlah warga terdampak yang besar) dan 

subproyek yang diidentifikasikan perlu untuk mendapat perhatian oleh laporan pelaksanaan 

ESMF yang diterbitkan oleh CPMU setiap 6 bulan.  

Dalam hal subproyek sedang dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, atau sudah 

ditetapkan untuk tahun anggaran berikutnya, P3TB harus melakukan hal-hal sebagai berikut 

(detail lihat Tabel 6.1): 

a. Mengkaji potensi dampak lingkungan dan sosial setiap kegiatan;  

b. Jika kegiatan memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial, perlu dilakukan: (a) 

pemeriksaan ketersediaan instrumen penanganan atau pengelolaan dampak; (b) kesesuaian 

jenis instrumen (AMDAL/ESIA, atau UKL-UPL, atau LARAP atau IPP dan dokumen 
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pendukung lainnya) dengan ESMF. Jika (a) dan (b) tidak terpenuhi, maka CPMU meminta 

CPIU dan/atau Koordinator Program untuk menyusun instrumen yang sesuai; 

c. Jika kegiatan yang diusulkan belum dilaksanakan dan belum memiliki jenis instrumen 

penanganan atau pengelolaan dampak, maka CPIU dan/atau Koordinator Program harus 

membuat instrumen yang sesuai dengan ESMF; 

d. Jika kegiatan yang diusulkan belum dilaksanakan tetapi sudah memiliki instrumen 

pengelolaan lingkungan dan sosial, dan jenis instrumennya sudah sesuai dengan prasyarat 

kebutuhan untuk penanganan potensi dampak lingkungan (misalnya AMDAL, UKL-UPL) 

dan sosial (misalnya LARAP, IPP, Livelihood Restoration Plan), CPMU dan Bank Dunia tetap 

akan melaksanakan reviu instrumen yang perlu disetujui oleh Bank Dunia untuk 

memastikan apakah cakupan dan kualitas dokumen kegiatan tersebut sudah memenuhi 

persyaratan yang dimuat dalam ESMF. Hasil reviu dapat berupa: 

1. Jenis instrumen yang telah tersedia belum memenuhi syarat, maka CPMU meminta CPIU 

dan/atau Koordinator Program untuk melaksanakan penguatan terhadap instrumen 

yang sudah ada dalam bentuk suplemen atau studi khusus (yang dikaji dan mendapat 

persetujuan terpisah dari CPMU dan Bank Dunia). Dokumen ini akan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari instrumen tersebut. TOR atau Kerangka Acuan kerja dari 

suplemen atau studi khusus tersebut disusun oleh CPIU dan/atau Koordinator Program 

serta disetujui oleh CPMU dan Bank Dunia; atau 

2. Jika jenis instrumen yang telah tersedia sudah memenuhi syarat, maka CPMU akan 

menyampaikannya kepada Bank Dunia untuk persetujuan.  

e. Jika kegiatan sedang dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, CPMU dan Bank Dunia 

akan melakukan “uji tuntas” atau “due diligence” terhadap jenis, cakupan dan kualitas 

instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah ada, serta mengkaji pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan dan sosial yang dilakukan. Jika pelaksanaannya (contoh: proses 

pengadaan tanah, atau pengadaan tanah belum memperhatikan “livelihood” bagi WTP 

terutama kelompok rentan atau AMDAL, UKL-UPL6) belum sesuai dengan persyaratan 

ESMF, CPMU akan meminta CPIU dan/atau Koordinator Program untuk membuat Rencana 

Konkrit Perbaikan (Corrective Action Plan7) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (termasuk 

studi-studi yang masih perlu disusun) dengan jadwal dan jangka waktu yang jelas (dengan 

persetujuan CPMU dan Bank Dunia).  

VI.5 Peran dan Fungsi Unit Pengelola P3TB dalam Pengelolaan Lingkungan dan 

Sosial 

Setiap instansi atau lembaga pelaksana P3TB memiliki peran dalam setiap tahapan pengelolaan 

lingkungan dan sosial seperti dijelaskan dalam kegiatan (a) – (g) pada Bab VI.4.1 di atas. Kegiatan 

lain yang juga harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial ini adalah: (a) 

                                                             
6 UKL-UPL hanya untuk subproyek yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. 
7 Lihat ESMF Bab 5.1.1 paragraph 59. 
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penyelenggaraan mekanisme penanganan keluhan (Grievance Redress Mechanism - GRM); (b) 

konsultasi publik; serta (c) pengungkapan informasi atau keterbukaan informasi sesuai 

kepentingannya di setiap tahapan (a) – (g) Bab VI.4.1. Butir (a) sampai dengan (c) pada Bab VI.5 

ini dijelaskan lebih rinci dalam Bab 5.2 (LARPF) dan Bab 5.3 (IPPF), serta Bab 7 dan Bab 8 

Dokumen ESMF. 

Peran dan fungsi unit pelaksana P3TB termasuk Konsultan PMS dalam pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan dan sosial dijelaskan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.  
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Tabel 6.1. Peran dan Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam Program P3TB  

Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Komponen 1: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan 

Penyusunan Dokumen 

RIPT  

Penapisan 

(screening) 

potensi 

dampak 

Konsultan RIPT 

 

Mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial 

setiap kegiatan yang diusulkan dalam RIPT dan melakukan 

penapisan zona terlarang berdasarkan sensitivitas fitur alami 

dan budaya, serta melakukan penapisan untuk daftar 

kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan 

Indonesia dan kebijakan Bank Dunia; 

APBN (murni 

dan PHLN) 

 Persetujuan 

Penapisan dan 

baseline 

lingkungan 

dan sosial 

 CPMU/Konsultan 

PMS 

 CPIU-5 

1) Memeriksa semua hasil penapisan Konsultan RIPT dan 

memberikan persetujuan/ rekomendasi perbaikan 

penapisan; 

2) Memeriksa dan menyusun rekomendasi tentang jenis 

instrumen penanganan dampak lingkungan dan sosial 

dari kegiatan yang direncanakan Konsultan RIPT, 

termasuk perlindungan dan pengelolaan Situs Warisan 

Dunia dan Global Geopark dan Cagar Biosfer, jika ada; 

3) Memastikan Konsultan RIPT telah menyusun KAK 

untuk penyusunan instrumen pengelolaan potensi 

dampak lingkungan dan sosial; dan 

4) Memastikan bahwa baseline lingkungan dan sosial (Task 

C-1 dalam TOR RIPT) yang disusun oleh konsultan 

RIPT sesuai dengan informasi yang dipersyaratkan 

dalam ESMF. 

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

 Konsultasi 

Publik 

Konsultan RIPT Berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, 

termasuk mereka yang terdampak pengadaan tanah, 

Masyarakat Adat (MA) dan kelompok rentan dalam 

Penyusunan RIPT. 

APBN (PHLN) 

 Penyusunan 

Kajian dan 

analisa 

Konsultan RIPT 1) Mengkaji dan menganalisa kawasan yang memiliki 

peluang, kendala serta dampak lingkungan dan sosial 

yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun 

proyeksi, mengembangkan skenario pengembangan 

kawasan, menetapkan skenario terpilih, menyusun 

Rencana Detail Pengembangan Kawasan, menyusun 

pentahapan rencana pengembangan Pariwisata, 

investasi infrastruktur dan pelayanan, menyusun 

program pengembangan kelembagaan dan penguatan 

kapasitas, serta merancang keterlibatan pemangku 

kepentingan (Task D-H dalam TOR RIPT); dan 

2) Melakukan kajian terhadap wilayah yang diidentifikasi 

memiliki persoalan tanah (land legacy issues) dan 

mendiskusikannya dengan CPMU dan Bank Dunia 

untuk memutuskan apakah wilayah tersebut akan 

menjadi bagian wilayah perencanaan atau menentukan 

pendekatan lain yang disepakati bersama. 

APBN (PHLN) 

 Reviu Kajian 

dan Analisa 

yang dibuat 

oleh 

 CPMU/Konsultan 

PMS 

Mengkaji hasil kajian dan analisa potensi, kendala dan 

dampak lingkungan dan sosial yang telah disusun oleh 

Konsultan RIPT dalam berbagai tahapan, mulai dari 

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Konsultan 

RIPT 

 CPIU - 

5/Koordinator 

Program- 5 

penyusunan baseline dan selama proses 1) dan 2) di atas atau 

Task C-1, D – H seperti yang dijelaskan dalam TOR RIPT. 

 Dokumen 

RIPT sesuai 

dengan ESMF 

 Wakil Kepala 

CPMU1 

 Semua CPIU  

 Konsultan PMS 

Memastikan penyusunan Dokumen RIPT sesuai dengan 

dokumen ESMF 

APBN (murni 

dan PHLN) 

  Bank Dunia Bank Dunia akan mengkaji, memberi masukan, dan saran 

teknis terkait dengan kajian, analisa dan rekomendasi 

pengelolaan lingkungan dan sosial di RIPT.   

Bank Dunia 

Manajemen Program Laporan   Kepala 

CPMU/Konsultan 

PMS 

 Wakil Kepala 

CPMU-1 

1) Wakil Kepala CPMU menyampaikan laporan kepada 

Kepala CPMU terkait berbagai isu/masalah lingkungan 

dan sosial dari kegiatan RIPT untuk seluruh kegiatan 

yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan Bank 

Dunia; 

2) Menyusun Laporan Pelaksanaan ESMF dan instrumen 

pengelolaan lingkungan dan sosial setiap 6 bulan sekali 

disampaikan ke Tim Pengarah dan Bank Dunia; dan 

3) CPMU akan segera menginformasikan kepada Tim 

Pengarah dan Bank Dunia mengenai situasi atau 

kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap 

kinerja lingkungan dan sosial dari Proyek. 

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

  CPIU-5 1) Laporan kepada Wakil Kepala CPMU-1 terkait berbagai 

isu/masalah lingkungan dan sosial untuk seluruh 

kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan 

Bank Dunia; 

2) Menetapkan dan menyusun tindak lanjut dari berbagai 

isu terkait pengelolaan aspek lingkungan hidup dan 

aspek sosial di 3 destinasi wisata prioritas Lombok, 

Borobudur – Yogyakarta – Prambanan, dan Danau 

Toba; dan 

3) Melaporkan hasil tindak lanjut pengelolaan lingkungan 

dan sosial kepada Kepala CPMU dan Wakil Kepala 

CPMU. 

APBN (murni 

dan PHLN) 

  Koordinator Program-

5/Konsultan PMS 

Melaporkan berbagai isu pengelolaan lingkungan dan sosial 

di 3 destinasi wisata prioritas Lombok, Borobudur – 

Yogyakarta – Prambanan, dan Danau Toba kepada CPIU; 

APBN (murni 

dan PHLN) 

  Bank Dunia Mereviu Laporan CPMU tentang pelaksanaan ESMF, 

mendiskusikan dengan CPMU dan memberi saran 

perbaikan terhadap Laporan pengelolaan lingkungan dan 

sosial. (Lihat Kegiatan Laporan Pelaksanaan di bawah) 

Bank Dunia 

PMS dan Jasa 

Konsultan Lainnya  

 Wakil Kepala CPMU-

1 

Memastikan kegiatan tersebut mengacu ke Dokumen ESMF  

STO  Wakil Kepala CPMU-

2 

Memastikan kegiatan STO mengacu ke Dokumen ESMF APBN (murni 

dan PHLN) 

Komponen 2: Meningkatkan kualitas jalan yang terkait dengan pariwisata dan akses pelayanan dasar 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Pengembangan infrastruktur transportasi darat, pengembangan infrastruktur dan pelayanan pariwisata, dan pelayanan infrastruktur dasar dan 

pariwisata 

Perencanaan Penapisan 

potensi 

dampak 

lingkungan 

dan sosial 

Koordinator Program 

2,  Koordinator 

Program 3, dan OPD 

di Kab/Kota/Provinsi  

1) Menyeleksi usulan kegiatan komponen 2 terkait dengan 

isu pengelolaan lingkungan dan sosial; 

2) Mengindentifikasi dan menapis isu dan dampak potensi 

lingkungan dan sosial yang muncul dari kegiatan di 

Komponen 2.  

3) Melakukan penapisan untuk kegiatan yang dilarang 

oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan 

kebijakan Bank Dunia 

4) Melakukan penapisan kegiatan berdasarkan ambang 

batas fisik aspek lingkungan 

5) Melakukan penapisan berdasarkan potensi dampak 

sosial dan lingkungan 

APBN (murni, 

PHLN), APBD 

Prov/Kab/Kota 

 Persetujuan 

Penapisan 

 CPIU 2 dan CPIU 

3 

 Konsultan PMS 

1) Mereviu semua hasil penapisan yang telah disetujui 

pimpinan unit kerja di masing-masing koordinator 

program dengan dibantu Konsultan PMS dan 

menyatakan bahwa CPIU 2 dan CPIU 3 setuju dengan 

kesimpulan dari penapisan tersebut.  

2) Menyampaikan hasil reviu penapisan kepada Wakil 

Kepala CPMU-1 sebagai laporan.  

APBN (murni, 

PHLN)  

 Penyusunan 

Standar 

Operasional 

 CPMU/Konsultan 

PMS 

1) CPMU/Konsultan PMS Menyiapkan standar 

operasional prosedur (SOP) lingkungan dan sosial (jika 

diperlukan) untuk kegiatan komponen 2 dalam bentuk 

APBN (murni 

dan PHLN),  
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Prosedur 

(SOP)  

 Koordinator 

Program 2 

 Koordinator 

Program 3 

 

prosedur, kerangka kerja, dan lampiran yang berisi 

format dan contoh (template); dan 

2) CPMU/Konsultan PMS menyampaikan/menjelaskan 

SOP lingkungan dan sosial kepada Koordinator 

Program 2 dan Koordinator Program 3. 

 Penentuan 

dan 

penyiapan 

instrumen 

untuk 

pengelolaan 

potensi 

dampak 

lingkungan 

dan sosial 

 Koordinator 

Program 2 

 Koordinator 

Program 3  

 OPD di Kab/Kota 

/Provinsi 

1) Menentukan dan menyusun instrumen pengelolaan 

dampak lingkungan dan sosial sesuai hasil penapisan 

dan kajian potensi dampak lingkungan dan sosial yang 

dilakukan selama proses perencanaan; dan 

2) Menyusun, melaksanakan, dan melaporkan instrumen 

pengelolaan potensi dampak lingkungan dan sosial 

yang telah disetujui pimpinan unit kerja di masing-

masing koordinator program kepada CPIU 2/CPIU 

3/Kepala OPD terkait sesuai dengan pedoman 

penyusunan instrumen untuk memitigasi dampak dari 

kegiatan Komponen 2.  

APBN (murni 

dan PHLN), 

APBD 

Prov/Kab/Kota 

  CPIU 2 dan CPIU 

3/Kepala OPD terkait 

1) Memastikan kegiatan mitigasi yang direkomendasikan 

dengan instrumen pengelolaan dampak lingkungan dan 

sosial yang harus dilaksanakan selama masa konstruksi 

menjadi bagian dari dokumen lelang dan kontrak 

dengan perusahaan konstruksi; 

2) Memastikan TOR konsultan pengawas di masing-

masing CPIU mencakup tugas untuk memonitor dan 

mensupervisi pelaksanaan kegiatan mitigasi dampak 

APBN (murni 

dan PHLN), 

APBD 

Prov/Kab/Kota 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh kontraktor 

serta mendokumentasikannya; dan 

3) Mengkaji TOR untuk konsultan pengawas yang 

disiapkan oleh CPIU-2 dan CPIU-3 untuk memasukkan 

pemantauan kemajuan kegiatan di dalam 

AMDAL/ESIA, atau UKL-UPL, dan LARAP dan/atau 

IPP dan/atau Pedoman K3L (untuk sektor/industri 

tertentu) yang dilaksanakan selama masa konstruksi. 

  Wakil Kepala CPMU-

1 

1) Memastikan instrumen pengelolaan lingkungan dan 

sosial telah sesuai dengan ESMF; dan 

2) Merekomendasikan instrumen pengelolaan lingkungan 

dan sosial untuk mendapatkan persetujuan dari Bank 

Dunia.  

APBN (murni) 

 Persetujuan 

Instrumen 

CPIU-2 dan CPIU-3 Memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap 

dokumen lingkungan dan sosial yang akan disampaikan 

kepada Wakil Kepala CPMU-1 guna memperoleh 

persetujuan dari Bank Dunia.  

APBN (murni) 

  Wakil Kepala CPMU-

1 

1) Memonitor, mengkaji dan menyampaikan hasil kajian 

instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial kepada 

Kepala CPMU; dan 

2) Menyampaikan permintaan persetujuan Bank Dunia 

kepada Kepala CPMU atas dokumen lingkungan dan 

sosial yang perlu mendapat persetujuan Bank Dunia 

yang telah diverifikasi oleh CPIU-2 dan CPIU-3. 

APBN (murni)  
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

  Kepala CPMU 1) Memberi persetujuan Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan dan Sosial yang akan dimintakan 

persetujuan Bank Dunia; dan 

2) Menyampaikan instrumen pengelolaan lingkungan dan 

sosial yang telah dikaji dan direkomendasikan oleh 

Wakil Kepala CPMU-1 kepada Bank Dunia guna 

mendapatkan persetujuan. 

APBN (murni) 

  Wakil Kepala CPMU-

1 

1) Bagi dokumen yang membutuhkan persetujuan Bank 

Dunia, memastikan dokumen Dokumen Lingkungan 

(AMDAL/UKL-UPL) direviu oleh Bank Dunia sebelum 

dilaksanakan Sidang Komisi AMDAL untuk Dokumen 

AMDAL dan sebelum dibahas dengan Dinas 

Lingkungan Hidup di setiap daerah untuk Dokumen 

UKL-UPL; 

2) Memastikan proses reviu dan persetujuan dokumen 

pengelolaan lingkungan dan sosial lainnya misalnya 

LARAP, IPP, BCD dll. oleh Bank Dunia sebelum 

kegiatan-kegiatan yang dirinci dalam dokumen tersebut 

dilaksanakan; dan 

3) Memastikan proses reviu dan persetujuan Dokumen 

Pengelolaan Dampak Sosial (misalnya LARAP, IPP, BCB) 

sebelum direviu oleh Bank Dunia.  

APBN Murni 

  Bank Dunia Untuk dokumen yang memerlukan persetujuan Bank Dunia: 

1) Proses reviu dan pemberian masukan atas Dokumen 

Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) akan dilaksanakan 

oleh Bank Dunia sebelum Sidang Komisi AMDAL untuk 

Bank Dunia 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Dokumen AMDAL dan sebelum dibahas dengan Dinas 

Lingkungan Hidup untuk Dokumen UKL-UPL; dan 

2) Proses reviu dan persetujuan Dokumen LARAP, IPP dan 

dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial lainnya 

setelah dikirimkan oleh CPMU.  

Pelaksanaan Kegiatan 

Konstruksi 

Pelaksanaan 

Instrumen 

 Koordinator 

Program 2  

 Koordinator 

Program 3 

1) Memastikan instrumen pengelolaan lingkungan dan 

sosial (AMDAL, UKL-UPL, LARAP, IPP dll.) 

dilaksanakan pada tahap pra-konstruksi; dan 

2) Melaporkan kepada CPIU-2 dan CPIU-3 berbagai isu 

kegiatan pengelolaan lingkungan dan sosial selama 

konstruksi di 3 destinasi wisata prioritas Lombok, 

Borobudur – Yogyakarta – Prambanan, dan Danau Toba. 

APBN (murni)  

  CPIU-2 dan CPIU-3 Menetapkan dan menyusun tindak lanjut dari berbagai isu 

pengelolaan lingkungan dan sosial di tahap konstruksi di 3 

destinasi wisata prioritas Lombok, Borobudur – Yogyakarta 

– Prambanan, dan Danau Toba. 

APBN (murni)  

  CPMU/Wakil CPMU-

1 

Memastikan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan 

dokumen instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang 

telah disetujui CPMU dan Bank Dunia. 

APBN (murni)  

Tahap Operasi   CPIU-2 dan CPIU-

3 

 Koordinator 

Program 2 dan 

Koordinator 

Program 3 

1) Memastikan pelaksanaan penanganan dampak 

lingkungan dan sosial pada tahap operasi dan 

pemeliharaan (misalnya keselamatan lalu lintas, 

pemantauan penghidupan setelah relokasi, dll); dan 

2) Koordinator Program 2 dan Koordinator Program 3 

memonitor dan melaporkan kepada CPIU-2 dan CPIU-3 

APBN (murni)  
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

pelaksanaan penanganan dampak lingkungan dan sosial 

yang dilakukan pada tahap operasi. 

Pemantauan dan 

Evaluasi 

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Kegiatan 

Komponen 2 

Wakil CPMU-1 1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

Komponen 2 telah sesuai dengan instrumen pengelolaan 

lingkungan dan sosial yang telah disetujui CPMU dan 

Bank Dunia; dan 

2) Mengkaji TOR untuk konsultan pengawas yang 

disiapkan oleh CPIU-2 dan CPIU-3 untuk memasukan 

pemantauan kemajuan dan pelaksanaan kegiatan di 

dalam AMDAL/ESIA, atau UKL-UPL, dan LARAP 

dan/atau IPP dan/atau Pedoman K3L (untuk 

sektor/industri tertentu) yang dilaksanakan selama 

masa konstruksi.  

APBN (murni)  

  CPIU-2 dan CPIU-3 Melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan 

konstruksi dan pengoperasian investasi fisik yang dibiayai 

proyek, termasuk kepatuhan terhadap instrumen 

pengamanan lingkungan dan sosial yang telah disetujui 

CPMU dan Bank Dunia. 

APBN (murni)  

Laporan Pelaksanaan Laporan 

Kegiatan 

Pengelolaan 

lingkungan 

dan sosial 

Koordinator Program 

2 dan Koordinator 

Program 3 

1) Mengumpulkan dan menyimpan seluruh dokumen / 

instrumen lingkungan dan sosial; dan 

2) Melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan 

sosial kepada CPIU-2 dan CPIU-3. 

APBN (murni)  



 

127 
 

Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

  CPIU 2 dan CPIU 3 Mereviu laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan 

sosial yang telah disusun Koordinator Program 2 dan 

Koordinator Program 3 dan menyampaikannya ke Wakil 

CPMU-1 

APBN (murni) 

 Pelaporan 

pelaksanaan 

ESMF 

Kepala CPMU/Wakil 

Kepala CPMU-

1/Konsultan PMS 

1) Menyusun Laporan Pelaksanaan ESMF setiap 6 bulan 

sekali dan disampaikan ke Tim Pengarah dan Bank 

Dunia; dan 

2) CPMU akan segera menginformasikan kepada Tim 

Pengarah dan Bank Dunia mengenai situasi atau 

kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja 

lingkungan dan sosial P3TB. 

APBN (murni) 

  Bank Dunia Bank Dunia akan mengkaji dan memberikan masukan 

dan saran teknis terhadap permasalahan yang 

disampaikan oleh CPMU di dalam laporan pelaksanaan 

ESMF. 

Bank Dunia 

Kegiatan belum 

dilaksanakan dan 

sedang diusulkan pada 

tahun anggaran 

berikutnya dan 

Instrumen Pengelolaan 

Lingkungan dan Sosial 

sudah tersedia 

Penyusunan 

Kajian Khusus 

(Suplemen) 

Instrumen 

Pengelolaan 

Lingkungan 

dan Sosial 

 Koordinator 

Program 2 

 Koordinator 

Program 3 

 CPMU/Konsultan 

PMS 

 Bank Dunia 

1) CPMU/Konsultan PMS dan Bank Dunia mereviu 

instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah 

disusun Koordinator Program 2/Koordinator Program 3. 

Hasil reviu CPMU/ Konsultan PMS dan instrumen yang 

telah ada tersebut disampaikan kepada Bank Dunia, dan 

Bank Dunia memberikan masukan kepada hasil reviu 

tersebut; dan 

2) Apabila instrumen lingkungan dan sosial belum sesuai 

dengan ESMF, maka perlu disusun kajian khusus 

(suplemen) instrumen lingkungan dan sosial oleh 

Koordinator Program 2 dan Koordinator Program 3. 

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

   Koordinator 

Program 

2/Koordinator 

Program 3 

 CPIU- 2/CPIU-3 

 Wakil CPMU-1 

 CPMU/Konsultan 

PMS 

 Bank Dunia 

1) Koordinator Program 2/Koordinator Program 3 

menyusun TOR untuk menyusun kajian khusus 

(suplemen) instrumen pengelolaan lingkungan dan 

sosial; 

2) CPIU-2/CPIU-3 mereviu TOR tersebut dan 

menyampaikannya kepada wakil kepala CPMU-1 untuk 

dikaji dan diteruskan ke kepala CPMU guna 

mendapatkan persetujuan; 

3) CPMU menyampaikan TOR tersebut kepada Bank Dunia 

untuk mendapatkan persetujuan; 

4) Koordinator Program 2/Koordinator Program 3 

menyusun kajian khusus (suplemen) instrumen 

pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai TOR yang 

telah disetujui; 

5) Kajian khusus (suplemen) instrumen pengelolaan 

lingkungan dan sosial disampaikan oleh Koordinator 

Program 2/Koordinator Program 3 kepada CPIU 

2/CPIU 3 untuk pengkajian dan mendapat persetujuan, 

kemudian diserahkan ke Wakil CPMU-1; 

6) Wakil kepala CPMU-1 memonitor, mengkaji dan 

menyampaikan hasil kajian khusus (suplemen) 

instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial kepada 

Kepala CPMU; dan 

7) Kepala CPMU menyampaikan kajian khusus (suplemen) 

instrumen tersebut kepada Bank Dunia untuk 

mendapatkan persetujuan. 

APBN (murni), 

dan PHLN); 

Bank Dunia 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Kegiatan Pengadaan 

Tanah yang sedang 

atau sudah 

dilaksanakan (Tanah 

sudah tersedia) 

Due Dilligence 

(Uji Tuntas) 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Tanah 

 Koordinator 

Program 2 

 Koordinator 

Program 3 

 CPMU/Konsultan 

PMS 

1) Koordinator Program 2/Koordinator Program 3 

menyusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Due 

Diligence Report) yang telah dilakukan. Selain 

menginformasikan proses dan hasil pengadaan tanah 

yang telah dilakukan, Laporan ini juga sudah 

mengidentifikasikan hal-hal yang belum/tidak sesuai 

dengan ketentuan ESMF serta usulan langkah-langkah 

perbaikan; 

2) Koordinator Program 2/Koordinator Program 3 

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

dan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (LARAP) yang 

telah ada sebelumnya (sebelum proses pengadaan tanah 

dilakukan) kepada CPIU-2/CPIU-3 untuk di reviu 

kesesuaiannya dengan ESMF; 

3) CPIU-2/CPIU-3 memberikan masukan kepada 

Koordinator Program 2/Koordinator Program 3 

terhadap Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

termasuk langkah-langkah perbaikan yang harus 

dilaksanakan; 

4) Hasil reviu disampaikan kepada Wakil CPMU-1 untuk 

reviu yang selanjutnya akan disampaikan kepada kepala 

CPMU untuk persetujuan; dan 

5) CPMU/Konsultan PMS mereviu hasil kajian yang telah 

dilakukan oleh CPIU-2/CPIU-3 dan Wakil CPMU-1 dan 

melaporkan hasilnya kepada Kepala CPMU. 

CPMU/Konsultan PMS memberikan usulan dan 

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

masukan kepada CPIU-2/CPIU-3 dan Koordinator 

Program 2/Koordinator Program 3 terhadap langkah-

langkah perbaikan yang harus disusun dan 

dilaksanakan. 

  Wakil CPMU-1 1) Wakil CPMU-1 memonitor, mengkaji dan 

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

kepada Kepala CPMU; dan 

2) Menyampaikan permintaan persetujuan kepada Kepala 

CPMU atas Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah  

yang telah mendapat persetujuan dari CPIU-2/CPIU-3 

dan Wakil CPMU-1. 

APBN (murni) 

  Bank Dunia 1) Mengkaji permintaan persetujuanuntuk Laporan 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah, memberikan masukan 

(sebagaimana diperlukan) kepada CPMU; dan 

2) Menerbitkan persetujuanjika Laporan Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah beserta langkah-langkah 

perbaikannya sudah sesuai dengan ESMF. 

Bank Dunia 

  CPMU/PMS Memonitor dan secara berkala (setiap 3 bulan) melaporkan 

kepada Bank Dunia atas pelaksanaan perbaikan proses 

pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan Laporan yang 

telah disetujui oleh Bank Dunia. 

APBN (murni 

dan PHLN) 

Studi Kelayakan dan Rancangan Rekayasa Terperinci (DED – Detailed Engineering Design) 

1. Penyusunan TOR 

FS 

Penyusunan 

TOR FS sesuai 

dengan ESMF 

 Koordinator 

Program 2 

Menyusun TOR FS yang harus mencakup identifikasi dan 

kajian potensi dampak lingkungan dan sosial dan kebutuhan 

untuk pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali 

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

 Koordinator 

Program 3 

 CPMU/Konsultan 

PMS 

 

2. Penyusunan 

Kerangka Acuan 

(TOR) DED 

Penyusunan 

TOR DED 

sesuai dengan 

ESMF 

Koordinator Program 

2 

Koordinator Program 

3 

CPMU/Konsultan 

PMS 

 

Memastikan TOR Rencana Sektor dan TOR DED sudah 

mempertimbangkan  

AMDAL atau UKL-UPL, dan/atau LARAP, dan 

rekomendasi IPP untuk mengatasi dampak ligkungan dan 

sosial dan untuk menghindari dan/atau mengurangi 

pengadaan tanah dan/atau dampak terhadap Masyarakat 

Adat.  

APBN (murni 

dan PHLN) 

3. Persetujuan TOR FS 

dan DED 

  CPMU  

 Bank Dunia 

Bank Dunia akan mereviu Draft TOR FS dan DED untuk sub-

proyek yang berisiko atau berdampak penting/signifikan 

(contoh: subproyek yang membutuhkan AMDAL, yang 

melibatkan relokasi) yang disampaikan oleh CPMU dan 

memberikan persetujuan.  

Bank Dunia 

Komponen 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata 

1. Pengembangan 

pelatihan 

kepariwisataan 

berbasis kompetensi 

 Koordinator Program 

7 

Memasukkan kesadaran lingkungan serta aspek-aspek 

dalam pedoman EHS lainnya yang relevan, ke dalam 

pelatihan maupun pedoman-pedoman untuk 

pengembangan pariwisata dan “hospitality”.  

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

(Competency Based 

Training - CBT)  

2. Peningkatan 

kemampuan 

perusahaan-

perusahaan lokal 

dalam menangkap 

peluang pasar 

dengan 

memanfaatkan 

teknologi digital, 

3. Peningkatan 

keterlibatan dan 

kesadaran (Sadar 

Wisata) masyarakat 

setempat di dalam 

pembangunan 

sektor pariwisata di 

daerahnya  

Memprioritaskan penguatan kapasitas penyedia pelatihan 

lokal dan memantau kepuasan masyarakat terhadap akses ke 

program pelatihan serta memperoleh masukan untuk 

menemukan cara-cara yang dapat memastikan terwujudnya 

kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pelatihan. 

Dalam menyusun materi pelatihan, pemerintah akan 

memasukkan konteks dan nilai-nilai lokal ke dalamnya, jika 

relevan. 

Memperkuat social outcomes atau dampak sosial dengan 

memastikan agar Masyarakat Adat dimasukkan ke dalam 

survei kepuasan masyarakat, sehingga kepuasan mereka 

terhadap program pemberdayaan masyarakat dapat 

dipantau. 

Penjelasan lebih terinci dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6 

Dokumen Kerangka Pengamanan Dampak Lingkungan dan 

Sosial (ESMF). 

 

Komponen 4: Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata 

Pendampingan teknis 

untuk mendesain dan 

melaksanakan 

perencanaan investasi 

 Koordinator Program 

8 

Memasukkan aspek-aspek dalam pedoman EHS yang 

relevan, dalam merumuskan panduan untuk pendaftar 

maupun penilai/pemberi persetujuan ijin usaha 

 

APBN (murni 

dan PHLN) 
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Komponen/ 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

ESMF 

Penanggung- 

Jawab 
Peran dan Fungsi 

Sumber 

Pendanaan 

Pelaksanaan 

ESMF 

swasta di masing-

masing destinasi wisata  

Ketika memberi saran dan membantu pemerintah daerah 

dalam menyederhanakan persyaratan dan prosedur untuk 

masuknya bisnis dan perizinan usaha, merekomendasikan:  

i. Transparansi dalam prosedur, persyaratan dan biaya 

perizinan usaha di sektor pariwisata; 

ii. Komunikasi dengan masyarakat mengenai 

penyederhanaan prosedur, persyaratan dan biaya-biaya, 

dengan memanfaatkan media yang sesuai (situs web, 

media, brosur, dll.); 

iii. Akses yang mudah untuk memproses perizinan; dan 

iv. Sistem penanganan pengaduan di daerah 

 

Penjelasan lebih terinci dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6 

Dokumen Kerangka Pengamanan Dampak Lingkungan dan 

Sosial (ESMF). 

Catatan: Instrumen lingkungan dan sosial mencakup Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL, LARAP, Rencana MA, Rencana BCB, Rencana Kontinjensi, dan 

instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial lainnya.
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VI.6. Konsultasi dan Pengungkapan Informasi 

VI.6.1 Konsultasi 

Pelaksanaan konsultasi publik di 3 (tiga) destinasi wisata prioritas selain dilaksanakan pada 

saat penyusunan dokumen ESMF juga perlu dilaksanakan pada saat persiapan usulan 

kegiatan P3TB. Selanjutnya konsultasi publik juga perlu dilakukan pada saat pelaksanaan 

instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial (sesuai kebutuhan). Tujuan dari konsultasi 

publik adalah: (a) memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi; (b) 

memberi masukan atau usulan untuk penyusunan jenis instrumen pengelolaan lingkungan 

dan sosial bagi usulan kegiatan P3TB; dan (c) memperoleh dukungan terhadap kegiatan yang 

akan dilaksanakan. Konsultasi untuk suatu topik/tema/isu dapat dilakukan secara berulang 

hingga terjadi kesepakatan atau kejelasan terhadap hal-hal yang tidak dapat disepakati.  

Konsultasi publik dilaksanakan melalui dialog dengan pemangku kepentingan (termasuk 

WTP) dan mengusung prinsip konsultasi bermakna. Konsultasi bermakna adalah konsultasi 

yang: (a) memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai rencana kegiatan serta potensi 

dampak lingkungan dan sosialnya, usulan mitigasi dampak tersebut disampaikan sebelum 

kegiatan konsultasi dilakukan; (b) peserta dialog diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat dan harapan tanpa tekanan atau paksaan; (c) secara terbuka mengakomodasi 

masukan peserta dialog sepanjang memungkinkan dari sisi teknis, ekonomi dan sosial, serta 

peraturan yang berlaku; (d) menyampaikan berbagai pilihan desain atau alternatif lokasi 

yang.  
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Tabel 6.2. Penyusunan dan Pelaksanaan Instrumen serta Kegiatan Konsultasi Publik  

No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

1. AMDAL atau UKL-UPL    

1.1 KA/KERANGKA 

ACUAN (TOR) AMDAL 

1) Menyampaikan rencana kegiatan, proses 

penyusunan AMDAL, berbagai potensi 

dampak yang akan timbul baik positif dan 

negatif; 

2) Mengetahui tanggapan/sikap, harapan, 

masukan dari masyarakat terhadap rencana 

kegiatan yang akan dilaksanakan; dan 

3) Menangkap berbagai isu lingkungan dan 

sosial dari rencana kegiatan dalam proses 

pelingkupan.  

1) WTP, dimana rencana kegiatan akan 

dilaksanakan di 3 destinasi wisata prioritas; 

2) Tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil 

perempuan, kelompok rentan; 

3) Lembaga sosial kemasyarakatan, LSM 

pemerhati lingkungan dan sosial; dan 

4) Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten, 

Kecamatan, dan Desa). 

Sebelum 

penyusunan 

KA AMDAL 

 

1.2 Draft Final AMDAL 

atau UKL-UPL 

1) Menyampaikan Draft Final AMDAL atau 

UKL-UPL ke pihak terkait khususnya WTP; 

dan 

2) Mengetahui tanggapan/sikap, harapan, 

masukan dari masyarakat terhadap Draft 

Final AMDAL/RKL-RPL, atau UKL-UPL. 

1) WTP, dimana rencana kegiatan akan 

dilaksanakan di 3 destinasi wisata prioritas; 

2) Tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil 

perempuan, kelompok rentan; dan 

3) Lembaga sosial kemasyarakatan, LSM 

pemerhati lingkungan dan sosial; dan 

4) Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten, 

Kecamatan, dan Desa). 

Setelah Draft 

Final AMDAL 

atau UKL-UPL 

2. Pengadaan Tanah    
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No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

2.1 Penyusunan LARAP 1) Menyampaikan rencana proyek/informasi 

secara menyeluruh; tujuan pengembangan, 

inventarisasi WTP dan aset yang terkena, 

survei sosial ekonomi, rencana konsultasi, 

langkah dan kerangka waktu untuk 

pengadaan tanah, peran penilai independen 

berizin penilaian aset, bentuk dari insentif 

atau kompensasi yang akan diberikan 

kepada WTP, aset atau obyek yang 

memenuhi syarat untuk kompensasi (fisik 

dan non-fisik termasuk premi), kompensasi 

untuk fasilitas masyarakat, dan tanggung 

jawab dan hak WTP yang berhak, 

penanganan keluhan, keterbukaan 

informasi, dll.; 

2) Mengetahui tanggapan/sikap, harapan, 

masukan dari masyarakat secara umum dan 

para pemilik aset (tanah, bangunan, 

tanaman) dan warga yang tidak memiliki 

hak legal atas aset (tanah, bangunan, 

tanaman) terhadap rencana kegiatan 

pengadaan tanah yang akan dilaksanakan; 

dan 

3) Menyampaikan kegiatan penyusunan 

dokumen LARAP, rencana survei sosial 

1) WTP yang berhak termasuk para pemilik aset 

(tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain 

yang melekat pada tanah) di lokasi dimana 

kegiatan pengadaan tanah akan dilaksanakan 

di 3 destinasi wisata prioritas Lombok, 

Borobudur – Yogyakarta – Prambanan, dan 

Danau Toba; 

2) Warga yang secara fisik menguasai, 

menggunakan, memanfaatkan dan 

memelihara tanah yang bukan menjadi 

haknya secara legal atas aset (tanah, 

bangunan, tanaman, dan benda lain di atas 

tanah); 

3) Masyarakat yang tinggal di sekitar rencana 

pengadaan tanah; 

4) Tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil 

perempuan, kelompok rentan; 

5) Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten. 

Kecamatan, Desa); dan 

6) Jika pengadaan tanah melibatkan relokasi, 

disamping pihak-pihak yang disebutkan 

dalam butir 1-5 di atas, konsultasi perlu 

dilakukan dengan masyarakat penerima di 

Tahap 

perencanaan 

pengadaan 

tanah 
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No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

ekonomi dan survei pengukuran tanah rinci 

sebagai bahan dalam penyusunan Dokumen 

LARAP. 

kawasan tujuan relokasi mengenai rencana 

relokasi. 

2.2 Penetapan Lokasi 1) Menyampaikan proses pengadaan tanah di 

tahap perencanaan dan tahap persiapan; 

2) Menampung sikap/tanggapan masyarakat 

terhadap kegiatan pengadaan tanah; dan 

3) Menanyakan persetujuan dari WTP 

terhadap rencana proyek. Dasar persetujuan 

warga sebagai dasar dalam Penetapan 

Lokasi. 

1) WTP yang berhak, termasuk para pemilik 

aset (tanah, bangunan, tanaman, dan benda 

lain diatas tanah); 

2) Warga yang secara fisik menguasai, 

menggunakan, memanfaatkan dan 

memelihara tanah yang bukan menjadi 

haknya secara legal atas aset (tanah, 

bangunan, tanaman, dan benda lain diatas 

tanah); 

3) Tim Persiapan Pengadaan Tanah; dan 

4) Institusi yang membutuhkan 

tanah/Proponen. 

Tahap 

persiapan  

2.3 Hasil Inventarisasi Aset  1) BPN/Kantor Pertanahan akan berkonsultasi 

dengan yang berhak selama proses 

inventarisasi dan identifikasi aset yang 

terkena dampak;  

2) Hasil inventarisasi akan disampaikan di 

kantor desa/kelurahan dan kecamatan 

1) WTP yang berhak; 

2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah; dan 

3) Institusi yang membutuhkan tanah/institusi 

pengusul kegiatan/proyek. 

 

 

Proses 

inventarisasi 

aset di Tahap 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Tanah 
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No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

selama 14 hari untuk mendapatkan 

masukan/konfirmasi pengaduan; 

2.4 Hasil Penilaian Aset Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh penilai 

independen berizin akan diinformasikan kepada 

WTP dan digunakan sebagai dasar negosiasi.  

 

1) WTP yang berhak; 

2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah; 

3) Institusi yang membutuhkan 

tanah/pengusul kegiatan/proyek; dan 

4) Penilai independen berizin. 

Tahap 

Penilaian Aset 

di Tahap 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Tanah 

2.5 Musyawarah Bentuk 

Ganti Kerugian 

1) Melaksanakan musyawarah bentuk ganti 

kerugian agar mendapat titik temu bentuk 

dan besaran nilai ganti kerugian; dan 

2) Membahas hal lain terkait proses 

pelaksanaan pengadaan tanah yang masih 

membutuhkan pembahasan bersama. 

1) WTP yang berhak; 

2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah; 

3) Institusi yang membutuhkan tanah; dan 

4) Penilai independen berizin. 

Tahap 

Musyawarah 

Bentuk Ganti 

Kerugian 

2.6 Pelaksanaan LARAP 1) Penyampaian pemberian kompensasi8, 

pelaksanaan pemberian kompensasi, 

bantuan transisi dan pemindahan, akses 

kepada fasilitas dan perumahan, 

pembayaran ganti kerugian (tata cara 

pembayaran, waktu dan tempat 

1) WTP yang berhak, sesuai dengan yang telah 

disepakati dalam LARAP; 

2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah;  

Pada tahap 

pelaksanaan 

LARAP  

                                                             
8 Kompensasi tidak selalu dalam bentuk uang, kompensasi tidak saja diberikan hanya untuk aset yang terkena, tetapi juga bantuan selama pindah, akses kepada perumahan, 
akses untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan, bantuan selama masa transisi, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh ketika penyusunan LARAP. 
Mekanisme dan bentuk kompensasi serta keberhakan WTP mengacu kepada ESMF. 
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No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

pelaksanaan dan lain-lain sesuai dengan 

kesepakatan yang telah diperoleh ketika 

penyusunan LARAP; dan 

2) Melakukan kegiatan relokasi (sesuai dengan 

dan jika ini yang disepakati dalam dokumen 

LARAP)  

3) Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang 

disepakati dengan WTP dalam LARAP. 

3) Instansi lain yang terkait yang diidentifikasi 

dalam LARAP; dan 

4) Institusi yang membutuhkan tanah/ atau 

yang berhak. 

 

2.7 Penyusunan Livelihood 

Restoration Action Plan 

(LRAP)  

1) Menyampaikan maksud dan tujuan 

penyusunan LRAP kepada WTP; 

2) Menggali permasalahan dan kebutuhan 

WTP, warga terkategori rentan dan terkena 

dampak parah; 

3) Menampung usulan program yang 

dibutuhkan oleh WTP; 

4) Menggali program-program pemulihan 

mata pencaharian yang telah dilaksanakan 

Pemda di wilayah rencana kegiatan; 

5) Membahas kerjasama pelaksanaan program 

dan Anggaran LRAP; dan 

1) Target group yang diidentifikasi dalam 

LARAP atau dalam Laporan Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah / Due Diligence Report; 

2) Institusi yang membutuhkan tanah/ 

pengusul kegiatan/proyek; dan 

3) BAPPEDA dan Dinas terkait dengan 

penyusunan LRAP. 

Tahap 

penyusunan 

LRAP bersama 

dengan WTP 
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No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

6) Menyepakati program, mekanisme 

pelaksanaan LRAP, waktu dan tempat 

pelaksanaan LRAP. 

2.8 Pelaksanaan LRAP 1) Melaksanakan program LRAP secara 

bersama-sama antara Pemerintah Daerah 

dan WTP; dan 

2) Menyesuaikan program dan mekanisme 

pelaksanaannya sesuai dengan 

situasi/kondisi terakhir dan menyepakati 

penyesuaian tersebut. 

1) Target group yang diidentifikasi dalam LRAP 

atau dalam Laporan Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah / Due Diligence Report; 

2) Institusi yang membutuhkan tanah/ 

pengusul kegiatan/proyek; 

3) BAPPEDA, Dinas terkait dan/atau pihak 

ketiga yang memfasilitasi pelaksanaan 

program dengan masyarakat. 

Tahap 

Pelaksanaan 

LRAP 

3.1 Penyusunan Indigenous 

Peoples Plan (IPP) 

termasuk Kajian Sosial 

1)  Konsultasi atas dasar informasi di awal 

tanpa paksaan (Free, Prior, Informed 

Consultation - FPIC) guna memperoleh 

dukungan yang luas dari Kelompok MA; 

dan 

2) Memfasilitasi partisipasi MA mengenai hal-

hal yang mempengaruhi MA secara 

langsung, seperti persoalan dan langkah-

langkah mitigasi yang diusulkan, MA 

sebagai penerima manfaat dan peluang 

pembangunan, dan partisipasi dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

1) Kelompok MA yang terkena dampak; 

2) Perguruan tinggi setempat; 

3) Perwakilan dari Masyarakat Adat;  

4) LSM yang berminat, peduli dan memiliki 

pengalaman bekerja dengan Kelompok MA; 

dan 

5) Instansi Pemerintah Daerah terkait; 

Konfirmasi 

kelompok MA 

yang akan 

terkena 

dampak 

(positif dan 

negatif), 

penyusunan 

Kajian Sosial 

(Social 

Assessment) dan 
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No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

penyusunan 

IPP 

3.2 Pelaksanaan Indigenous 

Peoples Plan (IPP) 

1) Memastikan kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan kesepakatan yang tertuang 

dalam IPP; dan 

2) Jika diperlukan penyesuaian kegiatan, 

dipastikan agar dilakukan berdasarkan 

kesepakatan. 

1) Kelompok MA yang teridentifikasi dalam 

Kajian Sosial dan terkena dampak 

sebagaimana disebutkan dalam IPP; dan 

2) Sebagaimana diperlukan, Pemerintah Daerah 

setempat terkait, Jejaring dari MA, Perguruan 

Tinggi setempat, LSM yang berminat, peduli 

dan memiliki pengalaman bekerja dengan 

kelompok MA. 

Setelah 

penyusunan 

Dokumen IPP 

4. RIPT     

4.1 KAK RIPT 

 

BPIW menjelaskan pada peserta terkait tujuan, 

cakupan, metodologi, proses dan keluaran yang 

diharapkan dari RIPT. 

 

1) OPD terkait, perwakilan Badan Otorita 

Destinasi (kecuali Lombok); 

2) Masyarakat umum  

3) Jejaring dari MA seperti AMAN (Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara); 

4) Perguruan tinggi setempat; 

5) Perwakilan dari MA; dan 

6) LSM yang berminat dan memiliki 

pengalaman bekerja dengan MA. 

Sebelum KAK- 

RIPT 
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No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

4.2 Pra-Draft RIPT 1) Pengembangan informasi awal, 

mengidentifikasi dan mengkaji potensi 

dampak dari tiga skenario pembangunan, 

dalam mengembangkan pembangunan tata 

guna lahan/investasi fisik yang diusulkan 

dengan potensi dampak; dan 

2) Pengembangan skema bila rencana 

pembangunan yang diusulkan melibatkan 

pengembangan kegiatan komersial dari 

sumber daya budaya dan pengetahuan/ 

kearifan dari MA atau pembatasan akses 

pada penggunaan sumber daya alam. 

 

1) OPD terkait, perwakilan Badan Otorita 

Destinasi (kecuali Lombok); 

2) Masyarakat umum khususnya yang akan 

terkena dampak; 

3) Jejaring dari MA seperti AMAN (Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara); 

4) Perguruan tinggi setempat; 

5) Perwakilan dari MA; dan 

6) LSM yang berminat dan memiliki 

pengalaman bekerja dengan MA. 

Konsultasi 

dengan 

masyarakat 

umum dan MA 

yang 

berpotensi 

terkena 

dampak akan 

dilakukan oleh 

tim konsultan 

RIPT pada saat 

persiapan dari 

draf RIPT. 

4.3 Rencana Kegiatan 

Pengadaan Tanah 

1) Menyampaikan kepada masyarakat terkait 

kemungkinan ada kegiatan pengadaan 

tanah dari rencana RIPT; dan 

2) Menjelaskan proses pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum, dasar regulasi, tahapan 

kegiatan pengadaan tanah, proses 

pemberian ganti kerugian, dan lain-lain. 

1) Masyarakat di kawasan skenario 

pengembangan sesuai rencana RIPT, 

termasuk masyarakat yang mungkin terkena 

pengadaan tanah, MA, kelompok rentan, dan 

perempuan; 

2) Aparat kecamatan/desa setempat; dan 

3) Tokoh masyarakat. 

 

Setelah Draft 

RIPT 



 

143 
 

No. Instrumen/Kegiatan Tujuan Pihak yang Harus Terlibat Dalam Konsultasi 

Tahap 

Kegiatan 

Konsultasi 

Publik 

4.3 Draft RIPT BPIW, dengan dukungan dari konsultan RIPT, 

akan melakukan konsultasi atas Draf RIPT di 

tingkat pusat, dan di tiga destinasi wisata 

prioritas.  

1) OPD terkait, perwakilan Badan Otorita 

Destinasi (kecuali Lombok); 

2) Masyarakat umum di kawasan-kawasan 

yang akan dikembangkan; 

3) Jejaring dari MA seperti AMAN;  

4) Perguruan tinggi setempat; 

5) Perwakilan dari MA; dan 

6) LSM yang berminat dan memiliki 

pengalaman bekerja dengan MA. 

Setelah Draft 

RIPT selesai 

disusun 
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VI.6.2. Pengungkapan Informasi/Keterbukaan Informasi 

Seluruh instrumen dan rangkaian kegiatan pengelolaan lingkungan dan sosial disampaikan 

kepada publik secara transparan melalui: (a) media elektronik; (b) media massa; atau (c) papan 

pengumuman di wilayah dimana rencana kegiatan akan dilaksanakan (contoh: kantor 

kelurahan atau desa setempat, balai pertemuan masyarakat setempat dan lain-lain), sehingga 

masyarakat dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi rencana kegiatan.  

Pelaksanaan pengungkapan informasi untuk instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial 

dapat dilihat pada Tabel 6.3.  

 

Tabel 6.3.  Pengungkapan Informasi Instrumen dan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan 

dan Sosial 

No. Instrumen Media Pengungkapan Informasi Waktu Pelaksanaan 

 

1 KA-AMDAL  1) Rencana kegiatan diungkapkan 

melalui media massa nasional 

dan lokal; dan 

2) Papan pengumuman yang ada 

di desa, RT, RW kelurahan 

dan/atau kecamatan. Selain itu 

dengan memasang papan 

pengumuman proyek di sekitar 

area kegiatan berlangsung. 

Sebelum Penyusunan KA-

AMDAL 

 

Selama kegiatan berlangsung 

 

 

 

2. Draf AMDAL atau 

Draf UKL-UPL 

Dokumen Draf AMDAL atau Draf 

UKL-UPL diunggah di situs 

jejaring/website resmi Instansi 

Pengusul Kegiatan/Proyek, BPIW 

dan Dinas LH. 

Sebelum draf AMDAL  

mendapat persetujuan dari 

Sidang Komisi AMDAL 

3. AMDAL atau 

UKL-UPL final 

Dokumen AMDAL dan izin 

lingkungan diunggah di situs 

jejaring/website resmi Instansi 

Pengusul Kegiatan/Proyek, BPIW 

dan Dinas LH yang menerbitkan 

Izin Lingkungan 

Setelah Dokumen AMDAL 

mendapat persetujuan dari 

Sidang Komisi AMDAL 

4. LARAP dan/atau 

draf LRAP 

Draft LARAP/LRAP dan Final 

LARAP/LRAP akan disampaikan 

di desa/kelurahan terdekat di mana 

investasi fisik yang memerlukan 

pengadaan tanah berada, di situs 

jejaring Instansi Pengusul/Pemilik 

Kegiatan/ Proyek dan BPIW  

Setelah Draf LARAP/LRAP 

dan Final LARAP/LRAP 

selesai disusun 
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No. Instrumen Media Pengungkapan Informasi Waktu Pelaksanaan 

 

5 IPP 1) Draf IPP termasuk juga Kajian 

Sosial akan diungkapkan oleh 

instansi/lembaga di masing-

masing lokasi tempat investasi 

fisik dimana MA terkena 

dampak sebelum konsultasi, 

dan jika perlu, dokumen 

tersebut akan disusun dalam 

bahasa MA setempat.  

2) Draf IPP akan diunggah di situs 

jejaring resmi Instansi 

Pengusul/Pemilik 

Kegiatan/Proyek dan BPIW. 

3) IPP final akan diungkap di 

media yang sama seperti juga 

halnya draf IPP.  

Setelah Draf IPP dan Final IPP 

selesai disusun. 

 

VI.7   Penguatan Kapasitas 

Penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan sosial akan dilaksanakan oleh CPMU 

(dibantu PMS) bagi K/L terkait, berbagai tingkatan pemerintah, serta pemangku kepentingan 

di daerah pelaksanaan P3TB. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk: (a) memastikan 

sumber daya manusia yang ada siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan bidangnya; dan (b) meningkatkan kemampuan K/L terkait, 

berbagai tingkatan pemerintah, serta pemangku kepentingan dalam mengidentifkasi dan 

menindaklanjuti masalah lingkungan dan sosial. Secara lengkap kegiatan penguatan 

kapasitas dapat dilihat dalam Dokumen ESMF Tabel 18, Tabel 19 dan Tabel 20. 

 

VI.8   Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism) 

 
P3TB akan melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan melalui mekanisme yang 

memastikan setiap anggota masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, mempunyai 

keprihatinan, aspirasi, usulan dan/atau keluhan memiliki saluran yang mudah, tanpa biaya 

yang menjamin kebebasan dalam menyampaikannya dan menjamin bahwa hal-hal yang 

disampaikan diperhatikan, didokumentasikan dan ditindaklanjuti secara memuaskan, 

objektif dan dalam waktu singkat serta disepakati oleh unit pelaksana P3TB dengan pihak 

yang menyampaikan pengaduan. 

 

Mekanisme Penanganan Keluhan (MPK) adalah alat untuk identifikasi, kajian dan 

penyelesaian awal atas setiap keluhan atau perselisihan mengenai kegiatan dan investasi fisik 



 

146 
 

dalam P3TB ini. Tujuan MPK dalam P3TB ini adalah: (a) memberikan akses yang mudah bagi 

masyarakat, terutama anggota masyarakat yang terkena dampak untuk mengajukan keluhan 

dan/atau keprihatinan atas kegiatan atau investasi fisik tertentu (subproyek); (b) 

mengidentifikasi dan menkaji pengaduan dan/atau keprihatinan dan menyepakati 

penyelesaiannya sedini mungkin sehingga dapat menjadi masukan yang membangun untuk 

dipertimbangkan dalam perancangan suatu kegiatan atau investasi fisik; (c) menghindari 

macetnya kegiatan atau investasi fisik di kemudian hari karena ketidaktahuan akan keluhan 

atau perselisihan, yang menyebabkan perselisihan yang tidak terkendali dan biaya yang 

tinggi; (d) mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terkena dampak terhadap usulan 

kegiatan atau investasi fisik; dan (e) untuk mencapai pembangunan pariwisata yang 

berkelanjutan di mana masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi, dapat berpartisipasi, 

dan mendapatkan manfaat yang tinggi dari pemanfaatan tempat wisata yang 

berkesinambungan, baik aset buatan manusia, budaya dan nilai, dan/atau sumber daya alam.  

 

MPK dalam P3TB ini akan menjadi penting untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan 

saran yang relevan yang disampaikan selama konsultasi publik mengenai ESMF (termasuk 

KA untuk RIPT) dimasukkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan 

investasi fisik dalam P3TB ini. MPK yang efektif dapat mempercepat pencapaian dan 

meningkatkan kualitas hasil P3TB. Penting bagi P3TB ini untuk memperkuat sistem MPK 

yang ada saat ini yang telah ada di berbagai instansi/lembaga di tingkat nasional, provinsi 

dan kabupaten/kota untuk mengelola penanganan dan penyelesaian sengketa secara lebih 

baik, terutama yang terkait dengan pengembangan pariwisata.  

 

Meskipun pembahasan mengenai MPK di dalam ESMF ini ditargetkan untuk persoalan 

lingkungan dan sosial, namun demikian mekanisme penanganan keluhan tidak secara 

eksklusif diterapkan untuk kedua persoalan tersebut tetapi untuk persoalan-persoalan yang 

terkait dengan P3TB. MPK mencakup aspek yang lebih luas seperti aspek teknis konstruksi, 

lingkungan dan sosial yang terkait dengan pekerjaan konstruksi subproyek, isu sosial yang 

mungkin timbul (misalnya pemukiman kembali), dan keluhan lainnya yang terkait dengan 

P3TB. MPK berlaku untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa selama 

persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian P3TB di tiga destinasi wisata prioritas (dapat 

diperluas ke destinasi wisata lain di kemudian hari), yaitu Danau Toba, Borobudur-

Prambanan-Yogyakarta dan Lombok.  

 

Setiap unit kerja dalam P3TB perlu melaksanakan prinsip, struktur mekanisme penanganan 

keluhan, serta prosedur penanganan keluhan yang secara rinci dapat dilihat pada Dokumen 

ESMF khususnya Bab 7. 

 

VI. 9 Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Engagement) 

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen yang sangat penting dan menjadi 

kunci keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Keterlibatan pemangku 

kepentingan merupakan proses intensif dan berkesinambungan melalui: (a) mekanisme 
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komunikasi; (b) dialog; (c) kemitraan; dan (d) kolaborasi dengan pihak pengelola kegiatan 

P3TB.  

Pemangku kepentingan P3TB adalah semua unsur yang memberikan pengaruh dan dampak 

pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan. Pemangku kepentingan antara lain namun tidak 

terbatas: (a) pengelola pelaksana  P3TB (CPMU, CPIU, Kelompok Kerja - Pokja); (b) 

masyarakat terkena dampak dan penerima manfaat; (c) pemerintah daerah setempat; (d) LSM; 

dan (e) kelompok lain yang terkait. Pelaksana  P3TB harus membangun komunikasi dengan 

seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan langkah antisipasi, mitigasi, dan 

pengelolaan dari dampak lingkungan serta sosial yang mungkin timbul dapat 

terinformasikan dan disepakati oleh secara luas. 

Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan sedini mungkin berdasarkan isu dan 

kepentingan dari setiap pihak. Perencanaan mitigasi dampak dan/atau resiko lingkungan dan 

sosial dalam usulan kegiatan P3TB dilaksanakan dengan mengintegrasikan antara 

kepentingan setiap pihak dengan solusi. Keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat 

diformalkan antara lain: (a) tata cara pemilihan pemangku kepentingan yang terkait dengan 

pelaksanaan P3TB, (b) prosedur pengungkapan dan penyebaran informasi dari/kepada 

pemangku kepentingan, (c) format konsultasi dan bentuk partisipasi pemangku kepentingan, 

dan (d) mekanisme pengaduan dan pelaporan terkait dampak dan/atau resiko dari 

pemangku kepentingan. 

Tujuan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan  P3TB; 

b. Mengidentifikasi dampak dan manfaat kegiatan  P3TB bagi setiap pemangku 

kepentingan; 

c. Mengidentifikasi tingkat ketertarikan, kepentingan, dan pengaruh setiap pemangku 

kepentingan dalam kegiatan  P3TB; dan 

d. Menentukan metode keterlibatan pemangku kepentingan bagi setiap pemangku 

kepentingan agar diperoleh pendekatan yang paling tepat dalam menjalin hubungan 

sosial secara baik dengan setiap pemangku kepentingan. 

Posisi keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

P3TB harus menjadi perhatian utama. Analisa identifikasi posisi dari setiap pemangku 

kepentingan berguna untuk memahami kompleksitas permasalahan dan kompatibilitas dari 

pemangku kepentingan terhadap permasalahan tersebut. Analisa identifikasi posisi 

pemangku kepentingan akan menentukan antara aktor kunci dengan pemangku kepentingan 

lain. Pemangku kepentingan lain dapat dibedakan berdasarkan: (a) kepentingannya, (b) 

perhatiannya, (c) pengaruhnya serta ketertarikan pemangku kepentingan dalam rencana 

kegiatan P3TB, (d) hubungan sosial dan keterkaitan institusi.  

Hal yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan analisa posisi setiap pemangku kepentingan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P3TB. Analisa pemangku kepentingan berguna 

untuk memahami kompleksitas dan kompatibilitas antara permasalahan, tujuan yang akan 

dicapai, dan posisi dari setiap pemangku kepentingan. Analisa ini digunakan untuk 

mengidentifikasi antara aktor kunci dengan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan: (a) 
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ketertarikan, (b) kepentingan, dan (c) tingkat pengaruh atas rencana dan kegiatan P3TB, serta 

(d) hubungan sosial dan keterkaitan setiap institusi dalam rencana  dan kegiatan P3TB.  

Contoh keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan atau kegiatan P3TB 

mengantisipasi dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan akses infrastruktur ke lokasi sumber daya habitat alami yang memiliki daya 

tarik wisata. Keterlibatan pemangku kepentingan dibutuhkan agar pengelolaan sumber 

daya habitat alami setelah peningkatan akses infrastruktur tersebut tidak merusak 

kondisi dan nilai alaminya bahkan diharapkan dapat meningkatkan kualitas habitat alami 

tersebut; dan 

b. Permasalahan pengadaan tanah yang sering timbul antara lain namun tidak terbatas 

pada: (a) pelaksanaan pembebasan lahan, (b) penilaian aset, (c) penentuan bentuk ganti 

kerugian, (d) penentuan harga tanah dan bangunan, (e) aspek kehidupan dan 

penghidupan WTP, termasuk masa transisi serta (f) ketersediaan lahan untuk tempat 

relokasi. Beberapa faktor pendorong timbulnya permasalahan pada pengadaan tanah 

antara lain: (a) batas tanah yang tidak jelas, (b) tidak tersedianya dokumen kepemilikan 

tanah, (c) ketidakjelasan  status kepemilikan aset, serta (d) kurangnya dukungan dari 

pemerintah daerah selama kegiatan pengadaan tanah. Proses pengadaan tanah yang 

berlarut-larut akan menimbulkan dampak terhadap implementasi kegiatan P3TB, 

sehingga keterlibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi 

dan mitigasi dampak permasalahan sosial yang timbul baik bagi bagi WTP maupun 

pelaksana kegiatan P3TB terkait pengadaan tanah tersebut. 

 

ANALISA PEMANGKU KEPENTINGAN 

Tahapan analisa pemangku kepentingan dalam perencanaan kegiatan  P3TB adalah:  

Tahap Pertama : Identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan: (a) kewenangan, dan (b) 

posisi dan pengaruh serta ketertarikan/kepedulian pemangku kepentingan terhadap rencana 

kegiatan P3TB. Pemangku kepentingan dapat dikategorikan menjadi (a) pemangku 

kepentingan utama (primer), (b) pemangku kepentingan pendukung (sekunder), dan (c) 

pemangku kepentingan kunci (key stakeholders).  

a. Pemangku kepentingan Utama (primer) 

Pemangku kepentingan utama adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan 

langsung dengan kebijakan, program, dan/atau rencana kegiatan  P3TB. Pemangku 

kepentingan utama terdiri dari: (a) pelaksana kegiatan P3TB (beserta staf pendukung dan 

mitra pelaksanaan kegiatan) sebagai pemangku kepentingan internal, dan (b) masyarakat 

lokal sebagai pemangku kepentingan eksternal.   

b. Pemangku Kepentingan Pendukung (sekunder) 

Pemangku kepentingan pendukung adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki 

kaitan langsung terhadap kebijakan, program, proyek atau kegiatan P3TB, tetapi memiliki 

kepedulian dan menaruh perhatian pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemangku 

kepentingan pendukung antara lain: (a) LSM lokal, regional dan internasional, (b) media 

massa, dan (c) pemangku kepentingan lain.  
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c. Pemangku Kepentingan Kunci/formal 

Pemangku kepentingan kunci/formal adalah pemangku kepentingan yang secara legal 

memiliki kewenangan dan hak pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan kunci 

adalah: (a) unsur eksekutif sesuai tingkatan pemerintahan (Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota), (b) unsur legislatif, dan (c) instansi terkait.  

Secara umum, peran pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan serta pengaturan 

(payung hukum dan regulasi) kegiatan P3TB. Wewenang pemerintah daerah Provinsi 

dalam kegiatan P3TB sebagai perumus payung hukum dan regulasi di tingkat provinsi, 

yang merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan tingkat pusat serta sebagai jembatan 

antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota dalam kegiatan  P3TB.   

 

Tahap Kedua: Menganalisa kepentingan dan potensi manfaat pelaksanaan kegiatan P3TB 

terhadap setiap ketiga pemangku kepentingan diatas. Sebagai contoh, (a) masyarakat lokal 

dapat memanfaatkan potensi di wilayahnya untuk memperoleh kesempatan berusaha dan 

bekerja, dan (b) Pemerintah daerah dapat memanfaatkan multiplier effect kegiatan P3TB untuk 

menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan daerah, dan secara umum 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, kegiatan  P3TB dapat juga menimbulkan dampak 

negatif seperti: (a) terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, (b) gangguan 

habitat alami, (c) terjadinya berbagai pencemaran yang merusak lingkungan, (d) gangguan 

terhadap warisan budaya/heritage yang terdapat di setiap destinasi tujuan wisata, (e) potensi 

konflik yang disebabkan perbedaan pemahaman antara pemangku kepentingan dengan 

masyarakat lokal; (f) kehilangan mata pencaharian, kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang terkena dampak sebagai akibat pengadaan tanah, keterbatasan akses terhadap sumber 

daya.  

Tahap Ketiga: Menganalisa aspek ketertarikan, kepentingan, dan pengaruh setiap pemangku 

kepentingan untuk mengetahui besarnya wewenang atas sumber daya atau kemampuan 

untuk mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Analisa ketertarikan menunjukkan seberapa 

besar ketertarikan pemangku kepentingan atas kegiatan P3TB. Semakin memberi manfaat 

kegiatan P3TB, akan semakin besar ketertarikan dari pemangku kepentingan untuk terlibat 

aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Analisa kepentingan adalah tingkat perhatian pemangku 

kepentingan terhadap pelaksanaan program P3TB. Jika kegiatan P3TB memprioritaskan 

pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan semakin besar 

keterlibatan dari pemangku kepentingan. Analisa pengaruh adalah tingkat kewenangan dari 

pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program P3TB. Semakin besar tingkat 

kewenangan pemangku kepentingan atas kegiatan tersebut, maka akan semakin besar 

pengaruhnya atas keberlanjutan kegiatan. Konflik dapat terjadi saat keinginan, kepentingan, 

dan pengaruh dari Pemangku kepentingan berseberangan dengan pelaksanaan kegiatan 

P3TB. Pelibatan aktif dari setiap pemangku kepentingan sejak proses perencanaan dapat 

meminimalkan kemungkinan timbulnya konflik.  

A. Aspek Keinginan (Interest) 
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Contoh hubungan antara aspek keinginan (interest) setiap pemangku kepentingan 

terhadap kegiatan pembangunan jalan dan fasilitas infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 

6.4. 

Tabel 6.4: Keinginan (Interest) Pemangku Kepentingan 

Stakeholders Aspek Keinginan (Interest) 

Masyarakat/ 

Warga Terkena 

Dampak 

 Masyarakat mendukung peningkatan akses; 

 Masyarakat meminta dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan; 

 Pemberdayaan masyarakat (program pemulihan pendapatan/mata 

pencaharian) dalam kegiatan; 

 Skema kompensasi, harga jual tanah dan pemberian ganti kerugian 

dapat dimusyawarahkan bersama dan saling menguntungkan kedua 

belah pihak; dan 

 Koordinasi proponen dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat. 

Pemrakarsa  Mengharapkan adanya dukungan jaminan keamanan bagi sarana dan 

prasarana yang telah dibangun dan jaminan keamanan dalam proses 

pembebasan tanah untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di 

destinasi wisata; dan 

 Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah agar kegiatan dapat 

berjalan dengan baik. 

Pemerintah Daerah  Mendukung kegiatan pembangunan jalan dan fasilitas infrastruktur di 

daerahnya; 

 Memberi jaminan keamanan dan kemudahan dalam proses perijinan; 

dan  

 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada rencana kegiatan. 

 

B. Aspek Kepentingan (Importance) 

Contoh hubungan antara aspek kepentingan (importance) setiap pemangku kepentingan 

untuk kasus pembangunan jalan dan fasilitas infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 6.5. 

 

Tabel 6.5: Kepentingan (Importance) Pemangku Kepentingan 

Stakeholders Kepentingan (Importance) 

Masyarakat/Warga 

Terkena Dampak 

 Mendapatkan peluang kerja dari kegiatan; 

 Adanya program pemulihan mata pencaharian/pendapatan bagi 

warga terkena dampak; dan 

 Kejelasan lahan relokasi bagi masyarakat yang harus pindah dan 

memiliki aktifitas usaha di lokasi awal. 

Pemrakarsa  Penyelenggaraan kegiatan dapat terlaksana dengan baik; 

 Kegiatan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan 

masyarakat tidak di setiap kab/kota destinasi wisata; dan 
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 Konflik timbul mengenai proses kegiatan pengadaan tanah antara 

Proponen dan masyarakat. 

Pemerintah Daerah  Kegiatan untuk meningkatkan mensejahterakan masyarakat di 

kabupaten/kota; dan 

 Tantangan memberdayakan masyarakat/warga terkena dampak agar 

tidak mengalami penurunan pendapatan/perubahan mata 

pencaharian. 

 

C. Aspek Pengaruh (Influence) 

Contoh hubungan antara aspek pengaruh (influence) setiap pemangku kepentingan untuk 

pembangunan jalan dan fasilitas infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 6.6. 

 

Tabel 6.6: Pengaruh (Influence) Pemangku Kepentingan 

Stakeholder Pengaruh (Influence) 

 

Masyarakat/Warga 

Terkena Dampak 

 Memiliki pengaruh besar terutama dalam kepemilikan tanah 

dan penggunaan lahan di area rencana pembangunan jalan 

dan infrastruktur; dan 

 Terdapat lembaga adat yang memfasilitasi dan membantu 

kegiatan secara langsung dan/atau tidak langsung. 

Pemrakarsa  Memiliki pengaruh kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Kab/Kota; dan 

 Memiliki pengaruh dengan rencana kegiatan Dampak positif 

bagi penyediaan sarana dan prasarana di destinasi wisata di 

Kab/Kota. 

Pemerintah Daerah  Memiliki pengaruh dalam kegiatan dalam bentuk payung 

hukum, regulasi mengenai kegiatan; dan 

 Memiliki pengaruh dalam proses penetapan lokasi rencana 

kegiatan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012.  
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BAB VII 

PENGENDALIAN PROGRAM 

 

 

 

 

Pengendalian Program dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 

pencapaian tujuan P3TB di tiga destinasi. Pencapaian diukur berdasarkan indikator hasil 

(outcome) maupun hasil antara (intermediate results) yang telah disepakati dalam PAD (Project 

Apraissal Document) yang kemudian dituangkan dalam Pedoman Umum. Pengendalian 

dilaksanakan dalam rangka memastikan seluruh rangkaian kegiatan mencapai tujuan 

program. Kegiatan pengendalian lebih ditekankan pada pengendalian berbasis output/hasil 

sehingga kinerja program dapat terpantau dari waktu ke waktu. Hasil-hasil kegiatan 

pengendalian akan menjadi bahan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program.  

Mekanisme pengendalian harus sistematis agar perkembangan dan kinerja kegiatan dapat 

dipantau dan dievaluasi. Kualitas pengendalian juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

data/fakta lapangan yang valid dan akurat sehingga kesimpulan yang diperoleh cukup 

handal dan tidak menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. 

Pelaksanaan pengendalian harus dilandasi dengan nilai kejujuran dengan semangat untuk 

memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja program secara keseluruhan. Prinsip-

prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan kegiatan pengendalian adalah sebagai 

berikut: 

a. Obyektif, dilakukan secara profesional mengikuti kaidah keilmuan yang ada, proses 

pengumpulan data/fakta lapangan, analisis data, dan penilaian atau kesimpulan yang 

dibangun bersifat obyektif sesuai dengan fakta dan kondisi yang sesungguhnya;  

b. Partisipatif, dilakukan dengan model komunikasi horizontal, bukan dari atas ke bawah 

sehingga terbangun dialog antar pelaku untuk merumuskan masalah-masalah yang 

terjadi dan menentukan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti atas dasar 

kesepakatan bersama; 

c. Transparan, dilakukan secara terbuka dan hasilnya juga dapat disampaikan kepada 

masyarakat dan para pihak di wilayahnya untuk menjadi bahan refleksi bersama dalam 

meningkatkan kinerja program; 

d. Akuntabel, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan untuk 

menjadi referensi dalam penyusunan strategi lanjutan yang dilakukan oleh para pelaksana 

program; dan 
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e. Tepat Waktu, harus dilaksanakan tepat waktu agar hasilnya bisa dimanfaatkan secara 

optimal untuk memberi masukan bagi peningkatan atau perbaikan kualitas kegiatan 

penanganan kumuh. 

Kegiatan pengendalian merupakan tanggung jawab seluruh pelaku. Peran Pemda sangat 

penting dalam menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh 

stakeholder, kegiatan pengendalian berjalan efektif dan berhasil guna. 

 

VII.1 Monitoring 

Kegiatan monitoring dikembangkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan 

kualitas output secara terus menerus. Sistem monitoring akan mengacu pada sistem yang 

disusun oleh CPMU, antara lain Program Website, Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

berbasis website, Sistem penanganan pengaduan berbasis website, pengembangan instrumen 

monitoring, serta monitoring atau supervisi lapangan.  

Dengan dikembangkannya sistem monitoring tersebut maka dinamika yang terjadi dalam 

pelaksanaan kegiatan khususnya yang dapat menimbulkan masalah atau terjadinya 

penyimpangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusinya. Dengan demikian, 

pelaksanaan program dapat segera dikembalikan kepada koridor yang seharusnya berjalan 

dan masalah yang ada tidak tumbuh dan terakumulasi menjadi persoalan besar yang 

mengganggu atau merugikan program. Kegiatan monitoring ditekankan untuk memantau 

kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dengan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan sehingga target dan tujuan program dapat langsung tergambarkan melalui 

pemantauan yang menerus dan melibatkan stakeholder terkait. 

Kegiatan supervisi lapangan merupakan salah satu bentuk pengawasan sebagai tindak lanjut 

atas temuan-temuan dan hasil monitoring. Kegiatan supervisi dilakukan secara berkala yang 

dapat mencakup keseluruhan komponen atau bersifat khusus per komponen yang disebut 

supervisi tematik. Supervisi tematik dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan tingkat 

urgensi. Sebagai contoh, adanya indikasi penyimpangan yang sangat serius terhadap aturan 

dan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, timbulnya gejala-

gejala negatif yang sifatnya meluas, ataupun adanya pengaduan yang tidak terselesaikan yang 

berdampak serius pada penurunan kepercayaan masyarakat.  

 

VII.2 Evaluasi 

Evaluasi dapat dilakukan oleh CPMU/CPIU yang tujuannya sebagai umpan balik untuk 

memperbaiki konsep maupun kebijakan program. Evaluasi dapat dilakukan oleh tim 

independen untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas dan ketepatan sasaran program 

yang perlu diketahui oleh publik. Pada dasarnya, evaluasi akan dilaksanakan oleh seluruh 

pelaku sesuai kebutuhan yang menjadi tujuan program/kegiatan. Evaluasi dapat 

dilaksanakan secara berkala, baik evaluasi pada saat perencanaan, evaluasi pelaksanaan, 
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evaluasi capaian antara (intermediate results evaluation), evaluasi terhadap hasil pelaksanaan 

(outcome evaluation) dan evaluasi untuk melihat dampak program (impact evaluation). 
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BAB VIII 

PENGARSIPAN DOKUMEN 

 

 

 

 

VIII.1. Persuratan 

Dalam pelaksanaan tata persuratan pengelolaan P3TB, CPMU/CPIU perlu mencantumkan 

secara jelas hal-hal berikut ini: 

a. Perihal (subject) dari surat yang dibuat agar pihak penerima dapat menindaklanjuti surat 

tersebut misalnya: 

1. Apabila surat menyurat ditujukan untuk permintaan No Objection Letter (NOL), 

untuk Term of Reference (TOR) maka subject dari surat ditulis sebagai Request for No 

Objection Letter for the Terms of Reference for…… (kegiatan yang dimintakan); 

2. Apabila surat menyurat untuk penyampaian kontrak yang sudah ditandatangani 

maka subject adalah Submission of Signed Contract for…….. (nama kegiatan yang 

dikontrakan/ditandatangani) Contract Number….. (sesuai dengan nomer kontrak yang 

ditandatangani); dan 

3. Apabila surat menyurat untuk permintaan NOL untuk hasil evaluasi proposal teknis 

pengadaan konsultan dengan metode QCBS maka subject dari surat ditulis sebagai 

Request for No Objection Letter for the Technical Evaluation Report for........ (kegiatan yang 

akan dimintakan NOL). 

b. Untuk surat permintaan NOL untuk TOR, dalam isi surat harus dijelaskan: (i) tujuan dan 

lingkup pekerjaan; (ii) berapa biaya yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut; dan (iii) 

berapa estimasi biaya untuk TOR yang dimintakan NOL; dan 

c. Semua persuratan yang disampaikan ke CPMU, harus disampaikan dalam bentuk 

softcopy. Softcopy dari semua dokumen dikirim oleh PMU kepada Bank Dunia melalui 

email dengan diberikan nama file secara jelas misalnya TOR-Consultancy for….. (nama jenis 

kegiatan). Setiap dokumen softcopy harus disampaikan secara terpisah (terpisah antara 

surat dan lampiran, jika banyak lampiran misalnya tiga TOR masing-masing dibuat 

softcopy secara terpisah). 

 

VIII.2.  Pengarsipan Dokumen 

Pengarsipan merupakan serangkaian proses, mulai dari penerimaan dan pengiriman 

dokumen, pengelompokan dan penyimpanan, pemeriksaan berkala dokumen-dokumen yang 

telah disimpan, pemindahan dokumen dari arsip aktif (atau yang masih perlu diakses) ke 

arsip tidak aktif, dan pemusnahan arsip yang sudah melewati ambang batas retensi 

penyimpanan yaitu minimal lima tahun setelah proyek selesai. 
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Pemeliharaan dan pengendalian arsip adalah suatu hal penting dalam terwujudnya tata 

laksana proyek yang baik. Pengarsipan yang efektif mencerminkan bahwa semua dokumen 

yang relevan dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek telah diatur dengan benar, 

dikelompokkan dengan baik, disimpan   dengan aman (bebas dari kerusakan dan kehilangan) 

serta mudah dicari kembali bilamana perlu ditelaah dan diperiksa. 

Pengarsipan yang tidak teratur dapat mengakibatkan masalah bagi sebuah proyek. 

Lambatnya ketersediaan arsip secara tepat waktu ataupun tidak adanya dokumen dukungan, 

dapat mempersulit pelaksana proyek dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. 

Hal tersebut juga dapat mengakibatkan permasalahan pada saat dilakukan reviu, 

pemeriksaan atau audit, baik oleh Bank Dunia maupun oleh Badan Pengawasan Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI). 

Bab VIII dimaksudkan untuk menguraikan kewajiban dan proses pengarsipan yang harus 

ditaati oleh masing-masing pelaksana kegiatan dan Sekretariat CPMU. Proses ini 

dilaksanakan secara terpadu bersama-sama dengan proses lainnya. Perlu diingat pula bahwa 

arsip perlu terus dipelihara selama waktu tertentu. Semua pelaksana kegiatan dan Sekretariat 

CPMU bertanggung jawab atas pengarsipan dan penggandaan (back-up) secara berkala 

seluruh arsip yang ditangani dan diproses oleh proyek. Arsip mencakup arsip yang berasal 

dari CPMU (pengadaan dan keuangan), maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan 

pelaksaan P3TB. 

Dalam pengarsipan, dokumen asli harus langsung diarsip oleh masing-masing CPMU baik 

untuk arsip yang dibuat, dikirim ataupun yang diterima. Setelah itu dokumen diteruskan 

kepada unit yang bertanggung jawab oleh masing-masing Wakil Kepala CPMU. Semua 

berkas, kecuali penerimaan pernyataan minat/dokumen lelang pada pengadaan barang/jasa 

disampaikan melalui Kepala CPMU, dan diarsipkan di sekretariat PMU. Dalam membuat 

arsip suatu kegiatan, Panitia perlu menembuskan arsipnya kepada sekretariat PMU. 

Masing-masing CPMU bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen dalam bentuk 

softcopy, atau hardcopy bila belum mempunyai perlengkapan untuk pengarsipan secara 

elektronik. Dokumen softcopy untuk Bank Dunia, dikirimkan secara elektronik dalam format 

“.Pdf”. 
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BAB IX 

KETENTUAN PERUBAHAN 

 

 

 

 

Perubahan terhadap MPP dilakukan antara lain karena adanya perubahan atau amandemen atas Loan Agreement yang dapat terjadi dalam 

keadaan berikut ini perubahan besarnya dana pinjaman, perubahan closing date, perubahan tujuan program atau ruang lingkup proyek untuk 

mencakup kegiatan serta hal-hal yang sebelumnya tidak termasuk dalam perjanjian, dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program 

yang berpengaruh terhadap MPP. 
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Lampiran 1. LAMPIRAN I -- Interim Financial Report (IFR) 

LOAN 

    

Daftar Tabel    

     

I.  Financial Report 

     

1-A Special Account Activity Statement  

1-B 
Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior 

Review 

1-C Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE)  

for those NOT Subject to Prior Review 

1-C2 Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior 

Review 

1-D Project Cash Forecast   

IFR-1 Project Sources and  Uses of Funds  

IFR-2 Project Uses of Funds by Category  
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A.1 Format 1-A: 

Indonesia Tourism Development  

IBRD 8861 

Special Account Activity Statement 

For the Reporting Period ….... 

 

Special Account No:     

Part I   

1. Cummulative advance to end of current reporting period   

2. Cummulative expenditures to end of last reporting period   

3. Outstanding advance to be accounted (1-2)   

   

Part II   

4. Opening SA balanced at beginning of reporting period as of .......   

5. Add/Substract: Cummulative adjustments (if any)*   

6.   Advances from the World Bank during reporting period   

7. Add 5 and 6   

8. Outstanding advances to be accounted for (4+7)   

   

9. Closing SA balance at end of current reporting (as of  .....)   

10. Add/ Substract: Cummulative adjustments (if any)**   

11.   Expenditures for current reporting period    

12. Add 10 + 11   

13. Add 9 + 12   

   

14. Difference (if any ) 8-13 ***   

   

Part III   

15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank   

16. Less: Closing SA balance after adjustment   

17. Add/ Substract: Cummulative adjustments (if any)****   

18. Add 16 + 17   

   

19. Cash requirement from World Bank for next six months (15-18)   

20. Round Down   

Note 

* Explanation for item 5 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

** Explanation for item 10 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

*** Explanation for item 14 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

**** Explanation for item 17 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  
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Baris 

Part I 

1. diisi total penarikan dana advance sampai dengan periode berjalan 

2. diisi total belanja sampai akhir periode lalu 

3. baris 1 dikurangi baris 2 yang merupakan total dana advance yang tersedia dalam 

periode berjalan 

 

Part II 

4. diisi dengan saldo awal copy rekening khusus pada periode tersebut 

5. diisi dengan jumlah penyesuaian (apabila ada) 

6. diisi dengan jumlah penerimaan dana advance dari WB selama periode berjalan 

(apabila ada) 

7. baris 5 ditambah dengan baris 6 yaitu penyesuaian ditambah dengan total penerimaan 

dana advance WB selama periode berjalan  

8. baris 4 ditambah dengan baris 7 dan merupakan total dana advance yang tersedia 

dalam periode berjalan, yaitu saldo awal ditambah/dikurangi penyesuaian dan 

ditambah total penerimaan dana advance selama periode berjalan. Nilai baris ini harus 

sama dengan nilai baris 3 

9. diisi dengan jumlah saldo akhir copy rekening khusus pada periode tersebut 

10. diisi dengan jumlah penyesuaian (apabila ada) 

11. diisi dengan pengeluaran belanja selama periode berjalan. Nilai baris ini harus 

disesuaikan dengan nilai belanja di kuartal ini dari Rekening Khusus Bank Dunia yaitu 

Form 1B + 1C 

12. penjumlahan dari baris 10 dan baris 11  

13. penjumlahan baris 9, 10 dan 11  (baris 13 harus sama dengan baris 3 dan 8) 

14. pengurangan antara baris 8 dengan baris 13 dan merupakan selisih (apabila ada) 

 

Part III 

15. perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk kebutuhan 6 bulan ke depan  

16. diisi saldo akhir reksus setelah penyesuaian pada periode tersebut 

17. diisi total kumulatif penyesuaian (jika ada) 

18. penjumlahan antara baris 16 dan baris 17  

19. pengurangan baris 15 dengan baris 18 dan merupakan dana yang harus disediakan WB 

untuk periode 6 bulan yad 

20. pembulatan dari dana yang harus disediakan WB 
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A.2 Format 1-B 

Indonesia Tourism Development Project 

IBRD 8861 

Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior Revie 

Quarter : …………….. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Item 

No. 

Disbursement Category Office 

Issuing 

SP2D 

Cross-

Ref 

SP2D 

No. 

Date of 

Payment 

(SP2D) 

Contract 

No. and 

Date 

Supplier / 

Contractor 

Name 

Contract 

Value 

(Incl. 

VAT) 

Total Amount 

Paid to Contractor 

(GoI+IBRD+PPN) 

WB 

Financing 

% 

Amount 

of WB 

Portion 

Paid 

Exchange 

Rate 

Applied 

Amount 

Charged 

to SA 

(USD 

eqv) 

WB’s 

Contract  

Ref. 

**/ 

No Description 

 

 

 

 

 

 

1 Goods, Works, Operating 

Costs, Training, non-

consulting services and 

consulting services for 

the project   

 

Sub-total 

            

 Grand Total             



 

163 
 

 

Petunjuk Pengisian FORM 1-B 

 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Item No. Diisi dengan no urut dari SP2D  

2 
Nomor and Description 

Disbursement category 
Diisi dengan nomor dan keterangan kategori yang membebani rekening khusus 

3a Office Issuing SP2D Diisi dengan kode dan KPPN penerbit SP2D 

3b Cross-Ref SP2D No Diisi dengan nomor SP2D yang telah membebani rekening khusus 

4 Date of Payment (SP2D) Diisi dengan tanggal terbitnya SP2D 

5 Contract No and Date Diisi dengan tanggal dan no kontrak 

6 Supplier/Contractor Name Diisi dengan nama supplier/kontraktor 

7 Contract Value (Include VAT) Diisi dengan total nilai kontak (termasuk apabila ada addendum) 

8 Total Amount Paid to Contractor Diisi dengan nilai total yang dibayarkan kepada rekanan 

9 WB Financing (%) Diisi dengan porsi yang harus dibayarkan oleh Bank Dunia (%) 

10 Amount of World Bank Portion Paid Diisi dengan total nilai pembayaran porsi Bank Dunia yang sudah dibayarkan 

11 Exchange rate applied 
Diisi dengan nilai kurs pada saat pembayaran dilakukan (sesuai dengan angka 

kurs pada copy rekening khusus) 

12 Amount Charge to SA (USD) Diisi dengan nilai USD yang akan dibebankan ke Rekening Khusus 

13 WB’s Contract Ref 
Diisi dengan nomer reference contract dari Bank Dunia (dapat dilihat pada 

client connection)  
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Indonesia Tourism Development Project  

 IBRD 8861 

Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) 

Quarter………. 

 

         TF :  

          Sheet No. : _________________ 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Item 
No. 

Disbursement Category 
Threshold 

Number 
of 

Country of Total Paid WB Amount of Average Amount 

 for SP2D supplier/ to Contractors/ Financing WB portion Exchange Charged 

  
Cat No. 

Description SOEs covered consultant/ Expenditures % paid  Rate to SA 

   (USD eqv)   training (GOI+IBRD+PPN)       (USD eqv) 

  
  
  
  
  

 
(1) 

 
Goods, Works, Operating Costs, 
Training, non-consulting services 
and consulting services for the 
project   

 

         

 
 

Sub Total 
                

                  

  
  

Sub-Total          

*/ Pisahkan jika prosentase pembiayaan dari Bank Dunia berbeda 

1-C 
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Petunjuk Pengisian FORM 1-C 

 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Item No. Tidak perlu diisi 

2 
Nomor and Description 

Disbursement category 
Diisi dengan kode dan uraian kategori sesuai dengan Loan Agreement  

3 Threshold for SOE’s (USD Eqv) 

Diisi dengan batas tertinggi pembayaran dengan menggunakan metode SOE’s. 

Angka batas tertinggi tersebut dapat dilihat pada Loan Agreement dan ditulis 

dalam USD.  

4 No of SP2D covered Diisi dengan jumlah SP2D yang diajukan penggantiannya per kategori  

5 
Country of 

Supplier/Consultant/Training 
Diisi dengan asal negara perusahaan/individu penyedia jasa/konsultan 

6 Total paid to consultant/contractor 
Diisi dengan jumlah total yang dibayarkan kepada konsultan/kontraktor per 

kategori 

7 WB Financing (%) Diisi dengan porsi yang harus dibayarkan oleh Bank Dunia (%) 

8 Amount of World Bank Portion Paid  Diisi dengan total nilai pembayaran porsi Bank Dunia yang sudah dibayarkan 

9 Average Exchange Rate 
Diisi dengan nilai tukar rata-rata untuk masing-masing kategori. Angka ini 

dapat dilihat pada Form 1-C2  

10 Amount Charge to SA (USD) Diisi dengan nilai USD yang akan dibebankan ke Rekening Khusus 
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Indonesia Tourism Development Project  

IBRD 8861 

Statement Of Expenditure 

Detail Expenditure for Contracts NOT Subject to Prior Review  

Quarter : …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Item 
No. 

Disbursement Category Office 
Issuing 
SP2D 

Cross-
Ref 

SP2D 
No. 

Date of 
Payment 
(SP2D) 

Contract 
No. and 

Date 

Supplier / 
Contractor 

Name 

Contract 
Value 
(Incl. 
VAT) 

Total Amount 
Paid to Contractor 
(GoI+IBRD+PPN) 

WB 
Financing 

% 

Amount 
of WB 

Portion 
Paid 

Exchange 
Rate 

Applied 

Amount 
Charged 

to SA 
(USD 
eqv) 

No Description 

 
 
 
 
 
 

1  Goods, Works, 
Operating Costs, 
Training, non-consulting 
services and consulting 
services for the project   
 
 
 

Sub-total 

           

 Grand Total            

1-C2 
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Petunjuk Pengisian FORM 1-C2 

 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Item No. Diisi dengan no urut dari SP2D  

2 
Nomor and Description 

Disbursement category 
Diisi dengan nomor dan keterangan kategori sesuai Loan Agreement  

3a Office Issuing SP2D Diisi dengan kode dan KPPN penerbit SP2D 

3b Cross-Ref SP2D No Diisi dengan nomor SP2D yang telah membebani rekening khusus 

4 Date of Payment (SP2D) Diisi dengan tanggal terbitnya SP2D 

5 Contract No and Date Diisi dengan tanggal dan no kontrak 

6 Supplier/Contractor Name Diisi dengan nama supplier/kontraktor 

7 Contract Value (Include VAT) Diisi dengan total nilai kontak (termasuk apabila ada addendum) 

8 Total Amount Paid to Contractor Diisi dengan nilai total yang dibayarkan kepada rekanan 

9 WB Financing (%) Diisi dengan porsi yang harus dibayarkan oleh Bank Dunia (%) 

10 Amount of World Bank Portion Paid Diisi dengan total nilai pembayaran porsi Bank Dunia yang sudah dibayarkan 

11 Exchange rate applied 
Diisi dengan nilai kurs pada saat pembayaran dilakukan (sesuai dengan angka 

kurs pada copy rekening khusus) 

12 Amount Charge to SA (USD) Diisi dengan nilai USD yang akan dibebankan ke Rekening Khusus 
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A.3 Format 1-D: Project Cash Forecast 

Indonesia Tourism Development Project 

IBRD 8861 

PROJECT CASH FORECAST 

FOR THE QUARTER ENDING …….. 

Disbursement Category  (a) 

Cash 

Requirement for 

Quarter ending 

mm/dd/yyyy 

(b) 

Cash  

Requirement for 

Quarter ending 

mm/dd/yyyy 

(c) = (a) + (b) 

Total  

Cash Requirement 

for next two 

quarters (six 

month) 

(d) 

GOI  

Cash Requirement 

for next two 

quarters  

(six months) 

(e) 

WB  

Cash Requirement 

for next two 

quarters 

(six months) 

(f) 

WB  

Cash Requirement 

for next two 

quarters  

(six months) 

 (IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (USD) 

 

  

1. Goods, Works, Operating Costs, 

Training, non-consulting services and 

consulting services for the project   

 

 

Non Bank Financed (Rupiah Murni) 

 

      

Total       
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Petunjuk Pengisian FORM 1-D 

 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

 Disbursement Category Diisi dengan uraian kategori sesuai dengan Loan Agreement 

a 
Cash requirement for quarter 

ending (mm/dd/yy) 

Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk tiga bulan pertama dari akhir 

periode pelaporan  

b 
Cash requirement for quarter 

ending (mm/dd/yy) 

Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk tiga bulan kedua dari akhir 

periode pelaporan 

c 
Total Cash Requirement for six 

Month Ending (mm/dd/yy) 

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan 

d 
GOI Cash requirement for six 

months ending (mm/dd/yy)  

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan dengan sumber dana dari Rupiah Murni 

e 
WB Cash requirement for six 

months ending (mm/dd/yy)  

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan dengan sumber dana dari Bank Dunia dalam nilai mata uang IDR 

f 
WB Cash requirement for six 

months ending (mm/dd/yy)  

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan dengan sumber dana dari Bank Dunia dalam nilai mata uang USD 
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Format IFR-1:  

Indonesia Tourism Development Project 

IBRD 8861 

Project Sources and Uses of Funds 

for the quarter ending dd/mm/yy 

currency ….. 

 

 Actual / I Planned Variance in % 

Current 

Quarter  

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date  

Current 

Quarter 

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date  

Current 

Quarter  

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date 

 1 2 3 4 5 6 7 = 1/4 8 = 2/5 9 = 3/6 

Sources of Fund 

1. GOI (Counterpart, Rp. Murni, 

Outstanding SBUN) 

         

2. The World Bank          

          

Total Sources of Funds          

Uses of Funds (by Category) 

1.   Goods, Works, Operating Costs, 

Training, non-consulting services 

and consulting services for the 

project   

         

          

Total Uses of Funds          
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Petunjuk Pengisian FORM IFR-1 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Current Quarter Actual 

Source of Fund 

Diisi dengan realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) yang telah 

diserap pada periode pelaporan kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing kategori 

selama periode pelaporan kuartal ini 

2 Year to Date Actual 

Source of Fund 

Diisi dengan realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) yang telah 

diserap pada periode pelaporan tahun ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing kategori 

selama periode pelaporan tahun ini 

3 Cumulative to Date Actual 

Source of Fund 

Diisi dengan realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) yang telah 

diserap pada periode pelaporan sejak pelaksanaan proyek sampai kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing kategori 

selama periode pelaporan sejak pelaksanaan proyek sampai kuartal ini 

4 Current Quarter Planned Source of Fund 
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Diisi dengan rencana realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) 

yang akan diserap pada periode pelaporan kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing 

kategori selama periode pelaporan kuartal ini 

5 Year to Date Planned 

Source of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) 

yang akan diserap pada periode pelaporan tahun ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing 

kategori selama periode pelaporan tahun ini 

6 Cumulative to Date Planned 

Source of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) 

yang akan diserap pada periode pelaporan sejak awal pelaksanaan proyek 

hingga kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing 

kategori selama periode pelaporan sejak awal pelaksanaan proyek hingga 

kuartal ini  

7 Current Quarter variance Diisi dengan hasil presentase antara kolom 1 dengan kolom 4 

8 Year to Date variance Diisi dengan hasil presentase antara kolom 2 dengan kolom 5 

9 Cumulative to Date Variance Diisi dengan hasil presentase antara kolom 3 dengan kolom 6 
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Petunjuk Pengisian FORM IFR-2 

No. 

Kolom 
Nama Kolom Keterangan 

   

 
Uses of Fund (by 

category) 

Diisi dengan uraian kategori sesuai dengan Loan 

Agreement 

1 
Total expenditures in the 

current quarter 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana (RK, 

RM, pendamping, SBUN dan donor lain) yang 

diserap pada periode pelaporan kuarter ini 

2 GOI counterpart 
Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber RM pada periode pelaporan kuartal ini 

3 Other Donor  

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari donor lain selain bank dunia  

pada periode pelaporan kuartal ini 

4 SBUN 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari SBUN pada periode pelaporan 

kuartal ini 

5 Outstanding 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang masih 

belum membebani rekening khusus pada periode 

pelaporan kuartal ini  

6 
Charged to WB Special 

Account (IDR) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal 

dari rekenig khusus pada periode pelaporan 

kuartal ini dalam mata uang IDR 

7 
Charged to WB Special 

Account (USD) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal 

dari rekenig khusus pada periode pelaporan 

kuartal ini dalam mata uang USD 

8 
Total expenditures in the 

year to date 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana (RK, 

RM, pendamping, SBUN dan donor lain) yang 

diserap pada periode pelaporan tahun ini 

9 GOI counterpart 
Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber RM pada periode pelaporan tahun ini 

10 Other Donor 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari donor lain selain bank dunia  

pada periode pelaporan tahun ini 

11 SBUN 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari SBUN pada periode pelaporan 

tahun ini 
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12 Outstanding 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang masih 

belum membebani rekening khusus pada periode 

pelaporan tahun ini 

13 
Charged to WB Special 

Account (IDR) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal 

dari rekening khusus pada periode pelaporan 

tahun ini dalam mata uang IDR 

14 
Charged to WB Special 

Account (USD) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal 

dari rekening khusus pada periode pelaporan 

tahun ini dalam mata uang USD 

15 
Total cumulative 

expenditures to date 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana (RK, 

RM, pendamping, SBUN dan donor lain) yang 

diserap pada periode pelaporan sejak awal 

pelaksanaan proyek hingga kuartal ini 

16 GOI counterpart 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber RM pada periode pelaporan sejak awal 

pelaksanan proyek hingga kuartal ini 

17 Other Donor 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari donor lain selain bank dunia  

pada periode pelaporan sejak awal pelaksanaan 

proyek hingga kuartal ini 

18 SBUN 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari SBUN pada periode pelaporan 

sejak awal pelaksanaan proyek hingga kuartal ini 

19 Outstanding 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang masih 

belum membebani rekening khusus pada periode 

pelaporan sejak awal pelaksanaan proyek hingga 

kuartal ini 

20 
Charged to WB Special 

Account (IDR) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal 

dari rekening khusus pada periode pelaporan 

sejak awal pelaksanaan proyek hingga kuartal ini 

dalam mata uang IDR 

21 
Charged to WB Special 

Account (USD) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal 

dari rekening khusus pada periode pelaporan 

sejak awal pelaksanaan proyek hingga kuartal ini 

dalam mata uang USD 
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Lampiran 2. LAMPIRAN II ---- Interim Financial Report (IFR) 

HIBAH 

    

Daftar Tabel    

     

I.  Financial Report 

     

1-A Special Account Activity Statement  

1-B 
Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior 

Review 

1-C Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE)  

for those NOT Subject to Prior Review 

1-C2 Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior 

Review 

1-D Project Cash Forecast   

IFR-1 Project Sources and  Uses of Funds  

IFR-2 Project Uses of Funds by Category  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

177 
 

A.4 Format 1-A: 

Indonesia Tourism Development  

TF A4649 

Special Account Activity Statement 

For the Reporting Period ….... 

 

Special Account No:     

Part I   
1. Cummulative advance to end of current reporting period   

2. Cummulative expenditures to end of last reporting period   

3. Outstanding advance to be accounted (1-2)   

   
Part II   

4. Opening SA balanced at beginning of reporting period as of .......   

5. Add/Substract: Cummulative adjustments (if any)*   

6.   Advances from the World Bank during reporting period   

7. Add 5 and 6   

8. Outstanding advances to be accounted for (4+7)   

   
9. Closing SA balance at end of current reporting (as of  .....)   

10. Add/ Substract: Cummulative adjustments (if any)**   

11.   Expenditures for current reporting period    

12. Add 10 + 11   

13. Add 9 + 12   

   
14. Difference (if any ) 8-13 ***   

   
Part III   

15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank   

16. Less: Closing SA balance after adjustment   

17. Add/ Substract: Cummulative adjustments (if any)****   

18. Add 16 + 17   

   
19. Cash requirement from World Bank for next six months (15-18)   

20. Round Down   

Note 

* Explanation for item 5 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

** Explanation for item 10 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

*** Explanation for item 14 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

**** Explanation for item 17 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  
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Baris 

Part I 

21. diisi total penarikan dana advance sampai dengan periode berjalan 

22. diisi total belanja sampai akhir periode lalu 

23. baris 1 dikurangi baris 2 yang merupakan total dana advance yang tersedia dalam 

periode berjalan 

 

Part II 

24. diisi dengan saldo awal copy rekening khusus pada periode tersebut 

25. diisi dengan jumlah penyesuaian (apabila ada) 

26. diisi dengan jumlah penerimaan dana advance dari WB selama periode berjalan 

(apabila ada) 

27. baris 5 ditambah dengan baris 6 yaitu penyesuaian ditambah dengan total penerimaan 

dana advance WB selama periode berjalan  

28. baris 4 ditambah dengan baris 7 dan merupakan total dana advance yang tersedia 

dalam periode berjalan, yaitu saldo awal ditambah/dikurangi penyesuaian dan 

ditambah total penerimaan dana advance selama periode berjalan. Nilai baris ini harus 

sama dengan nilai baris 3 

29. diisi dengan jumlah saldo akhir copy rekening khusus pada periode tersebut 

30. diisi dengan jumlah penyesuaian (apabila ada) 

31. diisi dengan pengeluaran belanja selama periode berjalan. Nilai baris ini harus 

disesuaikan dengan nilai belanja di kuartal ini dari Rekening Khusus Bank Dunia yaitu 

Form 1B + 1C 

32. penjumlahan dari baris 10 dan baris 11  

33. penjumlahan baris 9, 10 dan 11  (baris 13 harus sama dengan baris 3 dan 8) 

34. pengurangan antara baris 8 dengan baris 13 dan merupakan selisih (apabila ada) 

 

Part III 

35. perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk kebutuhan 6 bulan ke depan  

36. diisi saldo akhir reksus setelah penyesuaian pada periode tersebut 

37. diisi total kumulatif penyesuaian (jika ada) 

38. penjumlahan antara baris 16 dan baris 17  

39. pengurangan baris 15 dengan baris 18 dan merupakan dana yang harus disediakan WB 

untuk periode 6 bulan yad 

40. pembulatan dari dana yang harus disediakan WB 
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A.5 Format 1-B 

Indonesia Tourism Development Project 
TF A4649 

Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior Review 
Quarter : …………….. 

  

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Item 
No. 

Disbursement Category Office 
Issuing 
SP2D 

Cross-
Ref 

SP2D 
No. 

Date of 
Payment 
(SP2D) 

Contract 
No. and 

Date 

Supplier / 
Contractor 

Name 

Contract 
Value 
(Incl. 
VAT) 

Total Amount 
Paid to Contractor 
(GoI+IBRD+PPN) 

WB 
Financing 

% 

Amount 
of WB 

Portion 
Paid 

Exchange 
Rate 

Applied 

Amount 
Charged 

to SA 
(USD 
eqv) 

WB’s 
Contract  

Ref. 
**/ 

No Description 

 
 
 
 
 
 

1 Consultants Services, 
Training, Operating Costs 
and Non Consulting 
Services under Part 1 
and 2 of the Project  
 
 

Sub-total 

            

 Grand Total             
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Petunjuk Pengisian FORM 1-B 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Item No. Diisi dengan no urut dari SP2D  

2 
Nomor and Description 

Disbursement category 
Diisi dengan nomor dan keterangan kategori yang membebani rekening khusus 

3a Office Issuing SP2D Diisi dengan kode dan KPPN penerbit SP2D 

3b Cross-Ref SP2D No Diisi dengan nomor SP2D yang telah membebani rekening khusus 

4 Date of Payment (SP2D) Diisi dengan tanggal terbitnya SP2D 

5 Contract No and Date Diisi dengan tanggal dan no kontrak 

6 Supplier/Contractor Name Diisi dengan nama supplier/kontraktor 

7 Contract Value (Include VAT) Diisi dengan total nilai kontak (termasuk apabila ada addendum) 

8 Total Amount Paid to Contractor Diisi dengan nilai total yang dibayarkan kepada rekanan 

9 WB Financing (%) Diisi dengan porsi yang harus dibayarkan oleh Bank Dunia (%) 

10 Amount of World Bank Portion Paid Diisi dengan total nilai pembayaran porsi Bank Dunia yang sudah dibayarkan 

11 Exchange rate applied 
Diisi dengan nilai kurs pada saat pembayaran dilakukan (sesuai dengan angka 

kurs pada copy rekening khusus) 

12 Amount Charge to SA (USD) Diisi dengan nilai USD yang akan dibebankan ke Rekening Khusus 

13 WB’s Contract Ref 
Diisi dengan nomer reference contract dari Bank Dunia (dapat dilihat pada 

client connection)  
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Indonesia Tourism Development Project 

 TF A4649 

Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) 

Quarter………. 

 

         TF :  

          Sheet No. : _________________ 

1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Item 

No. 

Disbursement Category 
Threshold 

Number 

of 
Country of Total Paid WB Amount of Average Amount 

 for SP2D supplier/ to Contractors/ Financing WB portion Exchange Charged 

  
Cat No. 

Description SOEs covered consultant/ Expenditures % paid  Rate to SA 

   (USD eqv)   training (GOI+IBRD+PPN)       (USD eqv) 

  

  

  

  

  

 

(1) 

 

Consultants Services, Training, 

Operating Costs and Non 

Consulting Services under Part 1 

and 2 of the Project  

 

         

 
 

Sub Total 
                

                  

  

  
Sub-Total          

1-C 
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*/ Pisahkan jika prosentase pembiayaan dari Bank Dunia berbeda 

 

Petunjuk Pengisian FORM 1-C 

 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Item No. Tidak perlu diisi 

2 
Nomor and Description 

Disbursement category 
Diisi dengan kode dan uraian kategori sesuai dengan Loan Agreement  

3 Threshold for SOE’s (USD Eqv) 

Diisi dengan batas tertinggi pembayaran dengan menggunakan metode SOE’s. 

Angka batas tertinggi tersebut dapat dilihat pada Loan Agreement dan ditulis 

dalam USD.  

4 No of SP2D covered Diisi dengan jumlah SP2D yang diajukan penggantiannya per kategori  

5 
Country of 

Supplier/Consultant/Training 
Diisi dengan asal negara perusahaan/individu penyedia jasa/konsultan 

6 Total paid to consultant/contractor 
Diisi dengan jumlah total yang dibayarkan kepada konsultan/kontraktor per 

kategori 

7 WB Financing (%) Diisi dengan porsi yang harus dibayarkan oleh Bank Dunia (%) 

8 Amount of World Bank Portion Paid  Diisi dengan total nilai pembayaran porsi Bank Dunia yang sudah dibayarkan 

9 Average Exchange Rate 
Diisi dengan nilai tukar rata-rata untuk masing-masing kategori. Angka ini 

dapat dilihat pada Form 1-C2  

10 Amount Charge to SA (USD) Diisi dengan nilai USD yang akan dibebankan ke Rekening Khusus 
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Indonesia Tourism Development Project  

TF A4649 

Statement Of Expenditure 

Detail Expenditure for Contracts NOT Subject to Prior Review  

Quarter : …………….. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Item 

No. 

Disbursement Category Office 

Issuing 

SP2D 

Cross-

Ref 

SP2D 

No. 

Date of 

Payment 

(SP2D) 

Contract 

No. and 

Date 

Supplier / 

Contractor 

Name 

Contract 

Value 

(Incl. 

VAT) 

Total Amount 

Paid to Contractor 

(GoI+IBRD+PPN) 

WB 

Financing 

% 

Amount 

of WB 

Portion 

Paid 

Exchange 

Rate 

Applied 

Amount 

Charged 

to SA 

(USD 

eqv) 

No Description 

 

 

 

 

 

 

1 Consultants Services, 

Training, Operating Costs 

and Non Consulting 

Services under Part 1 

and 2 of the Project  

 

 

Sub-total 

           

 Grand Total            

1-C2 
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Petunjuk Pengisian FORM 1-C2 

 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Item No. Diisi dengan no urut dari SP2D  

2 
Nomor and Description 

Disbursement category 
Diisi dengan nomor dan keterangan kategori sesuai Loan Agreement  

3a Office Issuing SP2D Diisi dengan kode dan KPPN penerbit SP2D 

3b Cross-Ref SP2D No Diisi dengan nomor SP2D yang telah membebani rekening khusus 

4 Date of Payment (SP2D) Diisi dengan tanggal terbitnya SP2D 

5 Contract No and Date Diisi dengan tanggal dan no kontrak 

6 Supplier/Contractor Name Diisi dengan nama supplier/kontraktor 

7 Contract Value (Include VAT) Diisi dengan total nilai kontak (termasuk apabila ada addendum) 

8 Total Amount Paid to Contractor Diisi dengan nilai total yang dibayarkan kepada rekanan 

9 WB Financing (%) Diisi dengan porsi yang harus dibayarkan oleh Bank Dunia (%) 

10 Amount of World Bank Portion Paid Diisi dengan total nilai pembayaran porsi Bank Dunia yang sudah dibayarkan 

11 Exchange rate applied 
Diisi dengan nilai kurs pada saat pembayaran dilakukan (sesuai dengan angka 

kurs pada copy rekening khusus) 

12 Amount Charge to SA (USD) Diisi dengan nilai USD yang akan dibebankan ke Rekening Khusus 
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A.6 Format 1-D: Project Cash Forecast 

Indonesia Tourism Development Project 

TF A4649 

PROJECT CASH FORECAST 

FOR THE QUARTER ENDING …….. 

Disbursement Category  (a) 

Cash Requirement 

for Quarter ending 

mm/dd/yyyy 

(b) 

Cash  

Requirement for 

Quarter ending 

mm/dd/yyyy 

(c) = (a) + (b) 

Total  

Cash Requirement 

for next two 

quarters (six month) 

(d) 

GOI  

Cash Requirement 

for next two 

quarters  

(six months) 

(e) 

WB  

Cash Requirement 

for next two 

quarters 

(six months) 

(f) 

WB  

Cash Requirement 

for next two 

quarters  

(six months) 

 (IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (USD) 

 

  

1. Consultants’ Services, Training, 

Operating Costs and  Non-Consulting 

Services under Part 1 and 2 of the 

Project 

 

 

Non Bank Financed (Rupiah Murni) 

 

      

Total       

 

 

  



 

186 
 

Petunjuk Pengisian FORM 1-D 

 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

 Disbursement Category Diisi dengan uraian kategori sesuai dengan Loan Agreement 

a 
Cash requirement for quarter 

ending (mm/dd/yy) 

Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk tiga bulan pertama dari akhir 

periode pelaporan  

b 
Cash requirement for quarter 

ending (mm/dd/yy) 

Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk tiga bulan kedua dari akhir 

periode pelaporan 

c 
Total Cash Requirement for six 

Month Ending (mm/dd/yy) 

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan 

d 
GOI Cash requirement for six 

months ending (mm/dd/yy)  

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan dengan sumber dana dari Rupiah Murni 

e 
WB Cash requirement for six 

months ending (mm/dd/yy)  

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan dengan sumber dana dari Bank Dunia dalam nilai mata uang IDR 

f 
WB Cash requirement for six 

months ending (mm/dd/yy)  

Diisi dengan perkiraan kebutuhan selama enam bulan sejak akhir periode 

pelaporan dengan sumber dana dari Bank Dunia dalam nilai mata uang USD 
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Format IFR-1:  

Indonesia Tourism Development Project 

TF A4649 

Project Sources and Uses of Funds 

for the quarter ending dd/mm/yy 

currency ….. 

 

 Actual / I Planned Variance in % 

Current 

Quarter  

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date  

Current 

Quarter 

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date  

Current 

Quarter  

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date 

 1 2 3 4 5 6 7 = 1/4 8 = 2/5 9 = 3/6 

Sources of Fund 

1. GOI (Counterpart, Rp. Murni, 

Outstanding SBUN) 

         

2. The World Bank          

          

Total Sources of Funds          

Uses of Funds (by Category) 

1.   Consultants’ Services, Training, 

Operating Costs and  Non-Consulting 

Services under Part 1 and 2 of the 

Project  

         

          

Total Uses of Funds          
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Petunjuk Pengisian FORM IFR-1 

No. Kolom Nama Kolom Keterangan 

   

1 Current Quarter Actual 

Source of Fund 

Diisi dengan realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) yang telah 

diserap pada periode pelaporan kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing kategori 

selama periode pelaporan kuartal ini 

2 Year to Date Actual 

Source of Fund 

Diisi dengan realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) yang telah 

diserap pada periode pelaporan tahun ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing kategori 

selama periode pelaporan tahun ini 

3 Cumulative to Date Actual 

Source of Fund 

Diisi dengan realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) yang telah 

diserap pada periode pelaporan sejak pelaksanaan proyek sampai kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing kategori 

selama periode pelaporan sejak pelaksanaan proyek sampai kuartal ini 
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4 Current Quarter Planned 

Source of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) 

yang akan diserap pada periode pelaporan kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing 

kategori selama periode pelaporan kuartal ini 

5 Year to Date Planned 

Source of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) 

yang akan diserap pada periode pelaporan tahun ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing 

kategori selama periode pelaporan tahun ini 

6 Cumulative to Date Planned 

Source of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi dana untuk setiap sumber dana (RK dan RM) 

yang akan diserap pada periode pelaporan sejak awal pelaksanaan proyek 

hingga kuartal ini 

 

Uses of Fund 

Diisi dengan rencana realisasi pembayaran (SP2D) untuk masing-masing 

kategori selama periode pelaporan sejak awal pelaksanaan proyek hingga 

kuartal ini  

7 Current Quarter variance Diisi dengan hasil presentase antara kolom 1 dengan kolom 4 

8 Year to Date variance Diisi dengan hasil presentase antara kolom 2 dengan kolom 5 
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9 Cumulative to Date Variance Diisi dengan hasil presentase antara kolom 3 dengan kolom 6 
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Petunjuk Pengisian FORM IFR-2 

 

No. 

Kolom 
Nama Kolom Keterangan 

   

 Uses of Fund (by category) 
Diisi dengan uraian kategori sesuai dengan Loan 

Agreement 

1 
Total expenditures in the 

current quarter 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana (RK, RM, 

pendamping, SBUN dan donor lain) yang diserap pada 

periode pelaporan kuarter ini 

2 GOI counterpart 
Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber RM pada periode pelaporan kuartal ini 

3 Other Donor  

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari donor lain selain bank dunia  pada 

periode pelaporan kuartal ini 

4 SBUN 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari SBUN pada periode pelaporan 

kuartal ini 

5 Outstanding 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang masih belum 

membebani rekening khusus pada periode pelaporan 

kuartal ini  

6 
Charged to WB Special 

Account (IDR) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal dari 

rekenig khusus pada periode pelaporan kuartal ini 

dalam mata uang IDR 

7 
Charged to WB Special 

Account (USD) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal dari 

rekenig khusus pada periode pelaporan kuartal ini 

dalam mata uang USD 

8 
Total expenditures in the 

year to date 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana (RK, RM, 

pendamping, SBUN dan donor lain) yang diserap pada 

periode pelaporan tahun ini 

9 GOI counterpart 
Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber RM pada periode pelaporan tahun ini 

10 Other Donor 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari donor lain selain bank dunia  pada 

periode pelaporan tahun ini 

11 SBUN 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari SBUN pada periode pelaporan tahun 

ini 



 

193 
 

12 Outstanding 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang masih belum 

membebani rekening khusus pada periode pelaporan 

tahun ini 

13 
Charged to WB Special 

Account (IDR) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal dari 

rekening khusus pada periode pelaporan tahun ini 

dalam mata uang IDR 

14 
Charged to WB Special 

Account (USD) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal dari 

rekening khusus pada periode pelaporan tahun ini 

dalam mata uang USD 

15 
Total cumulative 

expenditures to date 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana (RK, RM, 

pendamping, SBUN dan donor lain) yang diserap pada 

periode pelaporan sejak awal pelaksanaan proyek 

hingga kuartal ini 

16 GOI counterpart 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber RM pada periode pelaporan sejak awal 

pelaksanan proyek hingga kuartal ini 

17 Other Donor 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari donor lain selain bank dunia  pada 

periode pelaporan sejak awal pelaksanaan proyek 

hingga kuartal ini 

18 SBUN 

Diisi dengan total realisasi penggunaan dana dari 

sumber dana dari SBUN pada periode pelaporan sejak 

awal pelaksanaan proyek hingga kuartal ini 

19 Outstanding 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang masih belum 

membebani rekening khusus pada periode pelaporan 

sejak awal pelaksanaan proyek hingga kuartal ini 

20 
Charged to WB Special 

Account (IDR) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal dari 

rekening khusus pada periode pelaporan sejak awal 

pelaksanaan proyek hingga kuartal ini dalam mata 

uang IDR 

21 
Charged to WB Special 

Account (USD) 

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang berasal dari 

rekening khusus pada periode pelaporan sejak awal 

pelaksanaan proyek hingga kuartal ini dalam mata 

uang USD 
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LAMPIRAN 3. 

DAFTAR ISI 

 

 

Laporan Keuangan Proyek Indonesia Tourism Development Project TA 20….. 

- Special Account Activity Statement 

- Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior Review 

- Summary Statement of Expenditures  

- Statement of Expenditures (SoE) 

- Project Cash Forecast 

- Disbursement and Expenditures Status 

- Expenditures for Contracts Subject to Prior Review 

- Project Sources and Uses of Funds 

- Project Uses of Funds by Category 

Catatan Atas Laporan Keuangan  

1. Gambaran Umum 

2. Kebijakan Akuntansi 

3. Penjelasan Atas Laporan Keuangan 

4. Pencapaian Target dan Kendalanya 

 

Indonesia Tourism Development Project 

IBRD 8861 

Special Account Activity Statement 

 Consolidated December 31, 20 .... 

 

Special Account No:     

Part I   

1. Cummulative advance to end of current reporting period   

2. Cummulative expenditures to end of last reporting period   

3. Outstanding advance to be accounted (1-2)   

   

Part II   

4. Opening SA balanced at beginning of reporting period as of Jan 1, 20 ...   

5. Add/Substract: Cummulative adjustments (if any)*   

6.   Advances from the World Bank during reporting period   

7. Add 5 and 6   

8. Outstanding advances to be accounted for (4+7)   

1-A 
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9. Closing SA balance at end of current reporting as of  Dec 31, 20…   

10. Add/ Substract: Cummulative adjustments (if any)**   

11.   Expenditures for current reporting period    

12. Add 10 + 11   

13. Add 9 + 12   

   

14. Difference (if any ) 8-13 ***   

   

Part III   

15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank   

16. Less: Closing SA balance after adjustment   

17. Add/ Substract: Cummulative adjustments (if any)****   

18. Add 16 + 17   

   

19. Cash requirement from World Bank for next year (15-18)   

20. Rounding   

Note 

* Explanation for item 5 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

** Explanation for item 10 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

*** Explanation for item 14 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  

    

    

    

**** Explanation for item 17 (if not zero) FMR & AW Ref. Amount (+/-)  
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Indonesia Tourism Development Project 

IBRD 8861 

Summary Sheet for Payment of Contract Subject to Prior Review 

Consolidated December 31, 20….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Item 

No. 

Disbursement Category Office 

Issuing 

SP2D 

Cross-

Ref 

SP2D 

No. 

Date of 

Payment 

(SP2D) 

Contract 

No. and 

Date 

Supplier / 

Contractor 

Name 

Contract 

Value 

(Incl. 

VAT) 

Total Amount 

Paid to Contractor 

(GoI+IBRD+PPN) 

WB 

Financing 

% 

Amount 

of WB 

Portion 

Paid 

Exchange 

Rate 

Applied 

Amount 

Charged 

to SA 

(USD 

eqv) 

WB’s 

Contract  

Ref. 

**/ 

No Description 

 

 

 

 

 

 

1 Goods, Works, Operating 

Costs, Training, non-

consulting services and 

consulting services for 

the project   

 

Sub-total 

            

 Grand Total             

1-B 
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Indonesia Tourism Development Project 

IBRD 8861 

Summary Statement of Expenditures (Sum-SOE) 

 Consolidated December 31, 20…. 

 

1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Item 

No. 

Disbursement Category 
Threshold 

Number 

of 
Country of Total Paid WB Amount of Average Amount 

 for SP2D supplier/ to Contractors/ Financing WB portion Exchange Charged 

  
Cat No. 

Description SOEs covered consultant/ Expenditures % paid  Rate to SA 

   (USD eqv)   training (GOI+IBRD+PPN)       (USD eqv) 

  

  

  

  

  

 

(1) 

 

Goods, Works, Operating Costs, 

Training, non-consulting services 

and consulting services for the 

project   

 

         

 
 

Sub Total 
                

                  

  

  
Sub-Total          

 

 

1-C 
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Indonesia Tourism Development Project  

IBRD 8861 

Statement Of Expenditure 

Detail Expenditure for Contracts NOT Subject to Prior Review  

Consolidated, December 31, 20 …. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Item 

No. 

Disbursement Category Office 

Issuing 

SP2D 

Cross-

Ref 

SP2D 

No. 

Date of 

Payment 

(SP2D) 

Contract 

No. and 

Date 

Supplier / 

Contractor 

Name 

Contract 

Value 

(Incl. 

VAT) 

Total Amount 

Paid to Contractor 

(GoI+IBRD+PPN) 

WB 

Financing 

% 

Amount 

of WB 

Portion 

Paid 

Exchange 

Rate 

Applied 

Amount 

Charged 

to SA 

(USD 

eqv) 

No Description 

 

 

 

 

 

 

1  Goods, Works, 

Operating Costs, 

Training, non-consulting 

services and consulting 

services for the project   

 

 

 

Sub-total 

           

 Grand Total            

1-C2 
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Indonesia Tourism Development Project 

IBRD 8861 

Project Cash Forecast 

Consolidated December 31, 20….. 

 

 

Disbursement Category  (a) 

Cash Requirement 

for Quarter ending 

mm/dd/yyyy 

(b) 

Cash  

Requirement for 

Quarter ending 

mm/dd/yyyy 

(c) = (a) + (b) 

Total  

Cash Requirement 

for next two 

quarters (six month) 

(d) 

GOI  

Cash Requirement 

for next two 

quarters  

(six months) 

(e) 

WB  

Cash Requirement 

for next two 

quarters 

(six months) 

(f) 

WB  

Cash Requirement 

for next two 

quarters  

(six months) 

 (IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (USD) 

 

  

1. Goods, Works, Operating Costs, Training, 

non-consulting services and consulting 

services for the project   

 

 

Non Bank Financed (Rupiah Murni) 

 

      

Total       

 

 

 

1-D 



 

200 
 

 

Indonesia Tourism Development Project (NAHP) 

IBRD 8861 

Project Sources and Uses of Funds 

Consolidated December 31, 20…. 

 

 

 Actual / I Planned Variance in % 

Current 

Quarter  

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date  

Current 

Quarter 

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date  

Current 

Quarter  

Year – 

to Date 

Cummulative – to 

Date 

 1 2 3 4 5 6 7 = 1/4 8 = 2/5 9 = 3/6 

Sources of Fund 

1. GOI (Counterpart, Rp. Murni, 

Outstanding SBUN) 

         

2. The World Bank          

          

Total Sources of Funds          

Uses of Funds (by Category) 

1.   Goods, Works, Operating Costs, 

Training, non-consulting services and 

consulting services for the project   

         

          

Total Uses of Funds          

 

 

 

IFR-1 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

 

 

1. Gambaran Umum 

 

1.1. Informasi Umum 

 

1.2. Profil Loan dan Grants  

 

1.3. Organisasi dan Tata Laksana Proyek 

 

1.4. Target Tahunan Proyek 

 

1.5. Administrasi Proyek  

 

 

 

2. Kebijakan Akuntansi 

 

 

3. Penjelasan Atas Laporan Keuangan 

 

 

4. Pencapaian Target dan Kendalanya 
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LAMPIRAN 4. 

 

Determination of Ineligible Expenditures 

Ineligible expenditures include the following: 

1. items not covered by the project and category descriptions in the legal agreement; 

2.  items not procured in accordance with the procurement plan and agreed procurement procedures; 

3. payments made before the legal agreement date or, for projects with retroactive financing 

provisions, before the earlier date specified in the legal agreement; 

4. payments made for expenditures incurred after the closing date, except as otherwise agreed with 

the Bank (see the section on “Loan Account Closing”; 

5. expenditures for which the borrower has been unable to provide sufficient and appropriate 

evidence.23 

 

Eligible Expenditure is reasonable cost of goods, works and services required for the project to be 

financed out of the proceeds of the loan and procured in accordance with legal agreement and during 

the loan disbursing period. 
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LAMPIRAN 5. 

 

Indonesia Tourism Development Project  

TERMS OF REFERENCE 

For the comprehensive external audit 

 

1. Purpose of the Audit 

 

The purpose of the audit is to provide assurance on the financial management arrangements for the 

project. Financial management arrangements would include policies, procedures, and records 

established to identify, assemble, analyze, classify, record and report on transactions and to maintain 

accountability for the related assets and liabilities.  It is expected that the external audit will go beyond 

giving assurance on the accounts to include examination of aspects of compliance with laws and 

regulations, internal controls, and detection of fraud and corruption.  In addition, the auditor will assess 

and report on the achievement of the project indicators that relate to the areas of governance and financial 

management (if required). 

 

2. Background  

In FY 2018, GOI and The World Bank signed agreement for project namely Indonesia Tourism 

Development Project. The project will support GoI to the develoment of selected tourism destinations 

across Indonesia. The objective of the project is toimprove the quality of and accessto, tourism-relevant 

basic infrastucture and services, strengthen local economy linkages to tourism, and attract private 

invesment in selected tourism destinations in Indonesia.  

The project consists of four integrated components, each of which targets a key constraint to unlocking 

tourism potential in Indonesia. Component 1 is to increase institutional capacity to facilitate integrated and 

sustainable tourism development. Component 2 is to improve tourism-relevant road quality and basic 

services accesibility. Component 3 is to promote local participation in the tourism economy and 

Component 4 is enhance the enabling environment for private investment and business entry in tourism.  

The executing agency for the project is Ministry of Public Works and Housing (MPWH’s). 

As part of the fulfillment of the audit requirements for IBRD Loan Agreement, the Bank accepts assignment 

of BPK as an auditor for the project. To assist BPK in doing the audit, this ToR was prepared as guidelines 

3. Objectives 
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The overall objectives of the audit are: (i) to enable the auditor to express an opinion on the effectiveness 

of the Indonesia Tourism Development  Project’s internal controls; (ii) to enable the auditor to express an 

opinion on compliance with the Project Operation Manual (POM), laws, regulations and funding 

agreements that have a direct and material financial effect on the financial reports;  (iii) to enable the 

auditor to express an opinion on the project financial statements in accordance with International 

Standards; and (iv) to assess and report on the achievement of the project indicators that relate to the 

areas of governance and financial management (if required).  

 

4. Responsibility for preparation of financial statements 

 

The responsibility for the preparation of financial statements including adequate disclosure is that of the 

project’s management. This includes the maintenance of adequate accounting records and internal 

controls, the selection and application of accounting policies, and the safeguarding of the assets of the 

project. As part of the audit process, the auditor will request from management written confirmation 

concerning representations made to us in connection with the audit. 

 

5. Scope 

 

The audit should cover the entire Indonesia Tourism Development Project implementation by all 

implementing agencies, including Ministry of Public Works and Housing, Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM), and Ministry of Tourism, covering all sources and application of funds. The auditor should 

visit the various implementation units and other agencies as considered necessary for the audit. 

 

The audit will be carried out in accordance with International Standards of Auditing/INTOSAI Standards 

and will include such tests as the auditor considers necessary. Those Standards require that the auditor 

plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are 

free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the 

amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting 

principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial 

statement presentation. Planning and conducting the audit will be in accordance with a risk based 

framework with a detailed audit work program. 
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In complying with International Standards on Auditing, the auditor is expected to pay particular attention 

to the following matters: 

 

a.  In planning and performing the audit to reduce audit risk to an acceptably low level, the auditor 

should consider the risks of material misstatements in the financial statements due to fraud are 

required by International Standard on Auditing 240: “The Auditor’s Responsibility to Consider 

Fraud in an audit of Financial Statements”.  

b. When designing and performing audit procedures and in evaluating and reporting the results 

thereof, the auditor should recognize that noncompliance by the entity with laws and regulations 

may materially affect the financial statements as required by International Standard on Auditing 

250: Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. 

c. The auditor should communicate audit matters of governance interest arising from the audit of 

financial statements with those charged with governance of an entity as required by International 

Standard on Auditing 260: Communication of Audit Matters with those Charged with Governance. 

d. In order to reduce audit risk to an acceptably low level, the auditor should determine overall 

responses to assessed risks at the financial statement level, and should design and perform 

further audit procedures to respond to assessed risks at the assertion level as required by 

International Standard on Auditing 330: The Auditor’s Procedures in Response to Assessed 

Risks. 

 

Specific areas of coverage of the audit will include the following: 

 An assessment of whether the project financial statements have been prepared in accordance with 

the Internal Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on a cash basis and give a true and fair 

view of the financial operations of the Indonesia Tourism Development Project during the year. Any 

material deviations from the POM, and the impact of such departures on the Project’s financial 

statements as presented would be stated; 

 An assessment of effectiveness of the internal control over compliance with requirements that could 

have a direct and material effect on the financial statements as well as internal control over financial 

reporting., and 

 An assessment of compliance with the POM, laws, regulations and provisions of financing 

agreements, especially those relating to accounting and financial matters. This would inter alia 

include verification that: 

 

http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Auditing_Related_Services/2007_Handbook/2007_A085_ISA_250.pdf
http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Auditing_Related_Services/2007_Handbook/2007_A085_ISA_250.pdf
http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Auditing_Related_Services/2007_Handbook/2007_A090_ISA_260.pdf
http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Auditing_Related_Services/2007_Handbook/2007_A090_ISA_260.pdf
http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Auditing_Related_Services/2007_Handbook/2007_A110_ISA_330.pdf
http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Auditing_Related_Services/2007_Handbook/2007_A110_ISA_330.pdf
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a. All funds have been used for eligible purposes with due attention to economy and efficiency, and 

only for the purposes for which the financing was provided. 

b. counterpart funds (if any) have been provided and used in accordance with the relevant financing 

agreements, with due attention to economy and efficiency, and only for the purposes for which 

they were provided; 

c. Goods, works and services financed have been procured in accordance with relevant financing 

agreements, including specific provisions of the World Bank Procurement Policies and 

Procedures9;expenditures charged to the project are eligible expenditures and have been 

supported by documentary evidence and correctly classified in accordance with the relevant 

financing agreement; 

d. All necessary supporting documents, records, and accounts have been kept in respect of all 

project activities including expenditures reported using Statements of Expenditure (SOE) or 

Interim Unaudited Financial Statements (IFR) methods of reporting. The auditor is expected to 

verify that respective reports issued during the period were in agreement with the underlying 

books of account; 

e. Clear linkages exist between the accounting records including accounts books and the Project 

Financial Statements; and 

f. where Designated (Special) Account has been used, it has been maintained in accordance with 

the  provisions of the relevant financing agreement. the auditor is required to review the 

activities of the project’s designated account(s). Activities to be examined will include deposits 

received, payments made, interest earned and reconciliation of period-end balances; 

g. IFR used as the basis for the submission of withdrawal applications (if applicable) accurately 

reflect expenditures and activities during the project period; and 

h. Project expenditures as reported by the project implementation agencies are reconciled with 

the amounts withdrawn from the Designated Account and the amounts deposited to the special 

account are reconciled with the amounts disbursed from Loan and Grants. 

 

 An assessment whether the procurement procedures outlined in the POM are followed. The auditor 

needs to pay particular attention to the procurement of consultants and their related outputs such 

as required materials to be provided and the number of workshops to be conducted in accordance 

                                                             
9 Depending on the complexity of procurement activities, the auditor may consider involving technical experts 

during the audit engagement. In cases where such experts are involved, the auditor is expected to comply with 

provisions of International Standard on Auditing 620: Using the Work of an Expert. Consideration to use of the 

work of experts should be brought to the early attention of the borrower and the World Bank for mutual agreement 

and appropriate guidance. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060840~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060840~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html
http://www.ifac.org/Members/Source_Files/Auditing_Related_Services/2007_Handbook/2007_A190_ISA_620.pdf
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with the TOR. The auditor needs to verify and review these consultant’s activities when auditing the 

project management unit. 

 An assessment of project implementation and whether financial and physical progress is consistent 

during the project period. The monitoring of expenditures in relation to physical progress is 

validating that physical progress and disbursements are under proper financial control. 

 An assessment whether the contractor or consultant has performed in terms of the contract 

management and implementation, to ensure that all inputs and outputs are verified and consistent 

with the contract provisions. 

 An assessment on the achievements of the project indicators that relate to the areas of governance 

and financial management as stipulated in the relevant financing agreements.  These indicators 

should be agreed upon by the Bank and MPWH’s. 

 

 

6. Project Financial Statements 

 

Project Financial Statements prepared by MPWH’s would be based on information from the accounting 

records and project’s compilation of Interim Un-Audited Financial Reports (IFR).  Project financial 

statements would include a Cash Flow Statement and a Budget (financial plan) to Actual Statement along 

with the appropriate footnotes. Project expenditures would be summarized by main project components, 

disbursement categories both consolidated for the current fiscal year and accumulated to date. 

 

Expenditures should be examined for eligibility based on criteria defined in the terms of the financing 

agreement and detailed in the POM (consisting of a Manual Pengelolaan Program and Pedoman Umum). 

Where ineligible expenditures are identified as having been included in withdrawal applications and 

reimbursed, they should be reported 

 

7. Audit Report 

 

The audit report shall contain the auditor’s opinion on the effectiveness of the project’s internal controls, 

the auditor’s opinion on whether the auditee complied with the applicable laws, regulations and funding 

agreements; and the auditor’s opinion on whether the financial statements presents fairly in accordance 

with the IPSAS for the project. In addition the auditor will report on the achievement of the project 

indicators that relate to the areas of governance and financial management as agreed upon by both the 

Bank and PMO. The auditor should submit the report to the project executing agency who should then 
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promptly forward one copy of the audited accounts and report to the Bank. It should be received by the 

Bank no later than six months after the end of the project’s fiscal year. 

 

8. Management Letter 

 

In addition to the auditor’s report, the auditor will prepare a “management letter,” in which the auditor will: 

 

a. provide comments and observations on the accounting documents and records, systems, and 

controls that were examined during the course of the audit; and identify specific deficiencies and 

areas of weakness in systems and controls and make recommendation for their improvement; 

b. report on the achievement of the planned results of the project; 

c. report on the degree of compliance on the financing agreements and give comments, if any, on 

internal and external matters affecting such compliance; 

d. Quantify and report expenditures that are considered to be ineligible and either paid out of the 

designated account(s) or which have been claimed from the World Bank; 

e. communicate matters that have come to the auditor attention during the audit which might have a 

significant impact on the implementation of the project; and 

f. bring to the borrower's attention any other matters that the auditor considers pertinent. 

 

9. Exit Conference 

 

Upon completion of the fieldwork, the auditor should hold a closing or exit conference with senior officials 

of the Project Management.  The auditor should document the exit conference for inclusion in the audit 

work papers. 

 

10. General 

 

The auditor is entitled to unlimited access to all information and explanations considered necessary to 

facilitate the audit including legal documents, project preparation and supervision reports, reports of 

reviews and investigations, correspondences, and credit account information. The auditor may also seek 

written confirmation of amounts disbursed and outstanding in the Bank records.  

 

The World Bank staff should have access and be able to review the audit work papers applicable to the 

audit 
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The auditor is encouraged to meet and discuss audit related matters including input to the audit plan with 

the World Bank project task team. 

It is highly desirable that the auditor reviews the Bank's Guidelines: Annual Financial Reporting for World 

Bank - Financed Activities, June 30, 2003, which summarizes the Bank's financial reporting and auditing 

requirements. The auditor should also be familiar with the Bank's Disbursement Handbook, May 2006 

and Financial Monitoring Reports for World Bank – Financed Projects: Guidelines for Borrowers, 

November 30, 2002. 

 

 

 

  

 

 

 

 


